
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik 
Indonesia T ahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran proses 
Pengadaan Barang!Jasa Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Pengadaan 
Barang/Jasa melalui Metode Pengadaan Langsung perlu 

diatur Petunjuk T eknis Pengadaan Barangf Jasa melalui 
Metode Pengadaan Langsung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Bekasi tentang Petunjuk Teknis 
Pengadaan BaranglJasa melalui Metode Pengadaan 
Langsung. 
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TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI METODE 

PENGADAANLANGSUNG 

31 TAHUN 2020 NOMOR 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

·, 



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3817); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 



16. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan 
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar 
Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung untuk 
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi; 

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

11. lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 



Pasal 1 
Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode 

Pengadaan Langsung terlampir dalam Buku Petunjuk 

Teknis Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode 

Pengadaan Langsung. 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI 

METODE PENGADAAN LANGSUNG 

MEMUTUSKAN 

19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana tetah diubah 

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 

52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bekasi (lembaran Daerah Kabupaten 

Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi Nomor 6 T ahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 

Tahun 2020 Nomor 2); 

17. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan 

Pengembangan Sistem lnformasi Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3; 

Menetapkan 



u u 
BE 'A DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 31 

Diundangkan di : Cikarang Pusat 
pada tanggal : 12 Maret 2020 

~ ~E RETA SDAERAHKABUPATENBEKASI' 

EKA SUPRIA ATMAJA 

t.t.d 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di : Cikarang Pusat 

pada tanggal : 12 Maret 2020 

Pasal2 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 
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Gambar 1 Tahapan Pengadaan Barang/Josa Mela/ui Penyedia 

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode 
pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang 
bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan Pengadaan 
Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 {seratus juta rupiah). 

Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dengan metoda 
pengadaan langsung meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, 
persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia,pelaksanaan Kontrak dan serah 
terima hasil pekerjaan. Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan Analisls dan Evaluasi 
Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan 
oleh PA/KPA 

II. KETENTUAN PENGADAAN LANGSUNG 

Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Pengadaan langsung 
disusun dalam rangka memudahkan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan 
langsung. 

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Pengadaan 
langsung mencakup: Ketentuan Pengadaan langsung, Petunjuk Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 
4.3 untuk Pengadaan Langsung (e-Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Transaksional pada 
aplikasi SPSE serta Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan 
Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi. 

Dasar dalam Petunjuk Teknis pengadaan barang/jasa melalui metode Pengadaan Langsung 
di lingkungan Pemerlntah Kabuapten Bekasi ini adalah : 

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia 
3. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen 
Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa 
Konsultansi 

4. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem lnformasi 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang 
Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3 

I. PENDAHULUAN 

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA 
MELALUI METODE PENGADAAN LANGSUNG 
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1. Reviu don Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK 

Tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa 
spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan 
Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan 
ketersedian anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. 

Reviu tersebut meliputi: 
a) kuantitas, 
b) kualitas, 
c) waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan 
d) ketersediaan di pasar. 

PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap 
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

Reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui 
ketersedlaan, harga dan alternatif barang/jasa sejenis, ketersediaan barang/jasa 
yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar 
Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi kriteria produk berkelanjutan. 

Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK 
mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan 
PA/KPA. 

Gamba,· 2 Bagan Alur Persia pan Pengadaan Ba rang/ -Jasa 

.'~;lir~~i.lfi:)fl~1!~1lit:ii~::1;1q:mb):~~\t. 
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Persiapan Pengadaan 

Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA Perangkat Daerah 
dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 
meliputi reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan spesifikasi teknis/KAK, 
penyusunan dan penetapan HPS dan penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak. 
Secara ringkas, persiapan Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan dalam bagan alur berikut: 

B 

A. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang 
meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran 
Pengadaan Barang/Jasa. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Perencanaan pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung harus 
tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan {RUP). 

·1 · · .. ·--- ·····-·· ... ,. .... ····---··---·· . ····- .. ·- -··-···-··--···-·. 
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Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak 

3. Penyusunan dan Penetapan HPS 

Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran 
dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran 
yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Penetapan HPS 
dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

PPK menyusun HPS berdasarkan pada: 

a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada 
tahap perencanaan pengadaan; 

b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DPA atau untuk proses pemilihan yang 
dilakukan sebelum penetapan DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang 
tercantum dalam RKA Perangkat Daerah; dan 

c. hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen 
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN). 

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan 
dalam penyusunan HPS. 
HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS 
antara lain: 

a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa 
diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan 
Penyedia; 

b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 
Kem e nterian/Lembaga/Pemeri nta h Da era h; 

c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasl. Yang 
dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di 
dalam negeri maupun di luar negeri. lnformasi biaya/harga satuan yang 
dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional 
yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri 
yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan 
dilaksanakan; 

d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga 
(apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha; 

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs 
tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah; 

f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang 
pernah atau sedang dilaksanakan; 

g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan 
perencana (engineer's estimate); dan/atau 

h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK 

PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan 
hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi 
Teknis/KAK. 

,:---· --· -··-----·--·-·-··. --~~ -------- 
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c. Jasa Konsultansi 

Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan: 

1) Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-based rates) 
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya 
terdiri dari : 

a) Biaya langsung personel (Remuneration); 
Biaya langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk 
membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya Langsung 
Personel telah memperhitungkan gaji dasar (basic salary), beban biaya 
sosial (social charge), beban biaya umum (overhead cost), dan 
keuntungan (profit/fee). Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut 
jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari 
(SBOH), atau jam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai 
berikut: 
Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1 
Satuan Biaya Orang Harl (SBOH) = (SBOB/22) x 1,1 
Satuan Blaya Orang Jam (SBOJ) = (SBOH/8) x 1,3 

b) Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost). 
Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan 
untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan 
mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat 
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya 
Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau 
penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost). Biaya Non Personel 
yang dapat dibayarkan secara Lumsum diantaranya pengumpulan data 
sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, 
survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain. 

b. Pekerjaan Konstruksi 
Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya 
harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's Estimate) 
berdasarkan rancangan rind (Detail Engineering Design) yang berupa Gambar dan 
Spesifikasi Teknis. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya 
overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen). 

Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak berslfat rahasia. Sedangkan 
rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah 
tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja. 

Perhitungan HPS untuk masing-masing jenis barang/jasa sebagai berikut: 

a. Barang 
Perhitungan HPS untuk barang harus memperhitungkan komponen blaya antara 
lain: 
1) Harga barang; 
2) Biaya pengiriman; 
3) Keuntungan dan biaya overhead; 
4) Biaya instalasi; 
5) Suku cadang; 
6) Biaya operasional dan pemeliharaan; atau 
7) Biaya pelatihan. 
Perhitungan komponen biaya disesuaikan dengan survei yang dilakukan. 
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a. Jenis Kontrak 

4.Penetapan Rancangan Kontrak 

Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengadaan 
dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran. 
PPK menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat: Jenis Kontrak, Bentuk 
Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang Muka. Sertifikat Garansi, Sertifikat/Dokumen dalam 
rangka Pengadaan Barang lmpor, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat­ 
Syarat Khusus Kontrak {SSKK). 

d. lasa lainnya 

Perhitungan HPS untuk Jasa Lainnya harus memperhitungkan komponen biaya 
sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain: 
1) Upah Tenaga Kerja; 
2) Penggunaan Bahan/Material/Peralatan; 
3) Keuntungan dan biaya overhead; 
4) Transportasi; dan 
5) Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya. 

PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka 
penyusunan HPS. PPK menetapkan HPS dengan menandatanganl pada lembar 
persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Nilai 
HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran. 

3) Metode Perhitungan Berbasls Keahlian (value-based rates) 

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian 
dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup 
keahlian/reputasi/hak eksklusif yang dlsediakan/dimiliki jasa konsultan 
tersebut. Contoh : jasa konsultansi penilai integritas dengan menggunakan 
sistem lnformasi yang telah memiliki hak paten. 

2) Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates) 

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar 
dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran 
pekerjaan/output dengan tarif/harga yang berlaku di pasar. 
Contoh : jasa konsultansi desain halaman situs web. 

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan 
diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, 
blaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan 
pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian. 
Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya 
sesuai yang dikeluarkan (at cost) diantaranya dokumen perjalanan, tiket 
transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi 
telepon/internet/situs web. Biaya langsung Non Personel pada prinsipnya 
tidak melebihi 400/o {empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk 
jenls pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan 
penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, 
pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan 
lain-lain. 
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2) Jenis Kontrak Pengadaan Jaso Konsultansi 
Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri dari: 
a) Lumsum 

PPK memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan 
antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu 
pekerjaan, dan/atau kesulitan dan risiko pekerjaan. 

1) Ienis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Iasa Lainnya 
Jenis Kontrak untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
terdiri dari : 
a) Lumsum 

Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, 
dan produk/keluaran dapat dldefinisikan dengan jelas. Kontrak Lumsum 
digunakan misalnya: pelaksanaan pekerjaan kontruksi sederhana, 
pengadaan peralatan kantor, pengadaan benih, pengadaan [asa boga, sewa 
Gedung, pembuatan video grafis dan sebagainya. 

b) Harga Satuan 
Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal ruang llngkup, 
kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan 
oleh sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan. Dalam Kontrak 
Harga Satuan pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap 
untuk masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran (final price) 
tergantung kepada total kuantitas/volume darl hasil pekerjaan. 
Pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang 
dituangkan dalam sertiflkat hasil pengukuran (contoh monthly certificate). 
Kontrak Harga Satuan digunakan misalnya untuk kegiatan pembangunan 
gedung atau infrastruktur, pengadaan jasa boga paslen di rumah sakit. 

c) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 
Kontrak Gabungan lumsum dan Harga Satuan digunakan dalam hal 
terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak 
Lumsum dan terdapat baglan pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan 
Kontrak Harga Satuan. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 
digunakan misalnya untuk Pekerjaan Konstruksi yang terdiri dari pekerjaan 
pondasi tiang pancang dan bangunan atas. 

d) Terima Jadi (Turnkey) 
Kontrak Terima Jadi digunakan dalam hal Kontrak Pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 
tertentu dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh 
pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dapat dilakukan 
berdasarkan termin sesual kesepakatan dalam Kontrak. 
Penyelesaian pekerjaan sampai dengan siap dioperasionalkan/difungsikan 
sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Kontrak Terima Jadi biasa digunakan 
dalam Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, misalnya Engineering Procurement 
Construction (EPC) pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik, dan 
lain-lain. 

e) Kontrak Payung. 
Kontrak Payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan 
secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu 
pesanan belum dapat ditentukan. Kontrak Payung digunakan misalnya 
pengadaan obat tertentu pada rumah saklt, jasa boga, jasa layanan 
perjalanan (travel agent), atau pengadaan material. 
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c) Kontrak Payung 
Kontrak Payung pada Jasa Konsultansi digunakan untuk mengikat Penyedia 
Jasa Konsultansi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa, 

b) Waktu Penugasan 
Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk 
pekerjaan yang ruang lingkupnva belum bisa didefinisikan dengan rinci 
dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum 
bisa dipastikan. Kontrak Waktu Penugasan dapat digunakan apabila: 
• Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat 

dltetapkan; 
• Ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin 

berubah secara substansial; 
• Nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan; 
• Pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil dan/atau jangka waktunya pendek 

dimana kompensasi cenderung berbasis harga per jam, per hari, per 
minggu atau per bulan; atau 

• Pekerjaan yang tidak umum/spesialis yang membutuhkan keahlian 
khusus. 

Oalam Kontrak Waktu Penugasan pembayaran terdiri atas biaya personel 
dan biaya non personel. Biaya personel dibayarkan berdasarkan 
remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak 
untuk setiap satuan waktu penugasan. Biaya non personel dapat 
dibayarkan secara lumsum, harga satuan, dan/atau penggantian biaya 
sesuai dengan yang dikeluarkan (at cost). Nilai akhir kontrak yang akan 
dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan. Pembayaran dapat 
dilakukan berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam Kontrak. 
Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pra studi kelayakan, 
pekerjaan studi kelayakan termasuk konsep desain, pekerjaan Detail 
Engineering Design {OED), manajemen kontrak, manajemen proyek, 
layanan pengujian dan analisis teknis sepertiinvestigasi kondisi struktur, 
investigasi kehancuran struktur, investigasi kegagalan struktur, testing 
struktur/bagian struktur, ahli litigasi/arbitrase layanan penyelesaian 
sengketa khususnya untuk proyek bernilai besar, pengawasan, penasihat, 
pendampingan, pengembangan sistem/aplikasi yang kompleks, monitoring, 
atau survei/pemetaan yang membutuhkan telaahan mendalam. 

Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan 
pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak 
Lumsum pada Pengadaan Jasa Konsultansi digunakan misalnya konsultan 
manajemen, studi kelayakan, desain, penelitian/studi, kajian/telaahan, 
pedoman/petunjuk, evaluasi, produk hukum, sertifikasi, studi 
pendahuluan, penilaian/appraisal. Pekerjaan Pra Studi Kelayakan, 
Pekerjaan Studi Kelayakan termasuk konsep desain, Pekerjaan Detail 
Engineering Design (OED), manajemen proyek, layanan pengujian dan 
analisis teknis seperti investigasi kondisi struktur, investigasi kehancuran 
struktur, investigasi kegagalan struktur, testing struktur/bagian struktur, 
ahli litigasi/arbitrase layanan penyelesaian sengketa. 
Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap, 
senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa 
memperhatikan rincian biaya. Pembayaran berdasarkan produk/keluaran 
seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan 
pekerjaan yang dilaksanakan. 
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b. Naskah Perjanjian 
Naskah Perjanjian terdiri dari : 
1) Pembukaan 

a) Judul Kontrak 
Menjelaskan rems barang/jasa dan judul Kontrak yang akan 
ditandatangani. 

b) Nomor Kontrak 
Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani. Apabila Kontrak 
merupakan perubahan Kontrak maka nomor Kontrak harus berurut sesuai 
dengan berapa kali mengalami perubahan. 

c) Tanggal Kontrak 
Menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun Kontrak ditandatangani oleh 
para pihak. Tanggal Kontrak tidak boleh mendahului tanggal Surat 
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 

d) Kalimat Pembuka 
Merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak 
pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani 
Kontrak. 

e) Para Pihak dalam Kontrak 
(1) Menjelaskan secara rind dan menerangkan hal yang sebenarnya 

identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan dan alamat serta 
kedudukan para pihak dalam Kontrak tersebut, apakah sebagai pihak 
pertama atau pihak kedua. 

(2) Para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu: 
(a) pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak 

(PA/KPA/PPK); 
(b) pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan; 
{c) menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas 

nama siapa dan dasar kewenangannya; dan 
(d) apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu 

konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain 
maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja 
anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama 
tersebut. 

f) Latar Belakang 
Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan pemilihan 
Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia 
melalui SPPBJ. 

2) lsi, berisi penyataan bahwa: 
a) para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak sesuai dengan 

obyek yang di Kontrak. 
b) para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak dalam Kontrak, 

yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber 
pembiayaannya. 

c) Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu 
kesatuan yang disebut Kontrak. 

dimana waktunya belum dapat ditentukan. Penyedia Jasa Konsultansi yang 
diikat dengan Kontrak Payung adalah Penyedia Jasa Konsultansi yang telah 
memenuhi/lulus persyaratan yang ditetapkan. Kontrak Payung digunakan 
misafnya untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dalam rangka penasihatan 
hukum, penyiapan proyek strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam 
rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha. 
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e. Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang lmpor 
Pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan Pengadaan 
Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan 
kelengkapan dokumen barang: 
1) Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrikan/prinsipal 

di negara asal; 

d. Sertifikat Goransi 
Dalam Pengadaan Barang, untuk menjamin kelaikan penggunaan barang maka 
Penyedia menyerahkan Sertifikat Garansl/Kartu Jaminan/Garansi Puma Jual yang 
menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan 
pelayanan puma Jual. Sertifikat Garansi memberikan jaminan bahwa barang yang 
dipasok adalah asli, barang/produk baru (hasil produksi tahun terakhir), belum 
pernah dipakai dan bukan barang/produk yang diperbaharui/rekondisi. Spesifikasi 
teknis dan deskripsi barang yang diserahkan sesuai dengan yang tercantum dalam 
Kontrak. Sertifikasi garansi merupakan perlindungan terhadap barang sesuai 
dengan Jaminan/Garansi original equipment manufacturer (OEM). Sertlfikat 
Garansi berlaku sejak tanggal barang diterima oleh PPK dari Penyedia sesuai waktu 
yang diperjanjikan dalam Kontrak, terlepas dari jarak dan waktu yang ditempuh 
untuk pengiriman. Selama masa garansi berlaku, dalam hal barang yang dlterima 
cacat/tldak berfungsi dengan balk, Pengguna Barang melalui Bendahara Barang 
segera menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia dan Penyedia wajib 
merespon untuk memperbaiki/mengganti barang yang dimaksud. 

c. UangMuka 

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis 
barang/jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, 
antara lain: 
1) mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja; 
2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang I bahan I material / 

peralatan; dan/atau 
3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. 
PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada 
Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam 
Dokumen Pemllihan. Besaran persentase sebagaimana yang dimaksud 
berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setiap pemberian uang muka harus disertai 
dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan. 

d) apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen 
Kontrak maka yang urutannya lebih dulu sesual dengan hierarkinya. 

e) persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban rnaslng-rnasing, 
yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan 
pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak. 

f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya 
pekerjaan tersebut. 

g) kapan mulai efektif berlakunya Kontrak; dan 
h) ungkapan-ungkapan dalam perjanjlan harus mempunyai arti dan makna 

yang sama sepertl yang tercantum dalam Kontrak. 
3) Penutup 

a) Pernyataan bahwa para plhak telah menyetujui untuk melaksanakan 
perjanjian sesual peraturan perundangundangan; dan 

b) Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi materai. 
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o. Pelaksanaan Pemilihan 

1. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan 
nilai paling banyak RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan 
tahapan sebagai berikut: 

a. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa lalnnya ke Penyedia; 
b. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya; 

C. Persiapan Pemilihan 
Persiapan pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan 
dilaksanakan setelah Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari 
PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang 
disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Pengadaan. 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat 
Pengadaan meliputi: 
1) Penetapan metode evaluasi penawaran; 
2) Penetapan jadwal pemilihan; dan 
3) Penyusunan Dokumen Pemilihan 

2) Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan 
3) Sertifikat Produksi. 
Persyaratan Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari 
pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan 
diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan 
penyampaian dokumen penawaran. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) 
dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK pada saat serah 
terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal {Certificate of Origin) dan 
Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak. 

f Syarat-Svarat Umum Kontrak (SSUK) 
Svarat-svarat Umum Kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak. 
Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing jenis 
Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. 
Pengisian SSUK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. 
Dalam hal SSUK untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi. 

g. syorat-svarat Khusus Kontrok (SSKK) 
Syarat-syarat Khusus Kontrak adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan 
Kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang 
terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan. Dalam menyusun SSKK 
mencantumkan nomor klausul yang diperind pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan 
bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. Dalam hal SSKK untuk 
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi 
Jasa Konstruksi. 

h. Penetapan Rancangan Kontrak 
PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan Spesifikasi 
Teknis/Kerangka Acuan Kerja {KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri {HPS) yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Penetapan rancangan kontrak oleh PPK melalui 
persetujuan/penetapan pada Jembar ringkasan rancangan kontrak. Spesifikasi 
Teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak yang telah ditetapkan menjadi dokumen 
persiapan pengadaan melalui Penyedia kemudian disampaikan kepada Pejabat 
Pengadaan sesuai dengan kewenangannya. 
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Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila 
menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki kemampuan 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

2. Pengadaan Langsung untuk : 
• Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta 

rupiah); 
• Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 
• Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 {dua ratus juta 

rupiah); 

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan 

dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. 
b. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat 

Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber 
informasi yang berbeda. 

c. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk 
menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. 

d. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen 
lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. 

e. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, 
harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam 
undangan. 

f. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis 
dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi 
harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 

g. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana 
dimaksud dalam butir 1. 

h. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung 
dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang 
Pelaku Usaha lain. 

i. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri 
dari: 
1) nama dan alamat Penyedia; 
2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; 
3) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); 
4) hasil negosiasi harga (apabila ada); 
5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan 
6) tanggal dibuatnya Serita Acara. 

j. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK. 

c. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; 
d. PPK melakukan pembayaran. 

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim 
pendukung. 

Ketentuan bukti pengadaan lainnya mengikuti ketentuan keuangan yang berlaku 
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2. Penandotanganan Kontrak 

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DPA disahkan. Dalam hal 
penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka l<ontrak mulai 
berlaku dan dilaksanakan setelah OPA berlaku efektif. 

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak 
menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut 
kepada Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan 
Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat 
atas hasil pemilihan Penyedia. Oalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka 
pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja 
setelah tidak tercapai kesepakatan. 

PA/KPA dapat memutuskan: 
a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pengadaan 

untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Pengadaan langsung 
ulang; atau 

b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk 
menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (Hrna} hari kerja. Keputusan PA/KPA tersebut 
bersifat final. 

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak 
menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut 
kepada Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan 
untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 
(enam} hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima. 

Apabila pemenang pemilihan/calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri 
dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPI<, dan masa penawarannya masih 
berlaku, maka calon Penyedia tersebut dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) 
tahun dan Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah. 
Dalam hal proses Pengadaan Langsung dllakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ 
dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

1. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 

Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas 
laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pejabat Pengadaan untuk memastikan: 

a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur 
yang ditetapkan; dan 

b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak 
memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. 

E. Pelaksanaan Kontrak 
Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi Penetapan SPPBJ, Penandatanganan 
Kontrak, Penyerahan Lokasi Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah 
Pengiriman (SPP), Pemberian Uang Muka, Penyusunan Program Mutu, Rapat Persiapan 
Pelaksanaan Kontrak, Mobilisasi, Pemeriksaan Bersama, Pengendalian Kontrak, lnspeksi 
Pabrikasi, Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perubahan Kontrak, Penyesuaian Harga, 
Keadaan Kahar, Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak, Pemutusan Kontrak, 
Pemberian Kesempatan, Denda dan Ganti Rugi 
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b. Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak 

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali 
rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf 
serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: 
1) DPA telah ditetapkan; 
2) penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DPA belum disahkan; dan 
3) ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak. 

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah 
Oirektur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan 
namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. 

Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak 
adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari 
Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah 
berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak 
sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/ 
karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. 

Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari : 
1) sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asll, terdiri dari: 

a) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi 
materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan 

b) Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang 
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; 

a. Persiapan Penandatanganan Kontrak 

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan 
Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia yang 
membahas hal-hal sebagai berikut: 
1) finalisasi rancangan Kontrak; 
2) kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan 

telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb; 
3) rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau 
4) hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi 

penawaran. 

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah 
substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, 
kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal penetapan 
SPPBJ dilakukan sebelum DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam 
DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka 
penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup 
tersedia melalui revisi OPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisl DPA 
tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada ca Ion Penyedia 
Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi, Penandatanganan Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum 
Kontrak. 
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5. Pemberian Uong Muka 

Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. 
Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. 
Uang Muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang 
muka yang diterima. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang 
diterima Penyedia. Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan 
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan 
atau sesuai kesepakatan yang dlatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas 
pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen). 

4. Surat Perintah Mula/ Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman {SPP) 

a. SPMK untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi 
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat 
Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa 
Konsultansi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. SPMK 
diterbitkan selambat-lambatnva 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan 
Kontrak atau 14 {empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan. 
Dalam SPMK dlcantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja 
yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. 

b. SPP untuk Barang 
Surat Perintah Pengiriman (SPP) adalah surat perintah tertulis dari Pejabat 
Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Barang untuk mulai melaksanakan 
pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak 
menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 
penandatanganan Kontrak. SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh 
Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-larnbatnva 7 {tujuh) hari 
kerja sejak tanggal penerbitan SPP. Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia 
ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan 
sampai dengan serah terima Barang. Untuk pekerjaan yang pengiriman 
barangnya dijadwalkan tidak dilaksanakan sekaligus tetapi secara 
berkala/bertahap sesuai rencana kebutuhan, harus dinyatakan dalam Kontrak. 

3. Penyerahan iokasi Kerja 

Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada 
Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan 
peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita 
Acara Peninjauan Lokasi Kerja. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak. 
Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi 
kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak 
menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara. 

2) Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi materai apabila diperlukan. 

Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak 
atau pad a tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak. 
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8. Mobilisasi 

a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang 
ditetapkan. 

b. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan 
lingkup pekerjaan, meliputi: 
1) mendatangkan bahan/material dan peralatan terkalt yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pekerjaan; 
2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorlum, 

bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau 
3) mendatangkan personil. 

c. Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, 
meliputi: 

7. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrok 

Sebelum melaksanakan Kontrak yang bernilai besar atau kompleks, Pejabat 
Penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka 
untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak. Rapat tatap 
muka harus dilaksanakan secara: 
a. formal; 
b. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan 
c. para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan 

kontrak; 

Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak: 
a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak; 
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif 

pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak; 
c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi 

kemajuan pekerjaan; 
d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan; 
e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan 

dengan kondisi pekerjaan; 
f. melakukan klariflkasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan 

prosedur untuk manajemen perubahan; dan 
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan 

pekerjaan. 

6. Penyusunan Program Mutu 

Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, 
yang paling sedikit berisi: 
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 
b. organisasi kerja Penyedia; 
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; 
e. prosedur instruksi kerja; dan/atau 
f. pelaksana kerja. 
Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan kompleksitas 
pekerjaan. 
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12. Pembayaron Prestasi Pekerjoan 

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis 
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan 
sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: 
a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak 

boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak. 

11. Jnspeksi Pabrikasi 
Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus. 
Jadwal, tempat dan ruang Jingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam 
Kontrak. 

10. Pengendalian Kontrak 

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik 
secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian 
Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama of eh : 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak; 
b. pihak ketiga yang independen; 
c. Penyedia; dan/atau 
d. pengguna akhir. 

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau 
terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian {Show Cause 
Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk 
melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila 
Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat 
Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan {SP) kepada Penyedia. 

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai 
target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan 
pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

a. Apabila diperlukan,pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama­ 
sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran 
dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan 
dan rencana mata pembayaran. 

b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK 
dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. 

c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Serita Acara. Apabila dalam 
pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus 
dituangkan dalam adendum Kontrak. 

9. Pemeriksaan Bersama 

1) mendatangkan tenaga ahli; 
2) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau 
3) menyiapkan peralatan pendukung. 

d. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kebutuhan. 
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15. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrok 

a. Penghentian Kontrak 
Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Kontrak karena 
keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 
dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena 
keadaan kahar dapat bersifat: 
1) sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau 

14. Keadaan Kahar 

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam 
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang 
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan 
kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para 
pihak. 

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia 
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara 
tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari 
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan 
kahar. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau 
dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir. 

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan 
kontrak. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang­ 
kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar. 
Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran. 

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang 
telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan 
prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. 

Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan 
secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, 
maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam 
Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang 
telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus 
diatur dalam suatu adendum Kontrak. 

Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak 
bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan 
kahar. Conteh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas 
pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, 
kondisi cuaca ekstrirn, dan gangguan industri lainnya. 

lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima. Pekerjaan tambah dilaksanakan 
dengan ketentuan: 
a. tidak melebihl 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam 

perjanjian/Kontrak awal; dan 
b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. Untuk pemeriksaan dalam rangka 

perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau 
tenaga ahli. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan 
waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah 
waktu pelaksanaan kontrak berakhir. 
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16. Pemutusan Kontrak 

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu. 

a. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila: 
1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 

proses pengadaan yang diputuskan oleh lnstansi yang berwenang. 
2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
dinyatakan benar oleh lnstansi yang berwenang; 

3) Penyedia berada dalam keadaan pailit; 
4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan 

Kontrak; 
5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya 
Jaminan Pelaksanaan; 

6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak 
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan 
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa 
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 

8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan SO 
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, 
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau 

9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam 
Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta 
tanpa persetujuan pengawas pekerjaan. 

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: 
1) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka 

dicairkan (apabila diberikan); dan 
2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 

2) permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan 
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. Dalam hal Kontrak dihentikan karena 
keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar 
kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai 
setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. 

b. Berakhirnya Kontrak 
Kontrak berakhir apabita pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para 
pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan 
kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya 
dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak 
telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun 
kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum 
dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan 
akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau pembayaran atas 
penyesuaian harga. 
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18. Denda don Ganti Rugi 
a. Sanks! finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku 

karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. 
b. Sanksl finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan. 
c. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan 

jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan 
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang 
kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 

d. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan 
yang tldak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil 
pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya 
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi 
adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 

e. Oenda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 
Besarnya denda keterlambatan adalah: 1) lo/oo (satu permil) per hari dari harga 
bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1%o (satu permil) per hari 
dari harga Kontrak. 

f. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan 
dalam dokumen pemilihan 

17. Pemberian Kesempatan 
Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan 
kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia 
mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan 
kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi 
denda keterlambatan. 
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan 
dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda 
keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan 
Pelaksanaan (apabila ada). 
Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 
50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. 
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 
melampaui Tahun Anggaran. 

b. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia 
Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila: 
1) Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, 

Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan 
pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik 
selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak. 

2) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang 
disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak. 

Dalam hal dilakukan pemutusan · Kontrak secara sepihak oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat 
menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau 
Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. 
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1. Serah Terima Hasil Pekerjaan 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang 

tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis 
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. 

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan 
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan 
Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. 

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap 
kriteria/spesiflkasi yang tercantum dalam Kontrak. 

d. Apablla dalam pemeriksaan hasll pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat 
Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau 
melengkapi kekurangan pekerjaan. 

e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 
menandatangani Berita Acara Serah Terima. 

f. Setelah penandatanganan Serita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan 
Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 

g. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif 
terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan. 

h. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan 
barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil 
pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, 
dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, 
dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta 
pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. 

i. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 
PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak 
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif. 

j. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara. 

Gambar 6 Bagan Alur Serah Terima 
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Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia kepada 
Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kepada 
PA/KPA dijelaskan dalam bagan alur berikut: 

SERAH TERIMA F. 

g. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak. 
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2. Masa Pemeliharaan 
a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga 

kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 
b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara 

tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir 
pekerjaan. 

c. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah 
Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan 
baik. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran slsa nilai 
kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

d. Khusus Pekerjaan Konstruksi: 
1) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 

(enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selarna 3 (tiga) 
bulan; dan 

2) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 
e. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan 

para pihak dalam Kontrak. 
f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana 

mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar 
retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai 
perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 

g. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan 
Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai Pembiayaan/Pemeliharaan maka 
Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara. 

h. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 
menandatangani Serita Acara Serah Terima akhir. 

L PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa 
pemeliharaan oleh Penyedia. 

j. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa 
pemeliharaan selesai. 
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PPK membuat paket non tender 
di daftar paket dengan klik 
button 'Buat Paket' 

.!' Pilih K/l/PD (Kabupaten 
Bekasi) 

v" Pilih Satuan Kerja 
(Perangkat Oaerah) 

v" Pilih Metada Pemiliha n 
(Pengadaan langsung) 

v" Pilih Tahun Anggaran 
Berjalan 

.., Pilih Nama Paket 
Catatan: 
Paket harus terlebih dahulu 
diumumkan dalam RUP melalui 
aplikasi SIRUP 
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Setelah berhasil login, maka 
akan masuk ke halaman 
Beranda PPK. 
Di dalam beranda terdapat 
informasi paket tender dan 
non-tender serta menu 
pencatatan paket non 
traksaksional dan swakelola. 
Selanjutnya Kllk 'DAFTAR 
PAKET' Paket Kemudian Klik 
'Non Tender' 

3. Pembuatan Paket Non Tender 

Masuk Ke Dalam Aplikasi Pilih 
Login, 
Masukkan User ID dan 
password, 
Kemudian pilih Non-Penyedia 
dan 
Klik button 'Login'. 

2. Halaman Beranda PPK 
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1. Memulai Aplikasi 

A. Persiapan Pengadaan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK} 
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PPK mengisi rincian HPS dengan 
meng-kllk 'Rincian HPS' 

Selanjutnya PPK mengisikan 
rincian HPS dan upload 
dokumen persiapan 
pengadaan. Kemudian PPK 
memilih jenis kontrak dan 
penanggung jawab paket 
pengadaan. 
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4. Mengisi Data HPS don Dokumen Persiapan Pengadaan 

Kemudian akan muncul 
halaman edit paket 

• RUP, berisi detail kode RUP, 
Nama Paket, Sumber Dana; 

• K/L/PD, adalah nama 
Kementeruan, lembaga, dan 
Perangkat Daerah; 

• Nama Paket adalah nama 
paket tender yang akan 
dilaksanakan (sudah otomatis 
by sistem berdasarkan data 
RUP} jika tender konsolidasi 
nama paket bisa diubah; 

• Satuan Kerja adalah satuan 
kerja dart paket tender; 

• Anggaran adalah kode 
anggaran dari paket tender 
(sudah otomatis by sistem 
berdasarkan data RUP); 

• Lokasi Pekerjaan adalah 
lokasi pengerjaan pada paket 
tender; 

• Nilai Pagu Paket adalah nilai 
pagu dari paket tender 
(sudah otomatis by sistem 
berdasarkan data RUP); 

Apabila data telah benar klik 
button 'Selanjutnya' 
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Apabila informasi paket 
tersebut benar selanjutnya klik 
button 'Buat Paket' 

Selanjutnya akan muncul 
informasi rencana pengadaan 
paket non tender 
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b. lsi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Spesifikasi Teknis dan Gambar 
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Klik button 'Upload' untuk 
meng-upload KAK spesifikasi 
teknis dan gambar. Perhatikan 
petunjuk upload dokumen KAK 
Spesifikasi Teknis dan Gambar. 

PPK mengisi dengan meng-klik 
'Kerongka Acuon Kerja (KAK} 
Spesifikosi Tekn;s don Gombor' 
pada form edit 

Apabila PPK men-download 
template rincian HPS, maka 
akan tampil file template 
rincian HPS berbentuk Excel. 
PPK dapat mengisi rincian HPS 
pada file tersebut kemudian 
meng-upload-nya kembali ke 
sistem. 
Catatan: column (kolom) pada 
format excel tidak boleh 
ditambah atau dihapus 

PPK dapat mengisi rincian HPS 
dengan men-download 
template rincian HPS yang telah 
disediakan kemudian meng­ 
upload-nya kembali atau 
langsung mengisi pada kolom 
HPS yang telah disediakan. 

""'";' 
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Jika HPS sudah disimpan maka 
akan muncul notifikasi bahwa 
data telah tersimpan. 
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Jika berhasil upload maka nama 
file akan muncul pada halaman 
Rancangan Kontrak 

it.~- 
~·~ .,. h:t\11~ 
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Klik button 'Upload' untuk 
meng-upload Rancangan 
Kontrak. Perhatikan petunjuk 
upload dokumen Rancangan 
Kontrak. 

PPK meng-klik 'Rancangon 
Kontrok' pada halaman edit 
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Selanjutnya Pilih file yang berisi 
Rancangan Kontrak yang sudah 
dipersiapkan sebelumnya 

c. Upload Rancangan Kontrak 
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Jika sudah ter-upload maka 
nama file akan muncul pada 
halaman KAK spesifikasi teknls 
dan gambar. 
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Selanjutnya Pilih file yang berisi 
KAK spesifikasi teknis dan 
gambar yang sudah 
dipersia pkan sebelumnya 
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Setelah data berhasil disimpan 
maka akan muncul notifikasi 
bahwa data paket berhasil 
dlsimpan. 

·i. j P,t1~-;..·~J•,l,,f~ 
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Jika Pejabat Pengadaan sudah 
dipilih selanjutnya PPK 
menyimpan paket Pengadaan 
Langsung dengan meng-klik 
button 'Simpon don Membuot 
Pak et' 
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5. Menyimpan Paket yang Te/ah dibuat 
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Selanjutnya klik button 'Pilih 
Pejabat Pengadaan' 

Untuk Pengadan Langsung nilai 
HPS tidak lebih 200 juta rupiah 
maka dalam kolom Penanggung 
jawab dipilih Pejabat 
Pengadaan. 

Selanjutnya PPK memilih 
Pejabat Pengadaan untuk 
mengelola pemilihan pada 
paket pengadaan langsung yang 
telah dibuat 
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d. Mengisi Penanggung Jawab 
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Pejabat Pengadaan mengisikan 
persyaratan kualifikasi, masa 
berlaku penawaran, dokumen 
penawaran teknis, upload 
survey harga pembanding, dan 
pilih penyedia 

Paket yang sudah dibuat Di PPK 
akan muncul di halaman daftar 
paket Pejabat Pengadaan. 
Kemudian update data paket 
dengan mengklik button 'Buat 
Non Tender'. 

[T:::'~ · " '-i.i~l::µ~-;~;mr~i~i;~~.liliirJ } 
o;:1',.~ ...... ~.'\·~ · ;, :~~~.!.t,·~~i~i.i~fJ 

Selanjutnya akan masuk ke 
dalam halaman Edit Paket. lsi 
kelengkapan data paket 
pengadaan 

·.•_·.:;,·;~· ~:: .. ;~;~~ .---~;j;:~1l.U,i1P.;b:!;\~ ·.1· .:J.,,·.,. .. f 

! :c_·· · _- ----- ------------- -_- - __ :,j 
"'"""'"'"'' h•,u·r-.r·~r,,·."·" !_ 

.. ,·.,·,· ,.,,., ..•. ,, •. , _.,,, .. , .•... ,. .. ,, ..• _,r,.,,,.,_ ,1 ·:tii!l,\!Ui.ll!l,v'rr,-lb, · ! .......... : ,--.: ; .. , : '. ··: I 
r.-<>:<r:•••\'··~·u.· h•(·· • ·. ·,.•r::::::···--·,C?' 
,· , ~ .. :.:· ,, .. , .,,., .. ,, .• ~. it·.·~~:;,,J~.~·: J"l"''J~) .. ·~· ~ i 
•· ;·~\I:.' ··,•: .. ::····,-. ·: .. ._., ,· ; ~· ... · J' :,~.:: t:·:.,~",.J\··.• .,: :L;; ,.:;... l 
.' i' ,,•,,·,·n• ,•: f~.:~.::.!c::!'.:1 . i 
!.::·~:~:::~·.~:=:~:-2::~·r:;:c ,,:,::·t·'~ ~j~~~.~; .. ;;:{"~::·~~.=~::·~.M·, ~ I. 
, .. , ·. ,~ r <·· •:•·.'!" r.~·,~····~·· .. ,, .. ::·~, ~ • .,~ ·h., ·, ,c·;:,;,')~·,~ ,.,.•;;ot·4;,::-,.:~. ~ I 

~ . • . .• .. . . . . . • ·-, . ..• . J;...,,·:,;):,, ;.,., .. ··~ ).~ I 
.. :;:;.~,_::~;~~,~~~~~.i-:::: .. ·-:·, .. ,.' :· '.' -··-- ·-··~:;,.,:,: ----~·~·~·::.'.<':"'!~~'.::""'"'' ··-·· ~ J 

2.BuatPaketPengadaanlangsung 

Pejabat pengadaan 
mendapatkan kode akses {user 
ID dan password) dari admin 
agency di LPSE dengan 
menunjukan surat penunjukan 
sebagai Pejabat Pengadaan. 
Masuk ke halaman Beranda 
pada SPSE 4 

1. Memulai Aplikasi 

B. Proses Pemllihan Penyedia oleh Pejabat Pengadaan 

r . . . .. . ·.··· . . . ·. 
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Persyaratan dokumen 
administrasi dan teknis dipilih 
sesuai dengan yang dibutuhkan 
dalam persyaratan dokumen 
pengadaan langsung yang akan 
dilaksanakan. Pejabat 
Pengadaan dapat 
menambahkan persyaratan 
dokumen yang tidak ada 
di sistem dengan mengkHk 
button 'Tam bah Syarat Teknis' 

.: 4•.-·~.- ....... o1-koft.• .. ~lh,1't• 

.· ~ ......... fv<,;,,.,,,,. 

d. lsi Persyaratan Dokumen 

Pejabat Pengadaan Menglsikan 
masa berlaku penawaran 

c. lsi Masa Berlaku Penawaran 

Isl Jen is dan klasifikasi Usaha 
Checklist pada kualifikasi yang 
dipersyaratkan dan isi 
persyaratan 
Pejabat Pengadaan dapat 
menambahkan kualifikasl yang 
tidak ada di sistem dengan 
mengklik button 'Tambah 
Syarat' 
Apabila Persyaratan Kualifikasi 
telah selesai diisi klik button 
'Sim pan'. 

I _ _J 

Terdapat lima ta ha pan jadwal 
dalam pengadaan langsung. 
Pejabat pengadaan mengisi 
seluruh jadwal yang ada 

lln, __ .,..,...,-..,.,... 
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b. lsi Data Persyaratan Kualifikasi 

Catatan : Hari yang 
dipergunakan dalam proses 
pengadaan adalah hari kerja 
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a. lsi Jadwal Pengadaan Langsung 
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Untuk mengunduk dokumen 
Non Tender, klik button 
'Dokumen Non Tender' 
selanjutnya klik button 
'Download~. "'::·:<:1r. 

': ... h:::, ',•:t;:-~~ 
:....•."C,.y·,··.•::,,; • .. ·,~~· IJ'•Ut:l'I• 

Jika berhasil upload, button 
'dokumen non tender' akan 
muncul. Selanjutnya Pejabat 
Pengadaan upload survey harga 
pembanding 

Selanjutnya Pilih dokumen non 
tender yang telah dipersiapkan 
sebelumnya 

Selanjutnya Dokumen non 
Tender bisa di upload setelah 
Pejabat Pengadaan mengisikan 
semua kelengkapan 
persyaratan kualifikasi, masa 
berlaku penawaran, dan 
dokumen teknis. Apabila slah 
satunya belum terisi maka 
tombol 'upload' tidak akan 
muncul 

~·!@~.;~.i~, .. j1.::~ . 
··;~.i~J~~l 

Selanjutnya akan muncul 
petunjuk pernbuatan dokumen 
Non Tender/Pemilihan. Pejabat 
Pengadaan harap membuat 
dokumen non tender sesuai 
dengan petunjuk. 

e Rat1c~.,_,V11C'71:i.,1,: 

C:. ~i.:rwy l'a,ua,, r,"f'r.~"'<J 

'-----'----,...,....--",1.'" ,: ....... 

.,··.~~, 
.... Ou,,.r,l.:,,d~ 

:,U;.,,i. 
,.• Pll('l1,t~ 

BYi::leos 

~~{<ir•1l>.1t(t.:1 

.,. lfl':olCli,~(t)J 

,,,.P.: ... o-k 

,,---------""" .... 
;~ii~"r:.til!·~:ii~iJ.U;:-,~·;.:j:fiz,... t\l 

f·•.; 

v , ·~ l,J'" I 
I 
i 
I 

I 
I 
1 

I 
t 
l 

............................. _ - , , .. , --··-· ,.- - _,., . ~--··.----·~· ·~---·-· (.1:.~:. .. .,J 

1 . ~.l:)0'*:lc; 

·=o~:...,l"ICJ 

.: .·,~-:,,.;;:i:,, .. 

,; ,,, .,.o p , .. ----- I 
1 :>~· ::..:".:..-,•:. ~,.. c.~·J•~ i;·~-::,r ~ r'""'' ~<'+; -:1,~ a::i.1• ·~~~lo;'.".' e."":~-:-;,-::- e;,~r. 

t, BAI L-ttl"~>fo:r'J 1Ktm1~,k~1~tlDKl • 
• ~1-- ... ~., "r,.,.n·· .. h Y:-, ... , rr:-.;•'"-.:,,-:•:--;,•r·.-:r.~~1·t1:,: ·•, .... _.... ,.Ji.1.~J;~1i~~W~1Jil!~.·: , 

~~~~;~:;n~~:~;:i~~~.: .. ~~;1;,t~:1':;r-~:;t·"·~~.•.;1~:S;,t~ ··~;;:i.iL~tiij.fS~~.. ! 
,.",:;:.;c.·~· .. n:.,~,,';"'S,·.:i,.ir;~1::;i:n·•a:~;~:~.H:-..;-•,:Ji,4-•.i;·~r..?'.:S~s;;: .' : ·. · · · · · • · h · · .' ·,· : "':'.;,,:~ ~~=~·.~ •p..1,3:1 ~:;-._,.,,..~~!~:.;)· ,:,,~;!-: ,i!,._, 1~:~c,r.:!..~ C!" J,:,". a:·"r. S~S! ' ,:f~~~.~1.:.tn1;!:Jtililh.:W 
!.';.i;t!,,:;•,_t•ll ,,,\1.",.t·.,n ~~.n: ('.~·,:,,~~l~ !~•;,,~A:1"'1 ,,·~'! ~;.'~.:t~· '5~~;. :~:·:::,:::.::~::::~:::::::,.,,.,a,,~~ ~w. »; , -, ,,. ~,,r. . I 
Ot. .. .!',<.,;;,•.:"~-~~ ~.,,-11.,;fr-e;;r·j~,.,,.,,ts.:.1 o::r:;:,:, p~;i ~,·:~~:...,.. ~:~·:"'!:.!;:"~ ~.r.· sr:;: i 
'- 8-\B l'f..iK'Sp.t~1rt.1111tt an C:s."11:a..r: . J 
<.!..~~r'·,•,.4,, k"•l..,:1,::1(,~~·~1 'S··~t~C..·.~P~ •• n.:lc.1~ .. ~:"'.l.'''.!J r .!;~ •il::>ISi,S:f J 

::~if(.,•!f.i!\i:~e;lt,n;,.I . . 
... :~ciUBffiB~flJ6ti:- · . 

----·-·· ·- -·-- ·-·-- -"--·-··------ .. -- ---·- -··- 

., 
)s;i ..... ,ttJ-c,.,..~"~:v 

..:., .. ,)':.,•:. · .• ~ ..... .;,.· .... ;., ... , •: -.,.·,,c, ,,, -,~·· 

~ .... -. : :,,. .. : .. •. •:: . 
::·:.! t· ..... , .• , ... , ..... ,, -c- :· ~ .. ~·. ····~· -:r:. ·'' ....... :: ... •'ff';>'".,•'! .• 

c::::» • 

~:I 
~ l 
~ I 

! 
I 

.......... ,., ... J 

··- ,. 
.uc~~·w· 

e. Upload Dokumen Non Tender 
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Langkah selanjutnya adalah 
mengumumkan paket non 
tender, Pejabat Pengadaan 
mengumumkan paket dengan 
menyetujui 
pakta integritas. 

Setelah sefesai Simpan 
Penyedia, klik kembali 

Jika berhasil disimpan maka 
akan muncul notifikasi berhasil 
disimpan. 

Setelah menemukan Penyedia 
yang dimaksud, checklist nama 
penyedia tersebut dan klik 
button 'Simpan' 

Catatan : Penyedia untuk 
pengadaan langsung harus 
terdaftar sebelumnya dalam 
SPSE 

Pejabat Pegadaan memilih 
penyedia untuk pengadaan 
langsung. 
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g. Umumkan Paket Pengadaan Langsung 

langkah selanjutnya setelah klik 
'pilih penyedia' akan muncul 
tampilan seperti dibawah ini. 
Pejabat Pengadaan dapat 
melakukan pencarian daftar 
penyedia yang sudah terdaftar 
di SPSE 4. Jenis ijin usaha dapat 
dipilih sesuai dengan 
kebutuhan pengadaan yang 
akan dilaksanakan 
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f. Pilih Penyedia 
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contoh rinclan dokumen 
penawaran administrasi dan 
teknis yang tetah dikirimkan 
oleh penyedia 
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contoh cetakan dari surat 
penawaran yang dibuat dan 
disetujui oleh penyedia 

,.:?~ .... :, .• 

Pada tab 'Penawaran Peserta' 
penyedia dapat mencetak surat 
penawaran, melihat detail 
penawaran administrasi dan 
teknis, dan harga. 

Tahapan dalam Pengadaan 
Langsung selanjutnya adalah 
Pembukaan dokumen 
penawaran yang sudah 
dikirimkan oleh penyedia. 
Klik pada nama paket untuk 
membuka penawaran yang 
telah diklrimkan oleh penyedia. 
Kemudian akan tampil halaman 
informasi paket, klik tab 
'Penawaran peserta' untuk 
mellhat penawaran yang telah 
dikirimkan. 
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C; 

contoh rincian penawaran 
harga yang telah dikirimkan 
oleh penyedia. Pejabat 
Pengadaan dapat melihat 
rincian penawaran peserta 
dengan mengklik button 'Cetak 
Rincian Penawaran' 
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4. Pembukaan Dokumen Penawaran 
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Klik 'Evaluasi Horga' pada 
halaman Evaluasi 
takukan evaluasi harga 
penyedia. 
Apabila teJah selesai klik 
'Simpon' 

·r-·-:-::~ ·-----------------------------·-·--··---·- 

c. Eva/uasl Harga 

Klik 'Evoluasi Teknis' pada 
halaman Evaluasi 
lakukan evaluasi teknis 
penyedia. 
Apabila telah selesai klik 
'Simpon' 

................. ··--·· 

Selanjutnya kllk 'Evaluasi 
Administrasi' 
Lakukan evaluasi administrasi 
penyedia. 
Apabila telah selesai klik 
'Sim pan' 

b. Evaluasi Teknis 
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Tahapan selanjutnya adalah 
evaluasi penawaran. Pejabat 
Pengadaan mengevaluasi 
penawaran yang di input-kan 
oleh penvedia. Klik pada tab 
'Evaluasi' kemudian pilih nama 
penyedia yang akan dievaluasi 

a. Evaluasi Administrasi 
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5. Evaluasi Penawaran 
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Akan keluar file .PDF yang 
sudah diunduh 
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Jika sudah simpan, maka PP 
bisa cetak undangan verifikasi. 
Klik cetak akan mengunduh file 
.PDF undangan 

Untuk membuat dan mengirim 
undangan klarifikasi dan 
negosiasi, Klik button 'kirim' di 
baris penyedia yang akan 
diundang 
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
mengisi isi data undangan 
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a. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi 

Tahapan selanjutnya adalah 
klarifikasi Teknis dan Negosiasi, 
pejabat pengadaan dapat 
bernegosiasi perihal harga final 
paketpengadaaanlangsung 
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
verifikasi Akta penyedia 
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
akan masuk ke halaman SIKaP. 
Pejabat pengadaan verifiksi 
data penyedia di SIKaP . 

Sebelum melakukan negosiasi, 
pejabat pengadaan 
memverifikasi data penyedia di 
SIKaP melalui link di halaman 
evaluasi 
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
verifikasi ljin Usaha penyedia 
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b. Verifikasi Penyedia di SIKAP 
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
verifikasi Pengurus 
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
verifikasi Pemilik 
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
verifikasi Tenaga Ahli 
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
verlfikasi Pajak 

Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
verifikasi Pengalaman 
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan 
verifikasi Peralatan 
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8. Pengumuman Pemenang 
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Jika pemenang sudah 
ditetapkan, maka pejabat 
pengadaan melakukan 
pengumuman pernenang 
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Selan jutnya akan muncul 
tampilan halaman untuk 
pengiriman undangan 
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Sistem akan menampilkan 
daftar pernenang dan Pejabat 
Pengadaan dapat memasukkan 
harga negoslasi akhir 
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Jika sudah selesai verifikasi data 
penyedia di SIKaP serta 
melakukan ldarifikasi dan 
negosiasi dengan penvedia, 
Pejabat Pengadaan akan 
melakukan penetapan 
pemenang. 
Klik button 'Penetapan 
Pemenang' untuk menentukan 
pemenang. 
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Jika berhasil penetapan 
pemenang, maka akan tampil 
tanda bintang di ha la man 
evaluasi 
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7. Penetapan Pemenang 
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Contoh hasil berita acara 
evaluasi penawaran tercetak 
dalam bentuk PDF 

Maka akan muncul form untuk 
mengisi nomor, tanggal, dan 
keterangan tambahan lainnya 

Untuk mencetak klik 'cetak' 
pada Serita Acara Evaluasi 
Penawaran 

Pejabat Pengadaan memilih 
paket pengadaan langsung yang 
telah ditetapkan dan 
diumumkan 

Setelah selesai mengumumkan 
pemenang, maka Pejabat 
Pengadaan akan mencetak 
berita acara 

Jika berhasil mengirimkan 
pengumuman pemenang, maka 
akan muncul notifikasi 
'lnformosi Pengumuman 
Pemenong telah dikirim' 
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a. Serita Acara Evaluasi Penawaran 

9. Cetak Berita Acara 
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Contoh hasil berita acara hasil 
pengadaan langsung dalam 
bentuk PDF 
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Maka akan muncul form untuk 
mengisi nomor, tanggal, dan 
keterangan tambahan lainnya 

Untuk mencetak klik 'cetak' 
pada Berita Acara Hasil 
Pengadaan Langsung 

Setelah selesai menglsl berita 
acara hasil penawaran, maka 
Pejabat Pengadaan mencetak 
berita acara hasil pengadaan 
langsung 
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b. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung 
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Contoh hasil cetak berita acara 
klarifikasi dan negosiasi 

Akan muncul isi nomor, tanggal, 
keterangan tambahan lain, dan 
tempat 
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Untuk mencetak klik 'cetak' 
pada Serita Acara Klarifikasi 
dan Negosiasi 

Setelah selesai mengisi berita 
acara hasil pengadaan 
langsung, maka Pejabat 
Pengadaan mencetak berita 
acara Klarifikasi dan Negosiasi 
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c, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi 
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lsi data SPPBJ kemudian klik 
button 'Simpan' 

Klik button 'Buat SPPBJ' untuk 
input data Surat Penunjukan 
Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) 

rwn~11:" 1'm11 U.-c1hr-~"" 
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Ilka sudah selesai mengisi 
semua data SPPBJ maka akan 
muncul notiftkasi SPPBJ berhasil 
disimpan. 

Kemudian PPK mengirimkan 
undangan kepada penyedia 

2. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Non Tender 

Untuk pembuatan kontrak non 
e-tendering, pilih button 'Non­ 
etendering', kemudian kllk 
button 'e-kontrak' 
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1. Pembuatan Kontrak 

C. Pelaksanaan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
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lsl Form Surat perjanjian 
kemudian klik button 'Slmpan' 

Klik button 'Surat Perjanjian' 
pada ha la man List SPPBJ Non 
TenderPPK 
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Setelah berhasil disimpan, 
maka akan muncul button cetak 
dokumen surat perjanjian. 
Ookumen yang telah dicetak 
dan ditandatangani kemudian 
di-scan untuk selanjutnya di­ 
upload kembali ke system 
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Klik button 'SPK' pada halaman 
List SPPBJ Non Tender PPK 
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·D J 
lsi form surat perintah kerja 
kemudian klik button 'Simpan' 
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4. Surat Perintah Kerja 
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Klik button 'Buat Surat 
Pesanan' 

Jika pengadaan barang, maka 
PPK mengisikan surat pesanan. 
Klik button 'Surat Pesanan' 
pada halaman List SPPBJ Non 
Tender 
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5. Surat Pesanan (Barang) 

Setelah surat perintah kerja 
berhasil disimpan, maka akan 
muncul button cetak dokumen. 
Dokumen yang telah dicetak 
dan ditandatangani selanjutnya 
di-scan dan di-upload kembali 
ke system 
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Setelah surat pesanan berhasil 
disimpan maka akan muncul 
button cetak dokumen. 
Ookumen yang telah dlcetak 
dan ditandatangani kemudian 
di-scan untuk selanjutnya di­ 
upload kembali ke system 
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Pilih button 'Pembayaran' pada 
ha la man List SPPB1 Non Tender, 
kemudian isikan data berita 
acara serah terima dan berita 
acara pernbayaran 

1, 1 
·G· 

w ,.1,1\·J~ 
1, , .....• ( 
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7. Berita Acara Seroh Teri ma dan Berita Acara Pembayaran 
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Klik button 'Simpan' jika sudah 
selesai mengisikan seluruh data 
kemudian cetak dokumen 
SPMK. Ookumen yang telah 
dicetak dan ditandatangani 
kemudian di-scan untuk 
selanjutnya di-upload kembali 
ke sistem 

Jika pengadaan selain barang, 
yaitu konstruksl, konsultasi, dan 
jasa lainnya, maka PPK 
mengisikan SPMK 
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6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 
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Kemudian isi data berita acara 
pembayaran. Klik button 
'Simpan' jika sudah selesai 
mengisikan seluruh data 
kemudian cetak dokumen 
berita acara. Dokumen yang 
telah dicetak dan 
ditandatangani kemudian di­ 
scan untuk selanjutnya 
diupload kembali ke system 

Selanjutnya akan muncul form 
Serita Acara Serah Terima 
Pekerjaan, isi data berita acara 
serah terima. Tanda bintang (*) 
pada form wajib diisi 
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Kik button 'Buat Dokumen 
Lainnya' untuk menambahkan 
dokumen 

Pilih button 'Dokumen Lainnya' 
untuk menambahkan dokumen 
lain yang diperlukan 
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lsi data dokumen tambahan 
lainnya kemudian klik button 
'Sim pan' 
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Selanjutnya pilih "ok" 
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Selanjutnya akan muncul 
halaman informasi paket, 
klik button 'Buat Paket' 
untuk membuat paket 
pencatatan non tender 
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Pilih Daftar Paket Kemudian 
pilih tab 'Pencatatan Non 
Tender' 
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Selanjutnya pilih paket yang 
terdapat di RUP (Rencana 
Umum Pengadaan) 
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1 Buat Paket Pencatatan Non Tender 

IV. PENCATATAN NON TRANSAKSIONAL DALAM APLIKASI SPSE 
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Pilih paket pada halaman 
Daftar Paket pada tab 
'Pencatatan Non Tender' 
kemudian klil< button 'Paket 
Pencatatan' 

Pilih jenis pengadaan, 
metode pemilihan, bukti 
pembayaran, tanggal selesai 
paket, serta realisasi 
anggaran 
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Realisasi yang telah 
dimasukkan akan masuk 
kedalam kolom realisasi 
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Jika data penyedia ada 
di SIKaP, PPK isi NPWP 
penyedia yang terdaftar 

Selanjutnya akan muncul 
form pilih penyedia, jika 
memilih penyedia data non 
SIKaP. PPK mengisikan data 
penyedia 
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Jika realisasi telah tersimpan 
maka akan muncul button 
pilih penyedia/non penyedia 
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Selanjutnya isi uraian 
pekerjaan, upload informasi 
lainnya, dan pilih simpan 
untuk menyimpan data 
paket pencatatan non 
tender. 

Jika berhasil disimpan akan 
keluar notifikasi "Paket 
berhasil disimpan" 
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- Pengadaan Langsung - 
[Untuk yang menggunskan Surat Perin/ah Kerja (SPK)] 

Pengadaan 
Ba rang 

Standar Dokumen Pemilihan 

A. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 

V. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN 
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Pejabat Pengadaan pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: _ 

Tahun Ariggaran: _ 

Pengadaan 

untuk 

DOKUMEN PEMILIHAN 

Pengadaan Langsung 
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[nsms Jengkap/ 
........................... 

Pejabat Pengadaan pada [K/L/PDJ 

{tends tangan} 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi 
kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen 
Penawaran. 

No Ke:;!;iatan Hari/Tanzzal Waktu a. Pemasukan dan Pernbukaan _ ; __ s.d._/_ __ s.d. _ 
Dokumen Penawaran 

b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan -- I 
Nezosiasi Harza 

c. Penandatanzanan SPK I 

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara 
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

2. Pelaksanaan Pengadaan 
Tempat dan alamat [Kuang, Gedung, Lanta1;Jala.n, dst} 
Telepon/Fax 
Webs1re 

:Rp ( ) 
_____ Tahun Anggaran __ 

1. Paket Pengadaan 
Nama paket pengadaan 
Lingkup pekerjaan 
Nilai total HPS 
Sumber pendanaan 

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket 
Pengadaan Barang sebagai berikut: 

pada _ Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _ 
/K/L/PDJ Tshun Anggsrsn _ 

{kop surst K/l/PDJ 

____ {tempat}, _ftanggal} __ [bulan}_ {tshun] Nomor 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 

di ---- 

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 

f -··--:.·Juf'nngaoaan1angs11nr.."'("enga11Han11arang·~~-:'. 
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4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, 
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 
4.1 antara lain meliputi: 
a. Pengurus/ manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat 

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada 
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Oaerah. 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan 
baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 
menjalankan badan usaha Penyedia. 

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Oaerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan 
usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan 

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban 
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan 
sebagai berikut: 
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan 

cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang 
bertentangan dengan Ookumen Pengadaan Langsung, 
dan/atau peraturan perundang-undangan; 

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan 
dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini. 

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana 
tercantum dalam LDP. 

1.9 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1. 7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1.8 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP. 

1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum 
dalam LOP. 

1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan 
pekerjaan dalam ja ngka waktu berdasarkan ketentua n yang 
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis 
dan harga sesuai kontrak. 

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam 
LOP. 

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan 
Barang dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) 
sebagaimana tercantum dalarn LDP. 

4. Iarangan 
Pertentangan 
Kepentingan 

3. Perbuatan yang 
Dilarang dan 
Sanksi 

2. Sumber Dana 

1. Llnglrup 
Pekerjaan 

BAB II. INSTRUKSI KEP ADA PESERTA (IKP) 

A.UMUM 

["'.:·--.~urnngaoaan[8Tf!JSUH!f?l'elll.il188nl!arang0-·-·--: 
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5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi 
administrasi/Iegalitas meliputi: 
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti 

Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan 
Domisili Tinggal; 

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; 

c. menandatangani Pakta Integritas; dan 
d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi: 

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam; 
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan 

kepentingan pihak yang terkait; 
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang 

menjalani sanksi pidana; dan 
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang 

bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan 
Negara. 

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi : 
a. Memiliki pengalaman: 

1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 
1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, 
termasuk pengalaman subkontrak; dan 

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam 

5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan 
kualifikasi administrasi/legalitas meliputi: 
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP; 
b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam 

LDP; 
c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TOP); 
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban 

perpajakan tahun pajak terakhir (SIT tahunan); 
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan 

alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri 
atau sewa; 

f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk rnengikatkan 
diri pada Kontrak yang dibuktik:an dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 
3) Kartu Tanda Penduduk. 

g. Pakta Integritas; 
h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: 

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan; 

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha 
tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha 
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan 

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai 
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai 
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan 
Negara. 

6. Persyaratan 
Kualifikasi 
Telmis Peserta 

5. Persyaratan 
Kualifikasi 
Adrninistrasi/ 
Legalitas 
Peserta 

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI 

Negara. 

r. ..... ,,,.JUl'l'engaaaanzangsun;:·-nngaoaan"/HJranr----.. 
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8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari: 
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan 

contoh, brosur dan garnbar-gambar; 

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh 
kantor pusat. 

b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan 
perusahaari/pengurus koperasi kepada penerima kuasa 
(apabila dikuasakan). 

Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari: 
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : 

1) tanggal; 
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum 

dalam LOP; 
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan 
4) tanda tangan oleh : 

a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus 
koperasi; 

b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan 
perusahaari/pengurus koperasi yang nama 
penerima kuasanya tercantum dalam akta 
pendiriari/ anggaran dasar; 

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan 
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak 
tercantum dalarn akta pendirian/anggaran dasar, 
sepanjang pihak lain tersebut adalah 
pengurus/karya wan perusahaan/ karya wan 
koperasi yang berst.atus sebagai tenaga kerja tetap 
dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang 
yang sah dari direktur utama/pimpinan 
perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta 
pendiriari/anggaran dasar; atau 

8.2 

Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Adrninistrasi, 
Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta lntegritas, dan 
Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen 
asli. 

8. Dokumen 8.1 
Penawaran dan 
Kualifikasi 

D. PENYIAPAN OOKUMEN PENAWARAN 

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari : 
a. Undangan Pengadaan Langsung; 
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP); 
c. Lembar Data Pemilihan (LOP); 
d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar; 
e. Benruk Dokumen Penawaran: 
f. Pakta lntegritas; 
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan 
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). 

7. Isi Dokumen 
Pengadaan 
Iangsung 

C. DOICUMEN PENGADAAN LANGSUNG 

kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan 
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta, terrnasuk 
pengalaman subkontrak. 

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya 
manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses 
penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan). 

r-·-~·;,ut'rengadaanmgsull!J7:7'engaoaan'l!arwng-=-··~~~ 
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11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang 
meliputi: 
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi; 
b. evaluasi teknis; dan 
c. klarifikasi dan negosiasi 

teknis dan harga. 

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi : 
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, 

apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf 

a butir 4); 
2) mencantumkan penawaran harga; 
3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang 

dari waktu sebagaimana tercantum dalam LOP; dan 
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 

10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen 
penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung. 

10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen 
Penawaran, yang meliputi: 
a. Surat penawaran 
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); 
c. Dokumen penawaran teknis; 
d. Dokumen penawaran harga; 
e. Pakta Integritas; clan 
f. Formulir Isian Kualifikasi. 

11. Evaluasi dan 
Negosiasi 
Penawaran 

10. Pembukaan 
Penawaran 

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EV ALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada 
Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan 
Langsung 

9. Penyarnpaian 
Dokumen 
Penawaran 

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas clan Formulir 
lsian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh 
pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 
4). 

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari: 
a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga); 
b. Jumlah total harga penawaran; 
c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, 

retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi 
(apabila diperlukan) yang hams dibayar oleh penyedia 
untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan 
dalam total harga penawaran. 

barang 

(apabila 

b, standar prod.uk yang digunakan; 
c. garansi; 
d. asuransi (apabila dipersyaratkan); 
e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis 

di persyaratkan); 
f. layanan purnajual; 
g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan); 
h. jangka waktu penyerahan/pengirirnan 

sebagaimana tercantum dalam LDP; dan 
1. identitas (jenis, tipe dan merek). 

r·-··-a.~ul'nng9.uaanlangsung;o·penga~~8.ntJ:ra~~~:· :-~ 
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13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan 
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil 
Pengadaan Langsung. 

13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan 
hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan: 
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan 

sesuai prosedur; dan 
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan Kontrak. 

13. Penerbitan 
SPPBJ 

12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal 
sebagai berikut: 
a. tanggal dibuatnya Berita Acara 
b. Nama dan alamat peserta; 
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi; 
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan 
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila 

ada) 
G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK 

12.1 

tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercanturn 
dalam LDP. 

b.Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat 
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan 
mengundang Pelaku Usaha lain. 

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan: 
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; 
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan 

Iormulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan 
kualifikasi pada klausul 5 dan 6. 

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, 
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung 
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. 

11.3 Evaluasi Teknis : 
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi 

persyaratan administrasi dan kualifikasi; 
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang 

ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi; 
c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem 

gugur (pass and fail); 
d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang 

hams dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi; 
e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap 

Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada 
klausul 8.3. 

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat 
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gaga], dan 
mengundang Pelaku Usaha lain. 

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga : 
a. Pejabat Pengadaan rnelakukan klarifikasi dan negosiasi 

teknis dan harga. 
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita 

Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi. 
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai 

kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan 
Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang 
mengundang Pelaku Usaha lain. 

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan 
Langsung. 

12. Pembuatan 
Berita Acara 
Hasil 
Pengadaan 
Iangsung 
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14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama 
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 
huruf a butir 4). 

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi 
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta 
membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. 

14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada 
bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan 

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai 
pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 

b. rangkap SPK Iainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila 
diperlukan. 

14. Penandatangan 14.1 
-anSPK 

13.6 

13.5 

PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan 
memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE. 

Dalarn hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, 
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat 
Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK 
dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama 
terkait perbedaan pendapat atas basil Pengadaan Langsung. 

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan 
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA 
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai 
kesepakatan. 

13.4 

Dalam hat PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka 
PPK menerbitkan SPPBJ. 

13.3 
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8. DOKUMEN 8.2.a 
PENAWARAN 
DAN 
KUALIFIKASI 

Masa berlaku surat penawaran: 
__ ( ) hari kalender 
/diisi wsktu yang diperluksn untuk proses Pengadaan 
Langsu.ng ssmpsi clengan penanclatanganan SPK} 

8.3.h jangka waktu penyerahari/pengiriman barang: 
C ) hari ka lender. 
/diisi waktu yang diperluksn untuk menyelesaikan 
peke1jaanf 

Surat Izin Usaha: _ 
[contoh. SIU!', JUI, IUMK, dl/J 

bidang pekerjaan: _ 
/isi sesuai dengan biclang usahs yang clipersyaratkan 
berdsssrksn KBLI stsu kode usshs Isinny». contoh: 
peternaksn, pertsnisn, perdagangan, dill 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA 
__ Isstusn KeJja} Tahun Anggaran __ 
Idiis! sumber dens dsn tshun anggarnn yang sesua! 
dokumen anggaranJ 

Alamat Pejabat Pengadaan: _ 

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Daerah: _ 

Webs11e Aplikasi SPSE _ 
[contoh: lpse.lkpp.go.id/ 

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: _ 

Nama Pejabat Pengadaan: _ 
/diisi nsms Pejabat Pengadaan, contoh: Pejabat Pengadaan 
sckrctsris: Utama LKPP/ 

Uraian singkat paket pengadaan: _ 
[diisi dengan ursisn secsrs singkat den jelas pekerjaan yang 
sksn dilakssnsksn] 

5. PERSYARATAN 5.1.a 
KUAUFIKASI 
ADMINISTRASI/ 
LEGALITAS 5.1.b 
PESERTA 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.3 

1.2 Nama paket pengadaan: _ 

Kode RUP: ---- 

Isian Ketentuan 

LEMBAR DATA PEMILIHAN 

No. 
IICP 
1.1 

2. SUMBERDANA 

1. LINGKUP 
PEKERJAAN 

Bagian IICP 

BAB Ill. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 
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No Uraian Barang Spesifikasi Satuan Volume 
Teknis 

da:n/atau 
Gambar 

1. /Diisi uraian ;c1us BarJng/ /dii.fi sa.tun.n /diisi volume unit 
unit Bara~/ Banu1£/ 

Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain: 
1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, 

dan lain-lain; 
2. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain; 
3. Standar yang digunakan: SNI,JIS, ASTM, ISO dan lain-lain; 
4. Pengepakan; 
5. Cara pengiriman; 
6. dan lain-lain 

Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pokja Pemilihan berdasarkan 
spesifikasi teknis dan gambar yang telah diteta pkan oleh PPK. 

Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau gambar diisi oleh Pokja 
Femilihan berdasarkan · Daftar barang yang terdapat dalam rincian HPS · 
yang ditetapkan oleh PPK. 

Keterangan 

BAB IV. DAITAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ ATAU GAMBAR 
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Nama Lengkap 
........................... 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan 
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung. 

Penyedia, 
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan] 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli. 

hari kalender sejak Penawaran ini berlaku selama __ 
tanggal surat penawaran ini. 

Penawaran ini sudah rnemperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama __ hari kalender. 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _ 
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan 

[diisi nsms pekerjaan/ sebesar Rp _ 

: Penawaran Pengadaan Idiis: nsma pekerfssn! Pel'ihal 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pada [K/L/PDJ 

di 

[KopSuratJ 

__ /tempat]_{tangga/J __ /bulanl_/tahun} Nomor 
Lampiran 

A. BENTUK SURAT PENAW ARAN 

BAB V. BEN1UK DOKUMEN PENA W ARAN 
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No Uraian lJIJrang Satull11 Volume /um/ah TKDN 
llanllJ 

Jumlah (Sebelum PPN) 
PPN (10%) 

Jumlah total setelah PN .. 

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekerjaan yang tercantum dalam 
spesifikasi, 

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA 

Daftar Kuantitas dan Harga 

No Uraian Spesifikasi Satuan Volume Identitas 
Barang Teknis Barang yang 

dan/atau ditawarkan 
Gambar 

1. /Diisi ursisn [dlisi satuan [diisi volume 
fenis Barang] unit Barang] unit Bal'ang] I 
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I B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

I 
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[jabatan] 

[name Iengksp] 

/tanda tsngan], 

/Nama Peserts] 

____ /tempat], _/tanggal/ [bulan] ftahun] 

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/ APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini; 
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 

memberikan basil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia 

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata 
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

dalam rangka pengadaan pada [isi sesusi dengan K/L/PDJ dengan 
ini menyatakan bahwa: 

PT /CV /Firma/Koperasi _ 
/pilih yang sesusi den csntumksn nsmsl 

Jabatan 

Bertindak untuk 
dan atas nama 

____ Inams wakil ssh bsdsn usshsl Nama 

f Pakta Integritas Badan Usahaf 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

BAB VI. PAK.TA INTEGRITAS 
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Enama Jengkap} 

[tanda tangan}, 

[Nsms Peserts] 

____ Itempatl, _[tanggalJ /bulan} /tahunJ 

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/ APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini; 
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 

memberikan basil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia 

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata 
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pekerjaan 

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan pada 
_____ [1si sesusi dengan K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa: 

Ala mat 

____ {dli"si nomor KTP/SIM/Paspor} No. ldentitas 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 

PAKTA INTEGRITAS 

/Pakta lntegritas Perorsngsn] 
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1. Nama Badan Usaha : 

2. Status D Pu sat D Ca bang 
s. Alamat Kantor Pusat : 

No. Telepon : 
No. Fax : 

E-Mail : 
4_ A)amat Kantor Cabang : 

No. Telepon : 
No. Fax 
E-Mai) 

A. Data Adrninistrasi 

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagipegawai K/L/PD yang sedang cuti dllusr 
ta.nggungan K/L/PD ditu/J's sebagai berikut: '"Saya merupsksn pega wet K/L/PD yang 
sedang cuti dilusr tanggunga.n K/L/PD"J; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para 
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaart/koperasi 
berdasarkan __ [akta pendirian/anggai-an dsssr/surst kusss, disebutksn secsrs jelas 
nomor dan tanggal skts pendirian/angga1'an dsssr/surst kuasaJ; 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

Telepon/Fax 

Email 

Alamat 

____ [diisi dengan no. KTP/SIM/Pasporf 

_____ [diisi sesusifsbstan dalam akta notaris/ 

--------- [dh'si nama bsdsn usaha} 

No. Identitas 

Jabatan 

Bertindak untuk 
dan atas nama 

_____ [nsms bsdsn usshs] Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA 

BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALinKASI 
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1. Surat Izin ------ 
2. Masa berlaku izin 
3. Jnstansi pcmbcri izin 

No Tanggal _ 

E. Izin Lainnya /apabila dipersyaratlam] 

1. Surat lzin Usaha _ 
2. Masa berlaku izin usaha 
S. Instansi pemberi izin usaha 
4. Kualifikasi Usaha 
5. Klasifikasi Usaha 
6. No. TOP 

No Tanggal _ 

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

No. Nama nomor Kartu Tanda jabatan dalam Badan Usaha 
Penduduk (KTP)/ 

Paspor/Surat 
Keterangan Domisili 

Tinzeal 

2. Dircksi/Pengurus Badan Usaha 

No. Nama nomor Kartu Tanda Jabatan dalam Badan Usaha 
Penduduk (J....'TP)/ 

Paspor/Surat 
Ketcrangan Domisili 

Tinzzal 

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 

C. Pengurus Badan Usaha 

2. Perubahan Terakhir Akta Pcndirian 
Perusahaan/' Anggaran Dasar Koperasi 
a. Nomor 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 

[oontoh: persetujusnrbukti lsporsn dad 
Kementerisn Hukum den HAM untuk 
yang berbentuk PT] 

b. Tanggal 
c. Nama Notaris 
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran 

Icontoh: nomor pengesshnn Komcnterian 
Hukum dim HAM untuk yang berbcntuk 
PT} 

1. Akta Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar Koperasi 
a. Nomor 

B. Iandasan Hukum Pendirian Badan Usaha 

Bukti kepemilikan/penguasaan 
usaha/kantor 

tcmpat 
5. 
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I 
I 

I 
I 
I 

Status Tanggal Sclcsai 
Kontrak Penyedi Pekerjaan 

Nama Pemberi 
a dalam Berdasarkan 

No. Paket kelompok Ringkasan Lokasi Pekerjaan pelaksa Pekerjaan (grup) Lingkup naan BA Pekerjaan Alamat/ No/ Pekcrja Nama Nilai Kontrak Se rah Telepon Tanggal an Teri ma 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 I) (12) 

1 
2 

dst 

I 

I. Data Pengaiaman Perusahaan dalam kurun wak.tu 3 tahun terakhir I 

Jen is Kapasitas Merk Tahun Kondisi Lokasi Bukti Status No. Fasilitas/Peralatan/' Jumlah atau output dan tipe pembuatan (%) Seka rang Kepemilikan Perlengkapan pada saat ini 
1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 

H. Data fasilitas/Peralatan/Perlengkapan /apabila diperluksn] I 
I 
I 

I 

Tgl/bln/thn Tingkat jabatan dalam Pengalaman Profesi/ Tahun 
No Nama Scrtifikat/ lahir Pendidikan pekerjaan Kerja (tahun) kcahlian Ijazah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) /apab11a diperluhm} 

: No. tanggal _ b. Bukti laporan Pajak Tahun 
terakhir (SPT tahunan) 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 

I 
I 
I 

2. Pajak 
I 
I 

nomor Kartu Tanda Alamat 
Penduduk (KfF)/ 

No. Nama Paspor/Surat Persentase 
Keterangan Domisili 

Tinggal I 

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Finna) 

F. Data Keuangan 

I 
I 

I 
I 

r--.·····0,1urnngadaanzangsung:'nngaoaan11arang·:-·~ 
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(nama lengkap wakil sah badan usaha) 
[iabatan dalam baden usshs] 

{rekstksn metersi Kp 6.000,­ 
tends tangan} 

PI' /CV /Firma/Koperasi 
_________ fpilih yang sesusi dan csntumksn nsms] 

___ [tempat], __Jtanggall /bu/an] __ {tshun] 

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan 
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia 
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, 
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pemberi Pekerjaan Status Kontrak Progres Tcrakhir Penycdia 
Nama Paket dalam No. Pekerjaan Ringkasan Lokasi pelaksanaan Kontrak Prestasi Lingkup Alamat/ No/ 

Pekerjaan Nama Telepon Pekerjaan Tanggal Nilai (Rencana) Kerja 
(%) (%) 

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan 
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Tahun. tanggal _ 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 
b. Bukti laporan Pajak Tahun 

terakhir 

C. Data Keuangan Pajak 

No Tanggal _ 1. Izin _ 
2. Masa berlaku izin 
3. Instansi pemberi izin 

B. lzin Lainnya {apabila dipersyaratkan/ 

1. Nama 
2. Pekeriaan . 

Alamat Rumah . . 
3. No. Telepon . 

No. fax . . 
Alamat Kantor . . 
No. Telepon . 

4. . 
No. Fax . 
E~Mail . 

5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspol') . . 

A Data Administrasi 

5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, 
tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 

6. data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut: 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang 
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak. 

2. saya bukan sebagai pegawai Kemente1ian/Lemba.ga/Perangkat Daerah /bagi pegawai 
Kcmenterian/Icmbsge/' Perangkat Dserah yang sedang cuti dilusr tanggunga.11 Negara ditulis 
sebagai berikut : ''Saya merupsksn pcgawai Kementen'an/Lembaga/Perangkat Daerah yang 
sedang cub' diiusr tanggungan Negara''l; 

Telepon/Fax 

Email 

Ala mat 

_____ /diisi de11gan no. KTP/SJM/Paspo1j No. Identitas 

Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA PERORANGAN 

r···-:···.}ul'nngauaanr311gsung:-rengau3ant1arang·.:- _: 
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK) I SATUAN KERJA: ------ 

/kop surst sstusn kerja Pejabat Pembuat Komitmenl 

BAB VIIl. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

(nama lengkap) 

/rekatkan meterai Rp 6.00~N 
tends tangan/ 

Penyedia 

__ Itempstl; __Jtanggal] __ /bu/an] __ Itshunl 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika 
dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada 
pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hit.am, 
digugat secara perdat.a dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

'I F. Data Pekerjaan yang sedang dilaksa.naka.n 

Pemberi Pekerjaan Status 
I INo 

Penycdia Kontrak Progres Terakhir 
Nama Ringkasan dalam 
Paket Lokasi pclaksanaan 

Pekerjaan Lingkup Alamat/ Pekerjaan No/ Kontrak Prcstasi 

!I 
Pekerjaan Nama Telepon Tanggal Nilai (Rcncana) (%) Kerja (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 

II 
II 

I Status 
Tanggal Sclesai 

Kontrak Pekerjaan 
NamaPaket Pemberi Pekerjaan Penycdia Berdasarkan 

No. Pekerjaan kelompok Ringkasan Lokasi dalam 

I 
(grup) Lingkup Alamat/ Nol pelaksana Kon tr BA 

Pekerjaan Nam a Telepon Tanggal Nilai an ak Se rah 
Pekeriaan Terima 

(1) (2) (S) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (IO) (11) (12) 
I 1 
I 2 

dst 

£. Data Pengalaman Perusahaan dawn kurun waktu S tahun terakhir. 

Kapasitas 
Jenis atau Merk Tahun Kondisi Lokasi Bukti Status No. Fasilitas/Peralatan/ Jumlah output dan pembuatan (%) Sekarang Kepemilikan Perlengkapan pada saat tipe 

ini 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan /apabila diperlubml 

r--·-·:;"''J1J/'.Pengaoaan·rilll!JSOng:-Yengauaan1Jarang·a----: 
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NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

Nama PPK: 

Nama Penyedia: 

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN I..ANGSUNG 

PAKET PENGADAAN : TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANG SUNG 

NO MOR BERITA A CARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG 
: 

TANGGAL BERITA A CARA HASlL PENGADAAN LANGSUNG 
: 

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumksn "dibebsnksn atas DIPA/DPA 
Tahun Anggaran __ untuk meta anggaran kegiatan 

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 
( rupiah). 

WAKTIJ PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia 
Pejabat Pembuat Komitmen 

{tends tangan clan cap (Jika sslinsn Itsnd« tangan clan cap {iika sslinan asli ini untuk 
asli ini untuk Penyedia maka rekstksn proyek/sstusn ke1ja Pejabat Pembust Komitmen 

metersi Hp 6.000,-)} msks rekstksn metersi .Kp 6.000,-) I 

Insms lengkatzl 
Iasm« Jengkap! {jabatanJ 

[iabatan} 

SYARATUMUM 
SURAT PERINTAH KEigA (SPK) 

1. LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang 
tercantum dalam SPK. 

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik 
Indonesia. 

3. HARGASPK 
a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum. 
b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK. 
c. Harga SPK telah mernperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead 

serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). 
d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas 

dan harza. 

f":~-:~•:'.)Ul'1'engil/Jaanumgs11n!f': .. 1'engiJllaant1arang--:~~·-:--; 
t~ ; -·. -··-· · .. : :·-: .. ~ . ::· ~.~ -···· :: _.: ,. ~ : .. ; 
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10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa 

batas PPK beserta Instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses 
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian berat PPK) sehubun an den an klaim an timbul dari hal-hal berikut 

9. ASURANSI 
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat 

Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya 

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan 
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta 
risiko lain yang tidak dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk 

dalarn harga SPK. 

8. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada 

tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam 

Surat Perintah Pengiriman. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia tidak dapat rnenyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena 

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah rnelaporkan kejadian 
tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali 
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 

7. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian atau 
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal 
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (mergen atau akibat 
Iainnya. 

6. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk rnembayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan 
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. 
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 

5. CACAT MUTU 
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara 
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan, PPK dapat memerintahkan 
penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat 
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi, 

4. HAK KEPEMILIKAN 
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau 

disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. 
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara 
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum 
yang berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap 
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada 
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan 
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada 
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pernakaian yang wajar. 

r·---, .. Jul' Fen!laoaan11mgsung:rengaoaanaal'lln!J•·-~ ! : ··. .. .. . . . . . . . . . .. 
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15. SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan 

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil 

pekerjaan. 
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan basil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas 

pekerjaan dan/ a tau tim teknis. 
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, 

penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 
e. PPK menerima basil ekeriaan setelah seluruh hasil ke iaan dilaksanakan sesuai 

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai 

pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengirirnan. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena 
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda 
keterlambatan. 

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK 
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal 
penyelesaian semua pekerjaan. 

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap 

kemajuan pekerjaan dalarn rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan 
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan 
hasil pekerjaan. 

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas 
Pekerjaan dan/ atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan 
pekerjaan di lokasi pekerjaan. 

12. PENGUJIAN 
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan 
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, 
dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban 
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat 
Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 

11. PENGA WASAN DAN PEMERIKSAAN 
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekeriaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada 
pihak Iain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 

terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan 
berita acara penyerahan akhir: 
1) kehilangan a tau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian 

pihak lain. 
b, Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan 

berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan 
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak mernbatasi 
kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja 
sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh 
penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut 
terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 

f ~:--=-.>of' 1'engeoaan1.;ingsunff_iYenpo-aan'Jfanng·0·- ~ 
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18. PERISTIW A KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mernpengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pernbayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai 

jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian 

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 
8) ketentuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi rnengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar 
ganti rugi dan/ a tau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan 
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat 
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika 
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat 
Peristiwa Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam 
men antisi asi atau men atasi dam ak Peristiwa Korn ensasi. 

17. PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi 

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, 
meliputi: 
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan, 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti 
Pelaksanaan Kontrak. 

dengan ketentuan SPK. 
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan 

penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi. 

16.JAi'v1INAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI 
a. Penyedia dengan jarninan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) 

berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang 
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian 
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. 

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku, 
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera 

setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku. 
d. Terhadap pernberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk 

memperbaiki, mengganti, dan/ a tau melengkapi Barang dalam jangka waktu 
sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi. 

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau rnelengkapi Barang akibat cacat 
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat 
Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara 
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan 
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk mernbayar biaya perbaikan atau 
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. 

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu 
dikenakan Sanksi Daftar Hita m. 

r:·--::wn~engaaaanzungson;-:nngauaanoarang~-.-"°'. 
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21. PEMBAYARAN 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 

ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan /sistem termitt/pembsysrsn secsre sekaligusf, 
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak; 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan 
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan 
pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi 
alasan untuk menunda mba aran. PPK da at meminta n edia untuk 

19. PERPANJANGAN WAKTU 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan 

melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta 
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK 
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal 
penyelesaian pekerjaan secara tertulis, Perpanjangan tanggal penyelesaian harus 
dilakukan melalui adendum SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar. 
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan 

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, 
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan 
benar oleh instansi yang berwenang; 

3) penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum 

dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK; 
6) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali; 
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka 

waktu yang ditetapkan oleh PPK; 
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan 

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) 
hari; dan/ a tau 

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran 
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum 
dalam SPK. 

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka 

dicairkan (apabila diberikan); 
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau 
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

f. Dalam hat pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan 
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam 
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

r--·~u!'nng;;oaan1;mgsung-:f'enJatJaan·11arang~ ·--'"'. 
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24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan 
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak 
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini 
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan 
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini 
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan 
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan 
melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri, 

22. DENDA 
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan 

pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban 
untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK 
(tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan. 

b, PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan 
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual 
penyedia. 

menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal­ 
hal yang sedang menjadi perselisihan. 

f-· . . ;"Jurn111gi!OiJ3H71111fSUng7-Pengal!1i!lrl18!'iH!f-:.-·--: 
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Tembusan Yth. : 
1. /PA/KPA K/L/PD] 
2. [APJP K/L/PD} 
3. /Pejabat Pengadaan} 
......... dst 

lnama Jengkapl 
[iabatanf 
NIP: _ 

f tanda tangan} 

Satuan Kerja _ 
Pejabat Penandatangan Kontrak 

Sebagai tindak Janjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) ini Saudara 
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun 
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa. 

tanggal Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _ 

( ) kami nyatakan diterima/disetujui. 

Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paker Pengadaan Perihal 

Kepada Yth. 

di _ 

/kop SUJ'B.f K/L/PD/ 

____ Itempstl, _/tanggal} __ /bulan}_ [tahun} Nomor: _ 
Lampiran : _ 

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA 

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN 

r·-·-·-,·:Ju~ 'f'e11!l8118anungsungirengauaan '/famng·---- "'. 
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1 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak 
Pertambahan Nilai). 

ftanda tangan] 

fnama Jengkapl 
fjabatan} 

Untuk dan atas nama [nams Pcnyedis] 

Menerima dan menyetujui: 

____ [tempat}, _{tanggal} __ [bu/an]_ [tahun] 
Untuk dan atas nama _ 
Penandatangan Kontrak 
[tanda tangan} 

fnama lengkap! 
{jabatan} 
NIP: _ 

4. Waktu penyelesaian : selama _ (.._ __,) hari kalender dart pekerjaan hams 
sudah selesai pada tanggal _ 

5. Alamat pengiriman barang : --------------- 
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan 

dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak 
termasuk PPN). 

2. Tanggal barang diterima : _ 

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan clan ketentuan SPK; 

---+--·--·-- l t---·---~I _ I 
. ... ----+-----~-- ~-------- 

-·-···-t------·--··-·----------i ;:- -----·-!--- : -+----· 

No. JemsBarang Saluan Kusntitss Ha1ga Total 
Ukursn Saluan Hares! 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
____ /nama Pejabat Penandatangan Kontrak} 
____ fjabatan Pejabat Penandatangan Kontrsk] 
____ {afamat sstusn ke1ja Pejabat Penandatangan Kontrekl 
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; 
berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama mt 
memerintahkan: 
____ [nsma Penyedia Barang} 
____ /alamat Pe1iyedia Barangf 
yang dalam hal ini diwakili oleh : _ 
selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Rincian Harang: 

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP) 
Nomor: _ 

Paket Pekerjaan: _ 

/kop surst K/L/PD) 
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- Pengadaan Langsung - 

/Untuk yang menggunakan Surat Perinteh Kelja (SPK)J 

Pengadaan 
jasa Lainnya 

Standar Dokumen Pemilihan 

B. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Lainnya 
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Pejabat Pengadaan pada: _ 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: _ 

Tahun Anggaran: _ 

Pengadaan 

untuk 

DOKUMEN PEMILIHAN 

Pengadaan Iangsung 
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A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA 27 
B. BENTUKSURATPERINTAHMULAIKERJA 28 

FORMULIR ISIAN KUALUlKASI UNTUK PF.SERTA BERBENTUK BAD AN USAHA 14 
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PESERTA PERORANGAN ...•..•..•.............. : 18 

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 21 
BAB IX. BENTUK DO KU MEN LAIN •••••••••••••••••••.••......•••.•.••••••••••••••••••••••••••••••..•.•.....••..•.•..•••••••••• Z 7 

BAB VI. PAK.TA INTEGRITAS •••••••••••••••••••••••••••..•.•••••••••••••••••.....••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••...•••.••• 12 
BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...•••••••••••••••••••••••••••••• 14 

A. BENTUKSURATPENAWARAN 10 
B. BENTUK DOKUMEN PENA W ARAN TEKNIS 11 
C. BENTUK DOKUMEN PENA W ARAN HARGA 11 

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARA.N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 

BAG!AN lKP 8 
I. IJNGKUP PEKERJAAN 8 
2. SUMBER DANA 8 
5. PERSYARATAN KUAIJFIKASI ADivllNSISTRASI/ LEGALITAS PESERTA 8 
8. DOKUMEN PENA W ARAN DAN J...'lJALlFIKASI 8 

BAB IV. DAITAR KlJANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ ATAU GAMBAR 9 

BAB IIL LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) •••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 8 

9. PENYAA1PAIAN DOKUMEN PENAWARAN 5 
E. PEMBUKAAN PENA WARAN, EV ALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI.. 5 

10. l'EMBUKAANFENAWARAN 5 
11. EVALUASI DAN NEGOSIASI PENA\VARAN 6 
12. PJ:,.VIBUATAN BERITA ACARA HASILPENGADAAN LA.NGSUNG 7 

F. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK 7 
13. P£NERBITAN SPP~J 7 
14. PENANDATANGANNAN SPK 7 

E. PENY AM.PAIAN DOKlJMEN PENA W ARAN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•• 5 

5. P'ERSY ARA TAN KUALIFIKASI AD.MJNISTRASJ/ LEGAUTAS PESERTA 3 
6. PERSYARATAN KUAUFJKASI TEKNIS PESERTA 4 

C. DOKlJMEN PENGADAAN LAN GS UNG •••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 4 
7. ISJ DOKUMEN l'ENGADAAN LANGSUNG 4 

D. PENYIAP AN DO KlJMEN PENA W ARAN ••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••• 4 
8. DOKUMtN P£NAWARAN DAN KUAIJFIKASI 4 

DOKUMEN PEMILIHAN •.••..••..••.••..•...............•...•..•...•...•..••.......•....•.••.•...••.........••... 2 
BAB I. UNDANGAN PENGADAA.N LANGSUNG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••..•••••••••••••••••••••••••••• 1 
BAB II. INS1'R.UKSI KEPADA PESERTA OKP) ..•.••••••••••••••••.••••••......•.••.•..•..•.•••.••.•••••••••••••••••••••••••••••• 2 
A. UMUM ...•......•..••.••......••..•..•...•••.....................•...•.....••.•.......•...•.......••.......•..•...•...•......•...•...•.. 2 

1. LINGKUPPEKERJAAN 2 
2. SUJ\1\BER DANA 2 
3. PEKBUATAN 'lA."IG DllARANG DAN SANKS! 2 
4. LARANGAN FER1'ENTANGAN KEPENTINGAN 2 

B. PERSY ARAT AN KlJALIFIKASI ...••.•••••••••••••••••••••••.•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....••.•..•••••••••••• 3 

DAFTAR ISi 
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Inams lengkap/ 
............................. 
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah} 
Itsnds tangan] 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi 
kami sesuai alamat tersebut di atas sarnpai dengan batas akhir pemasuk.an Dokumen 
Penawaran. 

No Keziatan Hari/Tanzzal Waktu a. Pemasuk.an dan Pembukaa.n _/ __ s.d._/_ __ s.d._ 
Dokumen Penawaran 

b. Evaluasi, Klarifik.asi Teknis dan _! 
Nezosiasi Harza 

c. Penandatanzanan SPK I 

saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara 
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

2. Pelaksanaan Pengadaan 
Tempat dan ala mat /.Huang:, Gedung, Lanta1;Jalan:, dst] 
Telepon/Fax 
Website 

:Rp ( ) 
_____ Tahun Anggaran __ 

1. Paket Pengadaan 
Nama paket pengadaan 
Lingkup pekerjaan 
Nilai total HPS 
Sumber pendanaan 

pad a Perihal: Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan 
____ {Kementerian/Lembaga/Perangkat Daen1h] Tshun Angga1'8n _ 

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket 
Pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut: 

di _ 

____ , 20_ Nomor __ 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 

/kop surst K/L/PD} 

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 
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4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 
4.1 antara lain meliputi: 
a. Pengurus/rnanajer koperasi merangkap sebagai Pejabat 

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada 
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Daerah. 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan 
baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 
menjalankan badan usaha Penyedia. 

4.3 Pese1ia dilarang melibatkan pegawai Kernenterian/Lembaga/ 
Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/ a tau pengurus badan 
usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan 

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, 
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik 
secara langsung maupun tidak Iangsung. 

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban 
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan 
sebagai berikut: 
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan 

cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang 
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, 
dan/atau peraturan perundang-undangan; 

b. membuat ctan/ a tau menyampaikan dokumen dan/ a tau 
keterangan Iain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan 
dalam Ookumen Pengadaan Langsung ini. 

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan jasa 
Lainnya dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) 
sebagaimana tercantum dalam LDP. 

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam 
LDP. 

1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP. 

1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan 
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang 
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis 
dan harga sesuai kontrak. 

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum 
dalam LDP. 

1. 7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP. 

1.10 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LOP. 

4. Iarangan 
Pertentangan 
K.epentingan 

3. Perbuata.n yang 
Dilarang dan 
Sanksi 

2. Sumber Dana 

1. Lingkup 
Pekerjaan 

A. UMUM 

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 
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5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan 
kualifikasi administrasi/Iegalitas meliputi: 
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP. 
b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam 

LOP. 
c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 
d. Memiliki NPWP dan telah mernenuhi kewajiban perpajakan 

tahun pajak terakhir (SPT tahunan). 
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan 

alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau 
sew a. 

f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri 
pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 
3) Kartu Tanda Penduduk. 

g. Surat Pernyataan Pakta lntegritas. 
h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: 

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan; 

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak 
sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak 
sedang dalam menjalani sanksi pidana; 

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai 
pegawai Kernenterian/Lembaga/Perangkat Daerah atau 
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang 
mengambil cuti diluar tanggungan Negara. 

5.2 Untuk peserta perseorangan, persyaratan kualifikasi 
administrasi/ legalitas meliputi: 
a. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu 

Tanda Penduduk (KTP /Paspor/Surat Keterangan Domisili 
Tinggal); 

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 
memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir; 

c. Surat Pernyataan Pakta Integritas, 
d. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: 

1) Tidak dikenakana Sanksi Daftar Hitam; 
2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan 

kepentingan pihak yang terkait; 
3) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang 

menjalani sanksi pidana; dan 
4) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang 

bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara. 

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya, meliputi: 
a. Memiliki pengalaman: 

1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) 
pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk 
pengalaman subkontrak; 

2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 
yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun 
waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah 
maupun swasta, termasuk pengalarnan subkontrak; dan 

3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu l O 
(sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang 

6. Persyaratan 
Kualifikasi 
Teknis Peserta 

5. Persyaratan 
Kualifikasi 
Administrasi/ 
I.egalitas 
Peserta 

Negara. 
B. PERSYARATAN KUAUFIKASI 
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8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari: 
a. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, 

toleransi, material yang digunakan, persyaratan 
pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan 
contoh, brosur, dan gambar-gambar; 

b. Metode pelaksanaan pekerjaan; 
c. Jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan yang 

disediakan; 
d. Standar produk yang digunakan; 

Ookumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, 
Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan 
Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen 
asli, 

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari: 
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : 

1) tanggal; 
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam 

LDP; 
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan 
4) tanda tangan oleh : 

a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus 
koperasi; . 

b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan 
perusahaan/ pengurus koperasi yang nama 
penerima kuasanya tercantum dalam akta 
pendirian/ anggaran dasar; 

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan 
perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya 
tidak tercantum dalam akta pendirian/ anggaran 
dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah 
pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan 
koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap 
dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang 
yang sah dari direktur utama/pimpinan 
perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta 
pendirian/ anggaran dasar; atau 

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh 
kantor pusat. 

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan 
perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa 
(apabila dikuasakan); 

8. Dokumen 8.1 
Penawaran dan 
Kualifikasi 

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENA WARAN 

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari: 
a. Undangan Pengadaan Langsung; 
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP); 
c. Lembar Data Pemilihan (LOP); 
d. Daftar Kuantitas dan Spesifikasi Teknis; 
e. Bentuk Ookumen Penawaran: 
f. Pakta tntegritas; 
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan 
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). 

7. Isi Dokumen 
Pengadaan 
Langsung 

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG 

sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS. 
b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia 

dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan 
termasuk layanan purna jual (jika diperlukan), 
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teknis dan harga. 

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi : 
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, 

apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a 

butir 4); 
2) mencantumkan penawaran harga; 
3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang 

dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan 
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 

tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum 
dalam LDP. 

b.Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat 

klarifikasi dan negosiasi c. 

penawaran yang Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi 
meliputi: 
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi; 
b. evaluasi teknis; dan 

11. Evaluasi dan 11.1 
Negosiasi 
Penawaran 

10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen 
penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung. 

10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen 
Penawaran, yang meliputi: 
a. Surat penawaran; 
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); 
c. Dokumen penawaran teknis; 
d. Dokumen penawaran harga; 
e. Pakta Integritas; dan 
f.Formulir Isian Kualifikasi. 

10. Pembukaan 
Pena.waran 

F. PEMBUKAAN PENA WARAN, .EV ALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada 
Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan 
Langsung 

9. Penyampaian 
Dokumen 
Penawaran 

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 

e. Garansi; 
f.Asuransi; 
g. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis; 
h. Layanan puma jual; 
i. Tenaga teknis/terampil; 
j.jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP; 
k. Identitas (merek, jenis, tipe). 

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dad: 
a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas rum Harga); 
b. Jumlah total harga penawaran; 
c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, 

retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi 
(apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia 
untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya ini 
diperhitungkan dalam total harga penawaran. 

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir 
Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh 
pihak sebagairnana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 
4). 
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13. l Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan 
Langsung kepada PPK dengan rnelampirkan Berita Acara Hasil 
Pengadaan Langsung. 

13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas Iaporan 
hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan: 

a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan 
sesuai prosedur; dan 

b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan Kontrak, 

13. Penerbitan 
SPPBJ 

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK 

Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan 
mengundang Pelaku Usaha lain. 

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan: 
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; 
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta lntegritas dan 

Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan 
kualifikasi pada klausul 5 dan 6. 

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, 
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, 
dan mengundang Pelaku Usaha lain. 

11.3 Evaluasi Teknis: 
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi 

persyaratan administrasi dan kualifikasi; 
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang 

ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi; 
c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem 

gugur (pass and fail); 
d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang 

harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi; 
e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap 

Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada 
klausul 8.3. 

f.Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat 
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan 
mengundang Pelaku Usaha lain. 

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga: 
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi 

teknis dan harga. 
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita 

Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi. 
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai 

kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan 
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan 
tangsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain. 

12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan 
Langsung. 

12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal 
sebagai berikut: 
a. tanggal dibuatnya Berita Acara 
b. Nama dan alamat peserta; 
c. harga penawaran clan harga hasil negosiasi; 
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan 
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila 

ada). 

12. Pembuatan 
Berita Acara 
Hasil 
Pengadaan 
Langsung 
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14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama 
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2. 

14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada 
bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 

2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada 
bagian yang ditandatangani oleh PPK; 

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila 
diperlukan. 

13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, 
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan 
dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat 
Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan 
pendapat atas hasil Pengadaan Langsung. 

13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan 
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA 
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai 
kesepakatan. 

14.Penandatangan 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi 
-an SPK substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta 

membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. 

13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka 
PPK menerbitkan SPPBJ. 

13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan 
memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE. 
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jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: ( ) hari 
kalender 
[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan] 

Masa berlaku surat penawaran: 
__ ( ) hari kalender 
/diisi waktu yang diperluksn untuk proses Pengadaan 
La.ngsung ssmpsi dengan penandatanganan SPKJ 

Surat Jzin Usaha: ---- /contoh. SIUP, JUI, JUMK, dll] 

bidang pekerjaan: _ 
fisi scsusi dengan bidang usshs yang dipersyarstksn 
bcrdsserksn KBL! stsu kode usaha Iainnys. contoh: 
pcternaksn, pertsnian, perdagangan, di/] 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan; DIPA/DPA __ 
Isatuan Kei.ial Tahun Anggaran __ 
{diisi sumber dens clan tshun anggaran yang sesusi 
doku1nenangglll~n] 

Website Aplikasi SPSE _ 
fcontoh: lpseJkpp.go.idJ 

Alamat Pejabat Pengadaan: _ 

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Daerah; _ 

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: ------ 

Nama Pejabat Pengadaan; _ 
/diisi nsms P~ia.bat Pengadaan, contoh: Pejabat Pengadaan 
Sekretaiiat Utsms LKPP} 

Uraian singkat paket pengadaan: _ 
[diisi dengan ursisn secsrs singkst d;znjelas 
peke1faan yang sksn dilskssnsksn] 

Jenis Kontrak yang digunakan: ------- 
{diisi dengan Kontrak Lumsum/Hsrgs Satua.n/Gabungan Lumsum 
den Haiga Satuan} 

Nama paket pengadaan; _ 

Kode RUP: ---- 

Isian Ketentuan 

LEMBAR DATA PEMILIHAN 

8.3.j 

8. DOKUMEN 8.2.a 
PENAWARAN 
DAN 
KUALIFIKASI 

5. PERSYARATAN 5.1.a 
KUALIFIKASI 
ADMINSISTRASV 
LEGALITAS 5.1.b 
PESERTA 

2. SUMBERDANA 

1.10 

1.8 

1.9 

1.6 

1.7 

1.4 

1.1 

1.2 

1.3 

1. UNGK.UP 
PEKERJAAN 

No. 
IKP 

Bagian IICP 

BAB III. LEMBAR DATA PEMILilIAN (LDP) 
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No Uraian Pekerjaan Spesifikasi Saluan Volume 
Teknis 

dan/atau 
Gambar 

1. {Diisi uraisn jenis f diisi satuan [diisi volume U11it 
vekedaa11J unit oekcduan] vckci:imm] 

Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain: 
1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain- 

lain; 
2. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-Jain; 
3. Standar yang digunakan: SNI,JJS, ASTM, ISO dan lain-lain; 
4. Pengepakan; 
5. Cara pengiriman; 
6. dan lain-Iain 

Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pe,iabat Pengadaan berdasarkan 
spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan oleh PPK. 

Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/ a tau Gambar diisi oleh Pejabat 
Pengadaan berdasarkan daftar pekerjaan yang terdapat dalam rincian HPS yang 
ditetapkan oleh PPK. 

Keterangan 

BAB IV. DAITAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ ATAU GAMBAR 
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Nama Lengkap ·························· 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan 
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung. 

Penyedia, 
[Pr I CV /Firma/Koperasi/Pet'Orangan) 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen 
asli. 

Penawaran ini berlaku selama __ .._ _, hari kalender sejak tanggal surat 
penawaran ini. 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam 
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 
selama hari kalender. 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: ------- tanggal 
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk . pengadaan 

[diisi nama pekerjaan] sebesar Rp _ 

Penawaran Pengadaan /diisi nsms pekerjaan] Perihal 

I 
I 
I 
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I di 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pad.a /Kementerian/Lembaga/Pel'angkat Daerah/ 

___ {bu/an} _ftangga/J ___ Itcmpst], Nomor 
_ftahw1] 
Lampiran 

[KopSurat] 

A. BENTUK SURAT PENAWARAN 

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 
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______ ___.,J=u,::..;;m;,1:;a=h_.1~~~lum PPN) _ 
PPN (10%) 

-------Ju_m_J-ah total setelah PPN -- 

''------1-----------1----·----- ---~~----··------ 
--1-------------- -------.-L------·--- 

"-·-., .. - .... ..........___~·--------·- -------- -·-----'-·----- .. -· .. ,,_ ....... _.._,_ 
·-- .. ·-·----~--------1------- ------- ------·--- 
·---- ·----------f·-·-·--~1----·--- --·-------·---- 
---- ----------~------ -·------'·-·-----··----- 
------···-··----------·-·· -·--·-----+--··--··- -···----------- 
-----------'-·-----'"----~------- 

Volume Sstusn No Ursisn Pekeriaan Iumtah Hsrz« 

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekeriaan yang tercantum dalam 
spesifikasi, 

Daftar Kuantitas dan Ha~ 

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA c. 

No. Uraian Spesifikasi Satuan Volume Identitas yang 
Pekerjaan Teknis dan/atau ditawarkan 

Cam bar 
1. [Diisi ursisn /diisi /diisi volume 

jem:S sstusn unit 
l'eke.efaanJ unit PekerjMm/ 

Pekeri111wj 

B. BENTUK DOKUMEN PENAW ARAN TEKNIS 
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{jabatan} 

f name Icngksp] 

/tanda tangan], 

{Nama Peserte] 

____ /tempat],_{tanggal} /bulan] [tahunf 

dalam rangka pengadaan pada [isi sesusi dengsn K/L/PD] dengan 
ini menyatakan bahwa: 

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/ APlP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini; 
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia 

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata 
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

/pilih yang sesusi dan Pf I CV /Firma/Koperasi 
csntumksn nsms] 

Jabatan 

Bertindak untuk 
dan atas nama 

____ /nama waki! ssh bsdsn usaha} Nam a 

/Pakta Integritss Badan Usaha} 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

BAB VI. PAKTA INTEGRITAS 

v-0:J11Pnngauaanz11nJ!sung:·r1e111adaan-;Jasaza1nnya-~-·--·: 
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UKPBJ KABUPATEN l ~1 

/nama Jengkap] 

/tanda tangan}, 

[Nsms Peserts] 

____ /tempat},_[tanggal} {bulan] /tahun] 

5. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
6. Akan melaporkan kepada PA/KPA/ APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, 

Kolusi, dart Nepotisme dalam proses pengadaan ini; 
7. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
8. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia 

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata 
dan/ atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pekerjaan 

Bertindak untuk dart atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan pada 
_____ [isi sesusi dengan K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa: 

Ala mat 

_____ {diisi nomor KTP/SJM/Pr1spo1"} No. Identitas 

Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

PAK.TA INTEGRITAS 

[Pakta lntegritas Perorsngsn] 

r---:--;"JVl'l'enga1Jaan1angsung:·nngadaan-.Jase za1nny;r~- 
I·. : ·. . . . . . - - --- : ·····-····, .. ·--·. "~ .. -··-·· "··- ·-. , .... ·- . - I 
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1. Nama Badan Usaha : 

2. Status Badan Usaha : D Pu sat D Ca bang 

3. Alamat Kantor Pusat 
No. Telepon : 

No. Fax : 

E-Mail : 
4. Alamat Kantor Cabang 

No. Telcpon : 
No. Fax : 
E-Mail : 

A. Data Administrasi 

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut. 

2. saya bukan sebagai pegawai Kementeriari/Lembaga/Perangkat Daerah {bagi 
pegawai Kementedan/Lembaga/Perangkat Dsersh yang sedang cuti dilusr tanggungan 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : '~Saya merupsksn 
pegsws! Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti dilusr tanggungan 
Kementerian/Lembaga/Pe1'Bngkat Dsemh '1; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para 
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung d.alam proses pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaari/koperasi berdasarkan 
[akta pendirian/anggaran dsssn/surst kusss, disebutksn secsre jelas 

nomor dan tanggal akta pendirien/enggsrsn dassr/surst kuasaJ; 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

Email 

Tclcpon/Fax 

Alamat 

_______ _,'diisi 11ama bsdsn usehs] 

____ /diisi sesuai jabahm dalam ekt» notaris] Jabatan 

Bertindak untuk 
dan atas nama 

____ fdiisi dengun no. J..'TP/S/M/Faspor/ No. Jdenfitas 

____ [nsms bsdsn usshs] Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

FORMULIR ISIAN KUALiflKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA 

BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI 

c··~-·-~su1'f'enga~nn111ngsung:~~~~~~~a~~d~il-l~~~n~9.=-~-= 
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UKPBJ KABUPATEN ~ 

1. Surat Izin ------ 
2. Masa berlaku izin 
3. Instansi pemberi izin 

No Tanggal _ 

E. Jzin Lainnya {apabilll dipersyaratbm/ 

1. Surat Izin Usaha No. Tanggal _ 
2. Masa berlaku izin usaha 
3. lnstansi pemberi izin usaha 
4. Kualifikasi Usaha 
5. Klasifikasi Usaha 
6. No. TDP 

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP) 

No. Nama nomor Kartu Tanda Jabatan dalam Badan Usaha 
Penduduk (.KTP)/ 

Paspor/Surat 
Keterangan Domisili 

Tinzzal 

2. Dircksi/Pengurus Badan Usaha 

No. Nama nomor Kartu Tanda Jabatan dalam Badan Usaha 
Pcnduduk (KTP)/ 

Paspor I Surat 
Keterangan Domisili 

Tinezal 

1. Komisaris untuk Perscroan Terbatas (PT) 

C. Pengurus Badan Usaha 

2. Perubahan Terakhir Aleta Pendirian 
Perusahaau/ Anggaran Dasar Koperasi 
a. Nomor 
b. Tanggal 
c. Nama Nolaris 

[contoh: persetujuan/bukti Iaporsn dari 
Kementeriun Hukum cum HAM untuk 
y111ig berbentuk PT/ 

1. Aleta Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar Koperasi 
a. Nomor 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 
d. Nomor Pen,gcsahan/pcndaftaran 

[contoh: nomor pengesahnn Kementerisn 
Hukum dsn HAM untuk y,mg borbentuk 
PT} 

B. Iandasan Hukum Pendirian Badan Usaha 

Bukti kepemilikart/pcnguasaan 
usaha/kantor 

tempat 5. 

r--=.>Yl'1'ell§3Uilah1l1/1gsung:""Pelt§3daall'J3SaWnnya-- -~ 
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J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

Status Tanggal Selesai 
Kontrak Penyedia Pckcrjaan 

Nama Pemberi Berdasarkan 
No. Pak et kelompok Ringkasan Lokasi Pekerjaan dalam 

pelaksana Pekerjaan (grup) Lingkup 
No/ an BA Pekerjaan Alamat/ Pekerjaan Nama Telepon Tangg Nilai Kontrak Scrah 
al Teri ma 

(1) (2) (S) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I 

2 
dst 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 

jenis Kapasitas 
No. Fasilitas/Peralatan Jumlah atau output Merk Tahun Kondisi l..okasi Bukti Status 

I Perlengkapan pada saat dan tipe pembuatan (%) Sckarang Kepemilikan 
ini 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perle.ngkapan /apabila diperluhm/ 

Tgl/bln/thn Tingkat Jabatan dalam Pengalaman Profesi/ Tahun 
No Nama Sertifikat/ lahir Pendidikan pekerjaan Kerja (tahun) kcahlian Iiazah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

G. Data Personalia (Tenaga ahli/telmis/terampil badan usaha) fapabila diperlukan) 

No. tanggal _ b. Bukti laporan Pajak Tahun 
terakhir (SPT tahunan) 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 

2. Pajak 

nomor Kartu Tanda Alamat 
Penduduk (KTP)/ 

No. Nama Paspor/Surat Persentase 
Keterangan Domisili 

Tinggal 

1. Susunan Kcpcmilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV /Firms) 

F. Data Keuangan 

1°-:--:-=·i}Vl'1'eT1ffauaunz11ngsung:l'engauaa11-:1asara1nnya·~- ·-· 
I . . . . .. . ----- 
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[rekstksn metersi Rp 6.0007- 

tends tangan} 

(nama Jengkap wakil sah badan usaha) 
Uabatan dalam badan usaha} 

IT/CV /Firma/Koperasi 
_________ /pilih yang sesuai dan csntumksn nsma] 

___ [tempat], __Jtangga!J Ibulsn] __ [tahun] 

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari diternui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan 
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia 
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, 
dan/ a tau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

r ·· -=:JYf'nngaoaan'lan;sung :'rengadaan Jara fainnya.,=····-· 
I . . . . 
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Pcmbcri Pekerjaan Status 
Konlrak Progres Terakhir Penyedia 

Nama dalam 
No. Paket Ringkasan Lokasi Alamat pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Lingkup Nol Prestasi 

Pekerjaan Nama I Pekerjaan 
Tanggal Nilai (Rencana) Kerja (%) Telepon (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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tan al Tahun 
a. Nomor Pokok Wajib Pajak 
b. Bukti la oran Pajak Tahun 

C. Data Keuangan 

Pajak 

1. Izin _ 
2. Masa berlaku izin 
3. Instansi pemberi izin 

No Tanggal _ 

B. Izin Lainnya {apabi/8 dipersyaratkan/ 

1. Nama 
2. Pekeriaan 

Alamat Rumah 
3. No. Telepon 

No. Fax 
Alamat Kantor 

4. No. Telepon . 
No. Fax . 
E-Mail . . 

5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) . . 

A. Oat.a Administrasi 

5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tida.k dalam pengawasan pengadilan, 
tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 

6. data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut: 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang 
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

2. saya bukan sebagai pegawai Keme11terian/Lembaga/Pera.ngkat Daerah /bagi pegawai 
Kemente1ian/Lembaga/Perangkat Daen1h yang sedang cuti dilusr twggungan Negara ditulis 
sebagai berikut : "Saya merupsksn pegawai Keme.nterian/Lembaga/Per;mgkat Dae1wh yang 
sedang cub· dilusr tanggungan Negara"-'/; 

1. saya secara hukum rnempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak. 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

Telepon/Fax 

Email 

Alamat 

_____ Idiisi dengnn no. KTP/SJM/Paspo11 No. Jdentitas 

Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PESERTA PERORANGAN 

r--··,)Ilf'Yen!Jlld3lllfll!PJSUng!~~g~d88l1~~~3-~lJ~~il~--= 
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK) I SATUAN KERJA : ------ 

[kop surst sstuan ke1ja Pejabat Pembust Komitmen} 

BAB VIIl. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

(nama Jengkap) 

[rekstksn meters! Rp 6.000,­ 
tends tangan] 

Penyedia 

___ Itempstl; __Jtanggal] __ {bula11} __ [tahun} 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika 
dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada 
pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/ a tau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan, 

F. Data Pekerjaan yang sedang dilebanaka.n 

E. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terak:hir. 

Kapasitas 
Jenis atau Merk Tahun Kondisi Lokasi Bukti Status No. Fasilitas/Peralatan/ Jumlah output dan pembuatan (%) Sekarang Kepernilikan Perlengkapan pad.a ~at tipe 

nu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapa.n {apabila diperlukan] 
I terakhir 

r~·:~J1/l''.enpl/i1//l1Zl/ngsun~·"Peflg~~~~~ras11 -<: 
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Pemberi Status Kontrak Progres Terakhir Nama Pekeriaan Penyedia 
No. Paket Ringkasan Lokasi Alamat dalam 

No/ Kontrak Prestasi Pekerjaan Lingkup Nam a I pelaksanaan Nilai (Rencana) 
Pekerjaan Telceon Pekerjaan Tanggal (%) Kerja (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tanggal Selesai 
Pemberi Kontrak Status Pekerjaan 

Nama Pekerjaan Penyedia Berdasarkan 
No. Pak et kelompok Ringkasan Lokasi dalam 

Pekerjaan (grup) Lingkup Alamat/ No/ pelaksana BA 
Pekerjaan Nama Telepon Tangg Nilai an Kontrak Se rah 

al Pekeriaan Teri ma 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
l 
2 

dst 
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NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

Nama PPK: 

Nama Penyedia: 

NO MOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANG SUNG: 

PAKET PENGADAAN : TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 

NOMOR BE RITA A CARA HASIL PENGADMN LANGSUNG: 

TANGGAL BERITA A CARA HAS IL PENGADMN LANGSUNG: 

SUMBER DANA: fsebagai contoh, csntumksn "dibebsnksn stss DIPA/DPA Tahun 
Anggaran __ untuk mets anggaran kegiatan 

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 
( rupiah). 

Jenis Kontrak 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia 
Pejabat Pembuat Komitmen 

[tanda. tangan dsn cap (Ji°ka ssiinsn /tanda tangan dsn cap (iika salinan asli ini untuk 
as/i ini untuk Penyedia msks rekstksn proyek/sstusn kerja Pejabat Pembuat Komitmen 

meters: llp 6.004-)J msks rekstksn metcrsi Kp 6.000,- )} 

Insm« lengkapl 
Inua« fengka12J {jabatan] 

/iaba.tan] 

SYARATUMUM 
SURAT PERINTAH KEiqA (SPK) 

1. LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang 
tercantum dalam SPK. 

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, d.an pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik 
Indonesia. 

3. HARGASPK 
a. Harga SPK telah mernperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead 

serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). 
b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan 

harga, 

4. HAK KEPEMILJKAN 

r·~0"JYP'f'engadaa'/111111gs11n!f.'Pet1gadiJan:;,autatnnyr---. 
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10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa 

batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses 
perneriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut 
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita 
acara penyerahan akhir: 
1) kehilangan a tau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak 

lain. 

9. ASURANSI 
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah 

Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya perneliharaan untuk: 
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, 

pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala 
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak 
dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam 

harga SPIC. 

8. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada 

tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja. yang tercantum dalam 

Surat Perintah Mulai Kerja. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. A pabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan 

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada 
PPK, rnaka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia 
dengan adendum SPK. 

7. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau 
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal 
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (mez;gen atau akibat lainnya. 

6. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain 
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua 
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 

5. CACAT MlITU 
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara 
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan 
penyedia untuk rnenguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. 
Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi. 

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau 
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika 
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal 
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap 
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat 
SPK berakhir a tau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut 
harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia 
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

r:·---:-JVPJ'engana11nungsung:--nngadaan;JeSiflatnnya-z--··-: 
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16.JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI 
a. Penvedia denzan jaminan nabrikan dari produsen nabrikan (iika ada) berkewaiiban 

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan 

secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil 

pekerjaan. 
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas 

pekerjaan dan/ a tau tim teknis, 
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, 

penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPK. 
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan SPK. 
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan 

penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi. 

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai 

pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada 
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena 
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda 
keterlarnbatan. 

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK 
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal 
penyelesaian semua pekerjaan. 

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan 

pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. 
Basil perneriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas 
Pekerjaan dan/ atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan 
pekerjaan di Iokasi pekerjaan. 

12. PENGUJIAN 
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan 
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Garnbar, dan 
hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka 
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak 
lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh penyedi.a. 

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sarnpai dengan tanggal penandatanganan 
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan 
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan 
oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban 
penanggungan dalam syarat ini. 

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap basil pekeriaan sejak tanggal mulai kerja 
sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia 
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat 
tindakan atau kelalaian penyedia. 
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18. PERISTIW A KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai 

jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian 

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/ penyimpangan; 

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 
8) ketentuan lain daJam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar 
ganti rugi dan/ a tau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan 
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan 
kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika 
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa 
Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam 
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 

19. PERPANJANGAN WAKTU 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui 

tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal 
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas 
Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis, 
Peroanianzan tanzzal penvelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK. 

17. PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi 

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi: 
1) menambah a tau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ a tau 
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti 
Pelaksanaan Kontrak. 

untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung 
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu 
akibat desain, bahan, dan cara kerja. 

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama rnasa garansi berlaku. 
c. PPK akan rnenyampaikan pernberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera 

setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku. 
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk 

memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai 
dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi. 

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat 
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat 
Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara 
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan rnelakukan 
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau 
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. 

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu 
dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 
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ZZ. DENDA 

21. PEMBAYARAN 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 

ketentuan: 
1) penyedia telah rnengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan Isistem bulanan/sistem termin/pembsysmn 

secsra sekaligusf, 
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak; 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan 
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran 
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi 
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk 
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal 
yang sedang menjadi perselisihan. 

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar, 
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan 

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini, Bahan 

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan 
selanjutnya menjadi hak milik PPK; 

2) biaya langsung demobilisasi personel. 
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ atau pelanggaran 

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi 
yang berwenang; 

3) penyedia Ialai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 
5) penyedia rnenghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam 

program mutu serta tanpa persetujuan PPK; 
6) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali; 
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu 

yang ditetapkan oleh PPK; 
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan 

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) 
hari; dan/ a tau 

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan 
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. 

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 
l) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan 

(apabila diberikan); 
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/ a tau 
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, 
melakukan KKN dan/ a tau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan 
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

b, PPK dapat menyetujui perpaniangan waktu pelaksanaan setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 
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24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan 
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak 
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan 
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan 
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini 
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak 
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui 
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri, 

c. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk 
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari fnifai SPK stsu da1'i 
m1ai bagia.n SPK} (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan. 

d. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. 
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 
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Tembusan Yth. : 
1. ----- {PA/KPA K/L/PDJ 
2. /APIP K/L/PDJ 
3. /Pejabat Pengadaanf 
......... dst 

lnama Jengkapl 
Uabatan/ 
NIP: _ 

/tanda tangan} 

Satuan Kerja _ 
Pejabat Penandatangan Kontrak 

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara 
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun 
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa. 

tanggal Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _ 
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _ 

( ) kami nyatakan diterima/ disetujui. 

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Felaksanaan Paket Pengadaan 

di _ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I Kepada Yth. 

____ , 20_ Nomor : _ 
Lampiran: _ 

/kop surst K/L/PDJ I 
I 

I A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA 

I BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN 
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/nama Jengkapl 
[fabatan} 

/tanda tangan} 

Untuk dan atas nama [nsms Penyedia] 

Menerima dan menyetujui: 

fnama lengkapl 
{jabatanJ 
NIP: _ 

[tanda tangan] 

Untuk dan atas nama _ 
Pejabat Penandatangan Kontrak 

____ {tempat],_{tanggal] fbulan]~ftahun} 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

1. Paket pensadaan: _ 

2. Tanggal mulai kerja: _ 

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK; 
4. Waktu penyelesaian: selama _ ( ) hari kalender dan pekerjaan harus 

sudah selesai pada tanggal _ 

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan 
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai 
SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK. 

_______ [nama Penyediajasa Lsinnys] 
------- /alamat PenyediaJasa LainnyaJ 
yang dalam hal ini diwakili oleh: _ 

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

nomor ____ , bersama m1 tanggal berdasarkan SPK 
memerintahkan: 

_______ fnama Peja.bat Pena.ndatangan Kontrak} 
------- {jabatan PeJabat Penanda.tangan Kontrak/ 
_______ falamat sstusn kerja Pejabat Penandatangan Kontrsk] 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nomor: _ 
Paket Pekerjaan: _ 

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA 

/kop surst sstuan ke.tja K/L/PD} 

SURAT PERINTAH MUW KERJA (SPMK) 
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- Pengadaan Iangsung - 
/Untuk yang menggunakan Surat Perintsh Kerja (SPK)J 

Pengadaan 
Jasa Konsultansi 

Badan Usaha 

Standar Dokumen Pemilihan 

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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C. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi Badan I Usaha 
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Pejabat Pen.gadaan pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: _ 

Tahun Anggaran: _ 

untuk 

Pengadaan 

DOKUMEN PEMILIHAN 

Pengadaan Iangsung 
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A. BENTUK SURAT PENU.l'{JUKAN FENYEDIABARANG/JASA 40 
B. BENTUKSURATPERINTAH MULAI KERJA 41 

BAB VI. PAK'l'A INTEGRITAS •.•••••.••••••••••.•••..•.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 28 
BAB VII. FORM.ULIR ISIAN ICUALIFIKASI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 
BAB VIII. BENTUK SURAT PERINT AH KERJA (SPK) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34 
BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN ..•••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••.••••••• 40 

A. BENTUKSURATPENAWARAN 14 
B. BENTUK DO},.,"lJMEN PENA W ARAN TEKNIS 15 
C. BENTUK DOKUMEN PENA W ARAN HARGA 25 

BAB V. BENTUK DOICUMEN PENAWARAN •••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERj°A (KAK) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 
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[nsms Jengka.p] 
........................... 

Pejabat Pengadaan pada /K/L/PDJ 

/tanda tanga.n/ 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat 
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan 
Dokumen Penawaran. 

No Keziatan Hari/Tanzzal Waktu 
d. Pemasukan dan Pernbukaan _l __ s.d._l_ __ s.d._ 

Dokumen Penawaran 
e. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan -- I 

Negosiasi Harza 
f. Penandatanzanan SPK I 

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara 
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

4. Pelaksanaan Pengadaan 
Tempat dan alamat [lluang, Gedung7 lanta.i;Jalan7 dstf 
Telepon/Fax 
Website 

:Rp ( } 
_____ Tahun Anggaran __ 

3. Paket Pengadaan 
Nama paket pengadaan 
Lingkup pekerjaan 
Nilai total HPS 
Sumber pendanaan 

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut: 

pada Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan 
____ [K/L/PD/ Tshun Anggaran _ 

di _ 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 

Nomor 

/kop surst K/L/PD] 

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 
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Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini 
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak 
melakukan tindakan sebagai berikut: 
c. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk 

dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang 
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, 
dari/atau peraturan perundang-undangan; 

d. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi 
persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini. 

4.4 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, 
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 

4.5 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada 
angka 4.1 antara lain meliputi: 
a. Pengurus/rnanajer koperasi merangkap sebagai Pejabat 

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada 
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Daerah. 

b, Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan 
baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan 
atau menjalankan badan usaha Penyedia. 

4.6 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus 

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan 
Jasa Konsultansi dengan kode Rencana Umum Pengadan 
(RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP. 

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 
1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum 

dalam LDP. 

1.4 Jenis kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP. 
1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan 

pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang 
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai Kerangka 
Acuan Kerja dan harga sesuai kontrak. 

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

1. 7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam 
LOP. 

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam 
LOP. 

1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP. 

1.1 O Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercanturn dalam LOP. 

4. Larangan 
Pertentangan 
Kepentingan 

3. Perbuatan yang 
Dilarang dan 
Sanksi 

2. Sumber Dana 

1. Linglcup 
Pekerjaan 

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 

A.UMUM 
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Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari : 
a. Undangan Pengadaan Langsung; 
b. Instruksi Kepada Peserta (lKP); 

7. Isi Dokumen 
Pengadaan 
Lang sung 

I. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG 

Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi: 
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP; 
b. MemiJiki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP; 
c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 

tahun pajak terakhir (SPI' tahunan); 
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan 

alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau 
sew a; 

f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri 
pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 
3) Kartu Tanda Penduduk. 

g. Pakta Integritas; 
h. Surat pernyataan yang ditandatangani Pesecta yang berisi: 

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya 
tidak sedang dihentikan; 

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak 
sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak 
sedang dalam menjalani sanksi pidana; 

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan 
pengurus bad.an usaha sebagai pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang 
mengambil cuti diluar tanggungan Negara. 

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi 
Badan Usaha, meliputi: 
a. Memiliki pengalaman: 

1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) 
pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik 
di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk 
pengalaman subkontrak; 

2) Pekerjaan yang serupa (sim11an berdasarkan jenis pekerjaan, 
kompleksitas pekeriaan, metodologi, teknologi, atau 
karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, 
paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 
(tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun 
swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan 

3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 
(sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% 
(lima pu lu h persen) nilai total HPS. 

b. Memiliki sumber daya manusia: 
1) Manajerial; dan 
2) tenaga kerja (jika diperlukan). 

c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika 
diperlukan). 

6. Persyaratan 
Kualifikasi 
Teknis Peserta 

5. Persyaratan 
Kualifi.kasi 
Administrasi/ 
Legalitas 
Peserta 

H. PERSYARATAN KUALIFIKASI 

badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar 
tanggungan Negara. 
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8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari: 
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : 

1) tanggal; 
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam 

LDP; 
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan 
4) tanda tangan oleh : 

a) direktur utama/pimpinan perusahaan; 
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan 

perusahaan/yang nama penerima k:uasanya 
tercantum dalam akta pendiriari/ anggaran dasar; 

c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan 
perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam 
akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain 
tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan 
yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan 
mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang 
sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan 
berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; a tau 

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor 
pusat. 

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan 
kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan). 

8.3 Dok:umen Penawaran Teknis untuk peserta yang berbentuk 
badan usaha terdiri dari: 
a. Unsur pengalaman perusahaan, yang terdiri dad sub 

unsur: 
1) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis; 
2) Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama; 
3) Pengalaman manajerial; 
4) Nilai pengalaman mengelola kontrak; 
5) Kemampuan menyediakan tenaga ahli tetap (apabila 

diperlukan); dan 
6) Kemampuan menyediakan fasilitas utama (apabila 

diperlukan). 
b, Unsur proposal teknis, yang terdiri dari sub unsur : 

1) Pendekatan teknis dan rnetodologi: 
a) Pemahaman atas Iingkup pekerjaan yang 

tercantum dalam KAK; 
b) Kualitas metodologi yang menggambarkan: 

(1) Ketepatan Analisa yang disampaikan dan 
langkah pemecahan yang diusulkan 

(2) Inovasi 
(3) Dukungan data 

2) Rencana kerja: 
· a) Program kerja; 

b) jadwal kerja, dan 

Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, 
Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan 
Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli. 

8. Dokumen 8.1 
Pena.waran dan 
Kualifikasi 

j. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 

c. Lembar Data Pemilihan (LDP); 
d. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
e. Bentuk Dokumen Penawaran: 
f. Pakta Integritas; 
g. Formulir lsian Kualifikasi; dan 
h. Bentuk Surat Perintah Ke1ja (SPK). 
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teknis dan harga. 

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi : 
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan 

administrasi, apabila surat penawaran memenuhi 
ketentuan sebagai berikut : 
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 

huruf a butir 4); 

klarifikasi dan negosiasi c. 

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang 
meliputi: 
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi; 
b. evaluasi teknis; dan 

10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen 
pena waran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan 
Langsung. 

10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen 
Penawaran, yang meliputi: 
a. Surat penawaran 
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); 
c. Dokumen penawaran teknis; 
d. Dokumen penawaran harga; 
e. Pakta Integritas; dan 
f.Formulir Isian Kualifikasi. 

11. Evaluasi dan 
Negosiasi 
Penawaran 

10. Pembukaan 
Penawaran 

L. PEMBU.KAAN PENA WARAN, EV ALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada 
Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan 
Langsung 

9. Penyampaian 
Dokurnen 
Penawaran 

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan 
Formulir lsian Kualifikasi harus diisi lengkap dan 
ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada 
klausul 8.2 huruf a butir 4). 

K. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 

8.4 Dokumen Penawaran Harga berupa Rincian harga 
penawaran yang terdiri dari: 
a. Rekapitulasi penawaran biaya; 
b. Rincian biaya langung personel (remuneration); 
c. Rincian biaya langsung non-personel. 

3) Organisasi dan rencana penggunaan tenaga ah1i: 
a) Uraian tugas; 
b) Organisasi; 
c) fasilitas penunjang;dan 
d) jadwal penugasan. 

4) Unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub 
unsur: 
1) Tingkat pendidikan; 
2) Pengalarnan profesional; 
3) Sertifikasi profesional; (apabila diperlukan) 
4) Penguasaan bahasa asing; (apabila diperlukan) 
5) Penguasaan bahasa setempat (apabila 

diperlukan) 
6) Pengenalan Penguasaan situasi dan kondisi di 

lokasi pekerjaan setempat (apabila diperlukan). 

c) jangka waktu pelaksanaan. 
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13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan basil Pengadaan 
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara 
Hasil Pengadaan Langsung. 

13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas 

13. Penerbitan 
SPPBJ 

M. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK 

2) mencantumkan penawaran harga; 
3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang 

dari waktu sebagaimana tercantum dalam LOP; dan 
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 

tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum 
dalam LDP. 

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan adminlstrasi, 
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung 
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. 

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan: · 
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; 
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas 

dan Formulir lsian Kualifikasi, seseuai dengan 
persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6. 

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan 
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan 
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. 

11.3 Evaluasi Teknis : 
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi 

persyaratan administrasi dan kualifikasi. 
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang 

ditetapkan sebagaimana yang tercanturn di KAK. 
c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem 

gugur (pass and fail). 
d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal 

yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di KAK. 
e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap 

Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada 
klausul 8.3. 

f.Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat 
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan 
mengundang Pelaku Usaha lain. 

11.4 KJarifikasi dan negosiasi teknis dan harga: 
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi 

teknis dan harga. 
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat 

Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi. 
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai 

kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan 
Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang 
mengundang Pelaku Usaha lain. 

12.3 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan 
tangsung. 

12.4 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal­ 
hal sebagai berikut: 
a. tanggal dibuatnya Berita Acara; 
b. Nama dan alamat peserta; 
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi; 
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan 
e. keterangan-keterangan Jain yang dianggap perlu (apabila 

ada). 

12. Pembuatan 
Derita Acara 
Hasil 
Pengadaan 
Langsung 

r-=:'JUP-Fengaaaan"Lall!JSUH!J:-l'ell!J3daatt-;JasaKDDSUll811Sl1flll/SlJ1/Sli/Ja·=--:· 
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14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas narna 
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 
huruf a butir 4). 

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang 
meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf 
serta mernbubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. 

Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada 
bagian yang ditandatangani oleh penyedia jasa 
konsultansi; dan 

2) SPK asli kedua untuk penyedia jasa konsultansi 
dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani 
oleh PPK; 

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila 
diperlukan, 

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengarnbilan 
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA 
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai 
kesepakatan. 

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka 
PPK menerbitkan SPPBJ. 

PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan 
memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE. 

Dalam hal PPK tidak menyetujui basil Pengadaan Langsung, 
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat 
Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK 
dan Pejabat Pengadaan melakukan pernbahasan bersama 
terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung. 

laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan: 
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan 

sesuai prosedur; dan 
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan Kontrak. 

14.2 

14. Penandatangan 14.1 
-anSPK 

13.6 

13.5 

13.4 

13.3 
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Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA 
__ [Satuan Ke1ja} Tahun Anggaran __ 
fdiisi sumber dsns den tshun angganm yang sesusi dokumen 
anggamn} 

Masa berlaku surat penawaran: 
__ ( ) hari kalender 
[diisi wsktu yang diperluksn untuk proses Pengadaan 
Langsung ssmpsi dengan pensndstsngsnsn SPK] 

Webslle Aplikasi SPSE _ 
/contoh: lpse.JJ..pp.go.id] 

Alamat Pejabat Pengadaan: _ 

Website Satuan Ke1ja/Kemente1ian/Lembaga/Perangkat 
Daerah: _ 

Nama Pejabat Pengadaan; _ 
fdhsi nsms Pejabat Pengadaan, contoh : PeJabat Pengadaan 
Sekretadat Utama LKPP] 

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: ------ 

8. DOKUMEN 8.2.a 
PENAWARAN 
DAN 
KUALIFIKASI 

2. SUMBER DANA 

1.10 

1.8 

1.9 

1.6 

1.7 

1.4 Jenis Kontrak yang digunakan; _ 
fdHsi dengsn Kontrak Lumsum/Wsktu Penugasan} 

1.3 Uraian singkat paket pengadaan: _ 
fdiisi dengnn uraian secsrs singkat dan jelas peke1jaan yang 
sksn dilaksanakan} 

1.2 Nama paket pengadaan: _ 

No. IKP Isian Ketentuan 
1.1 Kode RUP: ---- 

LEMBAR DATA PEMILlliAN 

Bagian HCP 
1. LINGKUP 

PEKERJAAN 

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 

r.··~_-J1Jl''?e11gadaa11umgsung:nnpdaan;Jas,·~11Sonans111a11anus1111a·,·-~ 
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1 Uraian Pendahuluan memual gambaran secara garis besar mengenai pckerjaan yang akan dilaksanakan. 
z Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pclaksanaan pekerjaan. 
s Dijelaskan pula kcterkaitan antara suatu keluaran dengan kcluaran lain. 

16. Jangka Waktu 

.... _. ... ,._ ........... -c ............ ~---~--- .. -·- .. ·-~-·i- ... ff~,..,,_~-··<t>,...••-.- .. --~-.-·-""------- 

15. Lingkup 
Kewenangan 
Penyedia Jasa 

---~-·------v---·---0-..,.., ........ .. _. ,,..,... __ .. _ 
14. Peralatan dan 

Material dari 
Penyedia Jasa 
Konsultansi 

----·----------·-·· ........ -.--- ... ----~-.-.-.----·-----·---- 

13. Peralatan, 
Material, Personel 
dan Fasilitas dari 
Pejabat Pembuat 
Komitmen 

11. Lingkup Kegiatan 

12. Kelua.ran3 

Ruang Lingkup 

--·-------·-------·-·-· .. ···- .. ---·~-·----- .. ··--·------· 10. Referensi Hukum 

9. Studi-Studi 
Terdahulu 

8. Standar Teknis 

7. Data Dasar 

Data Penunjangz 

6. Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen: _ 
Organisasi Pejabat 
Pembuat Kom.itmen Satuan Kerja: _ 

pendanaan: sumber dari dibiayai ini Kegiatan 5. Sumber Pendanaan 

4. Lokasi Kegiatan 

1. Latar Belakang 

2. Maksud dan Tujuan 

3. Sasaran 

Uraia.n Pendahuluani 

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

r··--:-·-""-.JUl'PellJ..aaaa111.angcu11gc:nngadaan;;asar.onsunansrtfa11a/f1/sa11a-:--:·: 
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4 Khusus untuk Metodc Evaluasi Fagu Anggaran jumlah orang bu Ian tidak boleh dicantumkan. 

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka 
alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat 
Pembuat Komitmen berikut: 

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan 
berikut: 

24. Alih Pengetahuan 

23. Pedoman 
Pengumpulan 
Data Lapangan 

Laporan Akhir memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ ( ) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 
( ) buku laporan dan cakrarn padat (compact disc) 
(jika diperlukan), 

Hal-Hal Lain 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ ( ) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak _ 
( ) buku laporan. 

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: 

22. Laporan Akhir 

Z 1. Iaporan Antara 

20. Laporan Bulanan Laporan Bulanan memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ (,._ _,) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 
( ) buku laporan, 

19. Laporan Laporan Pendahuluan memuat: _ 
Pendahuluan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ ('- _,) 

hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak ( ) 
buku laporan. 

Laporan 

-----------··- .... ··---·--·---- .... -·---·-- .... ,_ ... ,, _ 
,_.;. __ ,.____ .. ------··-·-- ... --·---- 

Tenaga Ahli: 

Jumlah 
Orang Bulan4 

Kualifikasi Posisi 

18. Jadwal Tahapan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

17. Personel 

Penyelesaian 
Kegiatan 

lc._·--;--3yp nng1111aan1lll1!JSUng:nng11(faan.msa"1<.11nso1rans1'/Jauan usa,m-:-:-·-: 
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Nama Lengkap 
Jabatan 

........................... 

Penyedia, 
[PT/CV /Firma/Koperasi} 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggu p dan 
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung. 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli. 

hari kalender sejak Penawaran ini berlaku selama 
tanggal surat penawaran ini. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama __ hari kalender. 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: -------- 
tanggal , dengan ini kami rnengajukan penawaran untuk pengadaan 

fdiisi nama pekerfssnl sebesar Rp _ 

: Penawaran Pengadaan ------- /diisi nams pekerjaan/ Perihal 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pada [K/L/PD/ 

di 

Nomor 
Lampiran 

/Kop Surat} 

A. BENTUK SURAT PENAW ARAN 

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENA W ARAN 

r··::~;-""J1l/'7'eh!llldUanlilli!JSUD!f.'I'ebg3dSUnJaSl~l!HS/JllDDSl"ffl1dSl1'USShl-=--··, 
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Keterangan isi kolom : 
1. Nomor urut 
2. Nama paket pekerjaan 
3. Tahun 
4. Nilai kontrak pekerjaan 
5. Nama instansi pengguna jasa 

No. Nama Paket Pelcerjaan Ta.hun Nilai Insta.nsi Pengguna 

1 2 3 4 5 

DAITAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR 

Form T-2 ini digunakan untuk mencantumkan pengalaman kerja sejenis 10 
(sepuluh) tahun terakhir. 

2. BENTUK DAITAR PENGALAMAN KERJA smENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR 
(Form T-2) 

f csntumksn ursisn dngkas (kurang lebih 2 (dus) halaman) menge.nai Istsr belakang 
dan orgsnisssi peserts dsn pe.nanggung Jawab yang ditugaskan untuk me.ngelola 
peke.tjaan Jasa konsultsnsi ini}. 

DATA ORGANISASI [ Fr/CV /Firma/Koperasi} 

1. BENTIJK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN (Form T-1) 

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS I 
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1. Pengguna Jasa : 

2. Nama Paket Pekeriaan : 

3. Linzkun Produk Utama : 

4. Lokasi Keziatan 

5. Nilai Kontrak : 

6. No.Konh·ak . . 
7. Waktu Pelaksanaan : 

8. Nama Pemimpin Kemitraan (iika ada) : 
Alamat : 
Nezara Asal . . 

9. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing _ Orang Bulan 
Tenaza Ahli Indonesia Oranz Bulan 

10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahli 
Asing Indonesia 

a. (nama perusahaan) __ Orang Bulan __ Orang Bulan 
b. (nama perusahaan) __ Orang Bulan __ Orang Bulan 
c. (nama perusahaan) __ Orang Bulan __ Orang Bulan 
d. (nama perusahaan) __ Orang Bulan __ Orang Bulan 
dst. 

Tenaga ahli tetap yang terlibat: 
Jumlah Orang Bulan Posisi Keahlian 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
dst. 

URAIAN PENGALAMAN KERJA 
10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR 

Form T-3 ini digunakan untuk menguraikan masing-masing pengalaman yang 
dicantumka.n dalam Form T-2. 

3. BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (Form T-3) 

~-,;"J1Jf'Pengadaanun;$Ull!J:'FellJadaan;Jasa 'K.ans(JJ01ns1118lfan11se11a -::-:-,~ ! _,._._:, .. · .. : . ·· .: .. : . · · .; ·: .. ~·-····-···: .,'. _.:· : - -,,.,- .. , . _ . 
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b) Rencana Kelja. Dalam bab ini usulksn kegiatan utsms dsri pelskssnsen pekerfsen, 
substsnsinys dsn jangka wsktu, pentshspsn dsn kctcrktutsnnys, target (termssuk 
persetujusn sementsrs dari Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempo 
penyershsn Ispomn-Iepomn. Program ke1ja yang diusulksn hsrus konsisten dengan 
pendekstsn teknis clan metodolcgl, dsn menunjukksn pemshsmsn terhadap Kerangka 
Acusn Ke1ja dan kemsmpusn untuk menafemshksnnys ke dalam rencsns kerja. 
Dafta1· has11 ke1fa, termssuk Isporsn, gambar ke1ja, tsbe), harus dicsntumksn. Program 
ke1fa ini hsrus konsisten dengan Data Teknis-6 mengensi Jadwal Pelaksanaan 
Peke1jaan. 

c) Organisasi dsn Rencsns Penggunaan Tenaga Ahli. Dalam bsb ini usulksn struktur dan 
komposisi tim. Pesert« hsrus menyusun bidang-bidang pokok dari pekeijaan., tenaga 
ahli inti sebaga.i penanggung jawab, dan tenaga pendukung. 

a) Pendekatan Teknis da.n Metodofog1: Dalam bab ini jelaskan pemshsmsn peserta. 
terhsdsp tujuan kegia.tan, Iingkup serts jasa konsultsnsi yang diperluksn, metodologi 
ke1fa den ursisn detil mengena.i kelusrsn. Peserts hsrus menyoroti permssslshan yang 
sedang dicsriksn fslsn ketusrnys, dan menfelssksn pendckstsn teknis yang sksn 
diadopsi untuk menyelessiksn permssslshan. Peserta juga hsrus menjelasksn 
metodologi yang diusulksn dsn kesesusisn metodologi tersebut dengan pendekstsn 
yang digunakan. 

a) Pendekstsn Teknis dsn Metodologi, 
b) Rcncsn« Kerja, dsn 
c) Organisasi da.n Rencsns Penggunaan Tenaga Ahli. 

IPendekstsn teknls, metodologi dan program kelja adalah kriteris pokok dad Penawaran 
Teknis. Peserta dissrsnksn untuk mcnysflksn detaJ1 penswsrsn teknis (misalnya 50 (lima 
puluh) hslsmsn, termssuk gambar kerja. den diagram) yang dibagi menjadi tiga bab 
berikut: 

5. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA (Form T-5) 

/tanggapi perihsl penyediasn pe1'alatan/matedal/personef/fasi1itas pendukung ofeh 
PPK sesusi dengan Dokumen Seleksi ini meliputi sntu» lain (iika ada): dukungsn 
sdministrssi, ruang ke1fa., trsnsportasi Ioksl, perslstan, data, dsn Jain-lain] 

B. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK 

Icsntumksn dsn jelaskan moditikssi atsu inovssi yang peserts usulksn terhsdsp 
Kerangka Acusn Kelja untuk meningkatkan ldne1ja dalam melaksanakan pekcrfesn 
jasa konsultsnsi ini, misslnys meniadakan kegiatan yang dianggap tidak pcriu, stsu 
mensmbshksn kegiatan Isin, a tau mengusuiksn pentshspsn kegiatan yang berbeds. 
Saran tersebut di atas hsrus disampaikan secsrs singkat clan psdst.] 

4. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN 
PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK (Form T-4) 

A. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA 

r-:-·~·'J111'Fe11g11daanG11gsung:·nngauean"Jat;uimsu1mns1.1Jlll!a11vsehz-:-:-·-c 
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Keterangan: 
1 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, 

laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat 
Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti 
penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara 
terpisah berdasarkan tahapannya 

2 jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok. 

No. Kegiatan1 
Bulan ke-.t 

1 2 3 4 5 n 
1 
2 
3 
4 
5 

n 

JADW AL PELAKSANAAN PEKERJAAN 

6. BENTUKJADWALPELAKSANAAN PEKEigAAN (Form T-6) 
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a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pe.ngalaman saya; 
b. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam 

proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa 
melaksanakan tugas; 

c. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan; 
d. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja; 
e. Saya akan memenuhi sernua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP. 

Pernyataan: 
Saya yang bertandatangan di bawah ini, rnenyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 

Keterangan: 
1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna 
jasa yang bersangkutan. 

7. BENTUK DAFrAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL YANG DRJSULKAN (Form T-7) 

Daftar Riwayat Hidup 

1. Posisi yang diusulkan 
2. Nama Personel 
3. Tempat/Tanggal Lahir 
4. Pendidikan (Lembaga 

pendidikan, tempat dan tahun 
tam at belajar.dilampirkan 
reka man ijazah) 

5. Pendidikan Non Formal 
6. Penguasaan Bahasa : 

a. Bahasa Indonesia 
b. Bahasa Inggris 
c. Bahasa Setempat 

7. Pengalaman Kerja 1 
Tahun ini 
a. Nama Kegiatan 
b. Lokasi Kegia tan 
c. Pengsuna Jasa 
d. Nama Perusahaan 
e. Uraian Tugas 
f. Waktu Pelaksanaan 
g. Posisi Penugasan 
h. Status Kepegawaian pada 

Perusahaan 
1. Surat Referensi dari 

Pengguna Jasa 
Tahun 
a. Nama Kegiatan 
b. Lokasi Kegiatan 
c. Pengguna Jasa 
d. Nama Perusahaan 
e. Uraian Tugas 
f. Waktu Pelaksanaan 
g. Posisi Penugasan 
h. Status Kepegawaian pada 

Perusahaan 
1. Surat Referensi dari 

Pengguna Jasa 

r--:·--=-JUl''l'eU/adaanlangsUn!f.'"l'QR'jiJl/aan;JaSa"J.DHSUlllHSf"lf8d8HlJS3'Ha-:~--_ 
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( ) 
fnamajelasf 

( ) 
/namajelas wakil sah} 

[nsms Penyedia Jasa Konsultansi} 

Yang membuat pernyataan, Mengetahui: 

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya 
diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah 
dipekerjakan. 

r-···-.:"J'/Jf'Peng//lJ88H1"8!1!JSUHJJ:'°l'l!H!J3daan"J8Sl1-XOllSU/tallSllf3lliJ/1V$/Jlla·a:-·~ 
L. · .. .. i.:: .. ~--· "" ., . · _ ·.· .. -·--··· : .. : .: ···--····'··· : .c,' : •• , ••••••• : •••••• , ••••••••• ·- ,., 
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5 Masukan personel dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan. 

Nam a Masukan Personel (dalazn bentuk diagram balolc)5 

No. Orang Bulan Personel 1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 
Nasional 

1 
2 
n 

Subtotal 
Asing 

1 
2 
n 

Subt.ot.al 
Total -= Masukan Jj Masukan Pamh-Waktu 

Penuh- 
Waktu • 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 9. BENTUKJADW AL PENUGASAN TENAGA AHLI (Form T-9) 

I JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI 

Tenaga Ahli 
(Personel Inti) 

Nama Tenaga Ahli Lingkup Posisi Uraian Jumlah 
Perusahaan Orang Personel Lokal/ Asing Keahlian Diusulkan Pekerjaan Bulan 

Tenaga Teknis/ Ana.lis/Pendukung 
(Personel lainnya) 

Nama Tenaga Ahli Lingkup Posisi Uraian Jumlah 
Perusahaan Orang Personel Lokal/ Asing Keahlian Diusulkan Pekerjaan Bulan 

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN 
(DAITAR PERSONEL) 

8. BENTIJK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (Form T-8) 

r:··--•"J1JF'Peng11d88ll1'8ll/SDng:·J'en/ad3iJII :JasaX0!1fUl!Jd§l/8dln·usal1lr---:-·-, 
L: · _._:.:_ ., -·· -; .. -· ·.· : -· ; : .. ~.~-·-· ····- ·-········-···-·--- -----· . 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 



UKPBJ KABUPATEN ~ 

Keterangan: 
1. Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan hams mencantumkan nama personel; untuk Tenaga 

Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya. 

Total Remunerasi 
5 
4 
3 
2 
1 
Tenajta Pendukunjt 
5 
4 
3 
2 
1 
Tena~aAhli 

Jumlah 
(Rp) 

Remunerasi 
(Rp) 

Orang 
Bulan Posisi Nama Personel! 

RINCIAN BIAVA LANGSUNG PERSONEL 

2. BENTUK RINCIAN BIAVA LANGSUNG PERSONEL (Form B-2) 

Terbilang: 

-------------------- Total 

PPN 10% 

Biaya Langsung Non-Personel II 

Biaya Langsung Personel I 

TotalHat&a 
(Ro) Uraian No. 

REKAPITULASI PENAWARAN BIA YA 

1. BENTUK REKAPITULASI PENAW ARAN BIA YA (Form B-1) 

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA 

1-"'."::--:,ywpengt1daan1mrg$Uh!JTl'enga11aan'Jata~bns1J1tansruadanvsa111-:.--- 
L ; . .· .. _.·.· ...... .; ··- ~·--' -- ·-·-·· . __ .. ... ::: __ ,:.: .. , 
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Keterangan: 
Untuk Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan Biaya langsung non-personel dibayarkan berdasarkan 
jenis pengeluaran non-personel yang dapat berupa penggantian sesuai pengeluaran (at oosb, harga 
satuan, atau lumsum. 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I Jenis Biaya Uraian Biaya Saluan Volume Biaya1 (Rp) Jumlah 
(Rp) 

I Biaya Kantor Biaya Sewa 
Kantor ..... ___ ,.,.,. .... ~ ..... __ ..... ___ .. ,,_ _.,.. ......... __ .._,,,_, __ 
Biaya Perneliharaan Kantor -··-·- ... -- ...... ____ ---··- ... --,~ .. -- 

I Biaya Komunikasi ____ ,,,. __ , __ , .... - ..... ·-- .. ,.-~ .. _ ... _. ___ 
Biaya Peralatan Kantor ------·--·-- ·--·------ 

I Biaya Kantor Lainnya ........ -~--·--·-- ··---------- 
Biaya 

I 
Perjalanan Biaya Tiket -·--- ....... , ......... _..,,_, __ . -~ ....... ..w ... ----·- .... - 

Din as 
Uang Harian _,_,,.,..-., .......... - .......... ._._,,,_._ ... -. .. w- .. ~-.-•-· -- 

I Peijalanan Darat - .... ~- ... --,-----·-- -·-·----·---· 
Bia ya Perjalanan Dinas 
Lairmva 

....... ,.._ .. _____ . __ .,.. _ __ ,. _______ 

I Biaya Laporan Laporan Pendahuluan __ ... , ________ .... , ....... ;, _ ............... -.. ........ ____ 
Lanoran Antara ....... . ._ ...... _._ _,......., ............. ~ .. - .. _..,,._.._,..., ..... -·--· 

I Laooran Akhir ·-· . 
Laporan Penyelengaraan 
Seminar --~-----·-·- ·--·-·-·---- 

II Biaya Lainnya 
Biava Laooran Lainnva ·---. .. ,,w,-, ..................... --. 

____ ._ ____ .... _ 
---·---, ........ ..._ ............ .,_ .......... --,..···----·""·-···-- 

3. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL (Form B-3) 

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-P.ERSONEL 
(DIRECT KEIMBURSEABLE COS1) 

r-····-:J7Jf'PenglJ'llaanwngsung?1'eng11uaa11.1asa·iunsu11ans1'/Ja11a11usah1-=--··- 
I -- - . - .. . ..•.. : . - - .: -- . . ..•. .. ·-- : : ., I 

I 
I 
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Keterangan: 
Untuk Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan Biaya langsung non-personel dibayarkan berdasarkan 
jenis pengeluaran non-personel yang dapat berupa penggantian sesuai pengeluaran (at cost», harga 
satuan, atau lumsurn. 

4. BENTUK RINCIAN BIAVA LANGSUNG NON PERSONEL (Form B-3) 

RINCIAN BIAVA LANGSUNG NON-PERSONEL 
(DIRECT REIMBURSEABLE COS1) 

r~·:--=0.YUf'"f'eRglld8l1111Hl1gsung_.~l'enJafliJl1lJ'i18S8"XlJl1S/Jl!ansrl!allanYSl1llil""---~··, 
La-:.: .. .-: ·.: · · · -· .. ."· . _· · : · . .-· _· · · · __ . --· .. ~--·- -·· : · --· ·: -------···- ··-· ., 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I Jenis Biaya Uraian Biaya Satuan Volume Biaya1 (Rp) Jumlah 

(Rp) 

Biaya Kantor Biaya Sewa 
Kantor ---------·- ..... - -·-~--- ... -..·-·-- 
Biaya Pemeliharaan Kantor - 
Biaya Komunikasi ___ ,,,., ... - ...... -----·- -·------ .. ---· 
Biaya Peralatan Kantor _ ......... , .... ,., .... _____ ..,.__ ... __ ----,.-,,···--~-- 
Biaya Kantor Lainnya _ .. _. ________ ,,.,.,_....,....,... __ -·--·-·----- 

Bia ya 
Perjalarum. Biaya Tiket ~ ... ---··--- .. ., ..... _ ..... _ _ __ ,._,,_. ___ 
Dinas 

UangHarian -··-~------·---- ·---·----·- 
Perjalanan Darat ---·----·---,-- .,.._.,..._ _____ ,.,_._ 
Bia ya Perjalanan Dinas 
Lainnva -··-....__.. ............. _., .... ,.,_.,, ... __ _,,__.__ ....... --._ ............. ._. __ 

Biaya Laporan Laporan Pendahuluan -· .. ··--- .... --..._ ... ··-----, ..... .._ 

Lanoran Antara __ ,, .... ___ ..... -- .. 'OJ .. -··---- 
_,,_...., ____ .. _ .... _ 

Laooran Akhir .... ___ - -·· .... _ .... 
" - 

Laporan Penyelengaraan 
Seminar -----·-----·--- .. ··------· --··- 
Biava Laporan Lainnva _____ . ___ ............ -~· -·-·---·-·-- 

Biaya Lainnya -----·-·· .. -· ... ·~- .. _.. .... _<'\·-·-·- .. -··--·-~,---- ..... 
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Itand« tangan], 
nsms Iengksp] 

[Nama Penyedia/ 

____ /tempat/, _/tangga!J [bulan} __ Itshun) 

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia 
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. 

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 
memberikan basil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dalam rangka pengadaan [isi nsms psketl pada /isi sesusi dengsn 
K/L/PDJ dengan ini menyatakan bahwa: 

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

2. akan melaporkan kepada APIP [isi sesusi dengsn /Kementedan/Lembaga/ 
Pemerintsh Daerah/Institusi] dan/ atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di 
dalam proses pengadaan Ini; 

[p11ih yang PT I CV /Firma/Koperasi 
sesusi dsn csntumksn nama} 

Jabatan 

Bertindak untuk 
dan atas nama 

No. Identitas 

____ Insms wakil ssh bsdsn usahaJ 

____ /diisi nomor KTP/SJM/Paspo1'} 

Nama 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

PAKTA INTEGRITAS 

BAB VI. PAKTA INTEGRITAS 

r:·----="J71f'nngadaanJ.m,gsonrnngadaan-.Jasa7.tJ11SU1tan-sr/!aoonun113·~-·:-· 
L .... s .• •-•·· ., .• • ... • ., • • · •.••. : •. : : -· ••• •. -··-·-···· ····· • -- ----~-----··· -·- ~ -· • 
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1. Nama Badan Usaha . . 
2. Status Sadan Usaha . D Pusat D Ca bang . 

Alamat Kantor Pusat . 
No. Telepon . 

3. . 
No. Fax 
E-Mail . 
Alamat Kantor Cabang 

4. No. Telepon . 
No. Fax . 
E-Mail . 

5. Bukti kepemilikan/ penguasaan . 
tempat usaha/kantor 

5. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 

A. Data Administrasi 

1. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangka.t Dserah /bagi pegawai 
Kementeria.n/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti dilusr tanggungan Negara 
ditulis seba.gai berikut : "Saya merupsksn pegawai Kementel'lan/Lembaga/Perangka.t 
Daerah yang sedans cuti diluar tanggungan Negara?'l; 

2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para 
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

4. bad.an usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

Telepon/Fax 

Email 

Ala mat 

Jabatan 

Bertindak untuk 
dan atas nama 

No. ldentitas 

_____ Inems wakil sah badan usaha.J 

____ [dHsi denga11 no. KTP/SIM/Paspor] 

_____ [dHsi sesuaijabatan] 

_________ /diisi nama badan usshs] 

Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI 

BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI 

r·······--;'Jllr'nn1111aanzangson1:'.'/'ettga'daan.1asa"K.onsunans1l!aua11vsal!a-=--~ 
i. . . . . . •.. · .. .....•.. .. : .. :., -·· " · ·····-····· ··--·····-··········· .. ·····"-·• ... ··-··· .. ·····-·····-·-· - - - - 
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1. Jzin Usaha No Tanggal 
2. Masa berlaku izin usaha 
3. Instansi pemberi izin usaha 
4. Klasifikasi Usaha 
5. No. TDP 

D. lzin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

No. Nama nomor Kartu Tanda Penduduk Jabatan dalam Badan Usaha 
(KTP)/Paspor/Surat 

Keterangan Domisili Tinggal 

Z. Direksi/Pengurus Badan Usaha 

No. Nama nomor Kartu Tanda Jabatan dalam Badan Usaha 
Penduduk 

(KTP) I Paspor/ Surat 
Keterangan Domisili Ting.gal 

1. .Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 

C. Pengurus Badan Usaha 

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian 
Perusahaan/ Anggaran Dasar 
Koperasi 
a. Nomor 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 
d. Bukti perubahan 

Icontoh: persetufusn/bukti 
Isporsn dsri Kementerisn Hukum 
dsn HAM untuk yang berbentuk 
PT} 

1. Akta Pendirian Perusahaari/ Anggaran Dasar Koperasi 
a.Nomor 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 
d.Nomor Pengesahan/pendaftaran 

/contoh: nomor pengesahan 
Kementerisn Hukum dsn HAM 
untuk yang berbentu« PT} 

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 

r---·· ·-~·Ju11nngau;,in ti!1tgsung:Pengadaan-;1asa--ionsu1mnsr1Jadarrusana ~ ··· ·· -r :· .. : . . . . . . . . . . . . . . . 
t···.... : -· ·.·~ ....: ·-···~· : .. ,: · · _ ·.. . .. .. , . 
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Kapasitas 
Jcnis a tau Merk Tahun Kondisi Lokasi Bulcti Status No. Fasilitas/Teralatan/ Jumlah output dan pembuatan (%) Sekarang Kepemilikan Perlengkapan pada saat tipc 

ini 
1 2 s 4 5 6 7 8 9 

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlerigkapan [apabila diperlukan] 

Tgl/bln/fhn Tingkat Jabatan Pengalaman Profesi/ Tahun 
No Nama dalam Sertifikat/ lahir Pendidikan pekeriaan Kerja (tahun) keahlian Iiazah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan] 

Tahun. tanggal _ b. Bukti laporan Pajak Tahun 
terakhir 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 

2. Pajak 

nomor Kartu Tanda 
Penduduk Persentase 

No. Nama (KTP)/Paspo1·/Surat Alamat Kepemilikan 
Keterangan Sa ham 

Domisili Tinggal 

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk FI')/Susunan Persero (untuk CV /Firma) 

F. Data Keuangan 

1. Izin _ 
2. Masa berlaku izin 
3. Instansi pemberi Izin 

No, Tanggal _ 

E. Izin Lainnya /apabila dipersyaratlam/ 

[~--~·"J1Jl'Fengad3.anzangsong~nngauea~f a~~:~~:~~,~~s':~~anvsa:~=-.-.~? 
.................. :_,., ·-·~ ·"·····-·· ···-····"·'-·· , ·' .. , ·-. 
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Demikian Formulir lsian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan 
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia 
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata, 
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pembcri Pckerjaan Status Kontrak Progres Terakhir 
Nam a ringkasan Penyedia Nilai No. Pekerjaan lingkup Lokasi Alamat/ dalam No/ Kontrak Prestasi 

pekerjaan Nam a Telepon Felaksanaan Tanggal 
(Rcncana) Kerja 

Pekerjaan (%) (%) 

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 

K. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

Pemberi Tugas/ Tanggal Selesai 
Pejabat Pembuat Kontrak Status Pekerjaan 

Nama Komitmen Penyedia Berdasarkan 
No. Paket Lokasi dalam 

Pekerjaan Ringkasan 
Alamat/ No/ 

Pelaksanaan BA Lingkup Nama Nilai Pekerjaan Kontrak Se rah Pckerjaan Telepon Tanggal 
Teri ma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

J. Data Pengalaman Pekerjaan Sejenis Perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 

Pemberi Status Tanggal Selesai 

Nama Ringkasan Pekerjaan Kontrak Penyedia Pekerjaan 

No. Pakct Lingkup Lokasi dalam Berdasarkan 
Pekerjaan Pekerjaan Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Alamat/ No/ BA 

Nama Telepon Tanggal Nilai Kontrak Se rah 
Te rim a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun walctu 3 tahun terakhir 

r:·-·~ JVf rengaaaanzangsunf:'1'enJ1adaan,1asa1:u11su11sns1uHdap-us;J11a ~-~-····, 
I . . . ·.. . .. · . . 
t.,. , , , ~-·-· ,. :.: "·-· , ..•. : •... ,.··- .: -··--~·· ·-· · , ..• · ,. ·'-·-. 
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(nama lengkap wakil sah badan usaha) 
fjabatan dslam badan usshs] 

frekatkan metersi Kp6.000,­ 
tends tangan/ 

PT I CV /Firma/Koperasi 
_________ [p11ih yang sesuai clan csntumksn nsmsl 

Itempst], __ftangga!J {bu/an} __ Itehun] 

r--:-::7J1Jf''f'engadaanJ,;mgsun§:'Pengad8an-;1asa"Konso1rans1'/lada1rus11na·---., 
l:.,_, __ , __ .•. ,_ _: ~-· .. , .. _,,-- .. , , , : .. : : ~: .. , .. _ _; 
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SATUAN KERJA : 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK : 

Nama PPK: 

Nama Penyedia: 

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANG SUNG 

PAKET PENGADAAN : TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 
: 

NO MOR BERITA A CARA BASIL PENGADAAN J..ANGSUNG 
: 

TANGGAL BERITA A CARA HAS IL PENG AD MN LANCSUNC 

SUMBER DANA: fsebagai contoh, csntumksn "dibebsnksn alas Df PA/DPA 
Tshun Angga1.1n __ untuk mats anggaran kegiatan 

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 
( rupiah). 

Jenis Kontrak: 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Itsnd« ta.ngan dsn cap (jika sslinsn {tanda tangan den cap (lika. sslinan a.sli ini untuk 
asli ini untuk Penyedi« msks rekstksn proyek/sstusn kezja Pejabat Pembuat Komitmen 

mete1-aiRp 6.00('7-)] maks rekstksn metersi Kp 6.000,- )} 

tnsma lengkapl 
Iasm« lengka.pl [laba.tan} 

[fabata.n] 

SYARATUMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

1. LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalarn jangka 
waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai 
SPK. 

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik 
Indonesia. 

[kop sumt sstuan ke1ja Pejabat Pembuat Komitmenl 

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

.--··~sOl'YengadaanJ.l111!JSYnff:"P!11gat1aan-;,asa-xonsu1,an-stt1auanusalfil-:•·~·-:, L . .:, : ·-- -----•---·. __ --. · :~.: .. .: .i..: : ·- --- 
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9. ASURANSI 
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai 

dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya 

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, 
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain 
yang tidak dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam 

biaya SPK. 

10. PENUGASAN PERSONEL 
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui 
oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini. 

8. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau 

pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 
b, Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum 

dalam SPMK. 
c. Penyedia hams menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena 

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut 
kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas 
penyedia dengan adendum SPK. 

7. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau rnensubkontrakkan sebagian atau 
seluruh pekerjaan, Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal 
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (me1ge.n atau akibat 
lainnya. 

6. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan 
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. 
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK. 

5. HAK KEPEMILIKAN 
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau 

disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika 
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal 
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK 
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada 
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan Iagi oleh penyedia. Semua peralatan 
tersebut hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada 
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

4. BIAVA SPK 
a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead 

serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). 
b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi 

penawaran biaya. 

3. PENYEDIAJASA KONSULTANSI MANDIRI 
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta 
pekerjaan yang dilakukan 
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14. W AKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai 

pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan program mutu, sert:a menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 
pada tanggal penyelesaian yang ditet:apkan dalam SPMK. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena 
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda 
keterlambatan. 

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK 
memberikan tambahan er anian an waktu en elesaian peke1·aan. 

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa 

batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses 
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut 
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita 
acara penyerahan akhir: 
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel; 
2) cidera tubuh, sakit a tau kematian Personel; dan/ a tau 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian 

pihak lain. 
b. Terhitung sejak tanggal mu1ai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan 

berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan 
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban 
penanggungan dalam syarat ini. 

12. PENGA WASAN DAN PEMERIKSAAN 
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak 
lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekeriaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhada.p kemajuan 

pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. 
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, 
seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian 
sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi 
pekerjaan harian. 

c. Laporan harian berisi: 
1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 
3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang 

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh 
konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil 
kemajuan fisik pekeriaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang 
perlu ditonjolkan. 

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil 
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang 
perlu ditonjolkan. 

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto 
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 
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18. PERPANJANGAN WAKTU 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui 

tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal 
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan 
Pen awas Pekeriaan mem r anian ta al en elesaian ekeriaan secara tertulis. 

17. PERISTIW A KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hat sebagai berikut: 

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/ atau instruksi 

sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke Iokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian 

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 
8) ketentuan lain dalam SPK. 

b, Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar 
ganti rugi dan/ atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan 
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat 
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika 
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa 
Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu 
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk rnemberikan 
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa 
Kompensasi. 

16. PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi 

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, 
meliputi: 
1) menambah atau rnengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 
3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 
4) mengubahjadwal pelaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti 
Pelaksanaan Kontrak. 

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal 
penyelesaian semua pekerjaan. 

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia rnengajukan permintaan 

secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil 

pekerjaan. 
c. PPK dalam melakukan perneriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas 

pekerjaan dan/ a tau tim teknis. 
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat basil pekerjaan, 

penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 
e. PPK menerima basil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan SPK. 
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah 

pekerjaan selesai. 
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21. DENDA 
a. lika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam 'an ka waktu elaksanaan pekerjaan 

Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK. 
b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan 

penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 
19. PENGHENTIAN DAN PEMUTIJSAN SPK 

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar, 
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan 

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan 

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan 
selanjutnya menjadi hak milik PPK; 

2) biaya langsung demobilisasi personel. 
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar 
oleh instansi yang berwenang; 

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam 

program mutu serta tanpa persetujuan PPK; 
6) penyedia berada dalam keadaan pailit; 
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali; 
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalarn jangka waktu 

yang ditetapkan oleh PPK; 
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan 

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) 
had; dan/ a tau 

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan 
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. 

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka 

dicairkan (apabila diberikan); 
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau 
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

f. Dalam hat pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan 
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam 
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

20. PEMBA YARAN 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 

ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan Isistem bulsnsn/sistem tcrmitt/pembsysrsn 

secsrs sekaligus], 
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak; 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan 
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran 
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi 
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk 
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal 
yang sedang menjadi persellsihan. 
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23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan 
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak 
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan 
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan 
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini 
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeriaan. Jika perselisihan tidak 
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan rnelalui 
Layanan Penye1esaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri. 

karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk 
membayar denda kepada PPK sebesar 1I1000 (satu permit) dari nilai SPK (tidak 
termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan. 

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan 
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual 
Penyedia. 
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----- f PA/KPA K/L/PDJ 
____ /APIP K/L/PD] 
_____ [Pejabat Pengadaan] 

Tembusan Yth.: 
1. 
2. 
3 . 
......... dst 

lnama Jengkapl 
{jabatan} 
NIP: _ 

/tanda tanganf 

Satuan Kerja _ 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara 
diharuskan menandatangani SPK paling Iambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun 
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa. 

tanggal Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 
tentang dengan basil negosiasi harga sebesar Rp _ 

( ) kami nyatakan diterima/ disetujui. 

Perihal : Penunjukan Penyedia jasa Konsultansi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan 

Kepada Yth. 

di _ 

Nomor: _ 
Lampiran : _ 

/kop SUJ'BI K/L/PD] 

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA 

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN 
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[tanda tanganf 

[nama lengkap/ 
fjabatanf 

Untuk dan atas nama [nsms Penyedis] 

Menerima dan menyetujui: 

I 'tands tangan] 

fnama lengkapl 
{jabatanf 
NIP: _ 

Untuk dan atas nama _ 
Pejabat Penandatangan Kontrak 

----,~----- 

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan 
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai 
SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK. 

5. 

Waktu penyelesaian: setama _ (._ ) hari kalender dan pekerjaan hams 
sudah selesai pada tanggal _ 

4. 
Syarat-syarat pekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK; 3. 
Tanggal mulai keria: _ 2. 

l. Paket pengadaan: _ 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

------- Inama PenyediaJasa Konsultsnsil 
_______ [nlsmst Penyedis Jasa. Konsultsnsi] 
yang dalam hal ini diwakili oleh: _ 
selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

nomor ____ , bersama ini tanggal berdasarkan SPK 
memerintahkan: 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
------- [nama Pejabat Penandatangan Kontrsk] 
------- fjabatan Pejabat Pena.ndata.nga.n Kontrak} 
_______ [alamat satuan kerJa Pejabat Penandatangan Kontmk] 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 
Nomor: _ 

Paket Pekerjaan: _ 

/kop surst sstuan kerja K/L/PD} 

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA 
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- Pengadaan Langsung - 
/Untukyang menggunsksn Surat Pcrintsh Kerja (SPK)J 

Pengadaan 
Jasa Konsultansi 

Perorangan 

Standar Dokumen Pemilihan 

D. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan langsung Pengadaan Jasa Konsultansi 
Perorangan 
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Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: _ 

Tahun Anggaran: _ 

Pejabat Pengadaan pada 

Pengadaan 

untuk 
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........................... I [nama lengkap} 

[tanda tangan] 

Pejabat Pengadaan pada [K/L/PDJ 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat 
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan 
Dokumen Penawaran. 

No Keziatan Hari/Tan~al Waktu a. Pemasukan dan Pembukaan _l __ s.d._l_ __ s.d._ 
Dokumen Penawaran 

b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan _! 
Nezosiasi Harga 

c. Penandatanganan SPK I 

Saudara diminta untuk memasukan penawaran adrninistrasi, teknis dan harga, secara 
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

2. Pelaksanaan Pengadaan 
Tempat dan alamat [Nuang7 Gedung, Lsntsi.fstsn, dstf 
Telepon/Fax 
Webs1re 

/ _____ Tahun Anggaran __ 
:Rp. ( ) 

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut: 

1. Pak:et Pengadaan 
Nama paket pengadaan 
Lingkup pekerjaan 
Nilai total HPS 
Sumber pendanaan 

pada Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan 
___ [K/L/PDJ Tshun Anggaran _ 

di ---- 

I 
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1: Kepada Yth. 

---- 20 __ Norn or __ 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

fkop sumt K/L/PD/ 

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 
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4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada 
angka 4.1 antara lain meliputi: 
a. Pengurus/rnanajer koperasi merangkap sebagai Pejabat 

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada 
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Daerah. 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan 
baik langsung maupun tidak Iangsung mengendalikan 

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan 
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, 

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini 
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak 
melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk 

dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang 
bertentangan dengan Ookumen Pengadaan Langsung, 
dan/atau peraturan perundang-undangan; 

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi 
persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini. 

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana 
tercantum dalam LDP. 

1.10 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1.9 Website Satuan Ke1ja/Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam 
LOP. 

1. 7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam 
LOP. 

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana 
tercantum dalam LOP. 

1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan 
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang 
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai Kerangka 
Acuan Kerja dan harga sesuai kontrak. 

1.4 Jenis kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP. 

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LOP. 

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum 
dalam LOP. 

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan 
Jasa Konsultansi dengan kode Rencana Umum Pengadan 
(RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP. 

4. Larangan 
Pertentangan 
Kepentingan 

3. Perbuatan yang 
Dilarang dan 
Sanksi 

2. Sumber Dana 

A.UMUM 

1. Lingkup 
Pekerjaan 

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (HCP) 
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8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari: 

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, 
Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan 
Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli. 

8. Dokumen 
Penawaran dan 
Kualifikasi 

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAW ARAN 

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari : 
a. Undangan Pengadaan Langsung; 
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP); 
c. Lembar Data Pemilihan (LOP); 
d. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
e. Bemuk Dokumen Penawaran: 
f. Pakta lntegritas; 
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan 
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). 

7. lsi Dokumen 
Pengadaan 
Iangsung 

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG 

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi 
Perorangan, meliputi: 
a. Memiliki pengalaman: 

1) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, 
metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa 
menggambarkan kesamaan); dan 

2) Nilai pekeriaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 
(sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% 
(lima puluh persen) nilai total HPS. 

b. Jenjang pendidikan; 
c. Memiliki sertifikat keahlian/teknis; 
d. Pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau 
e. Memiliki kompetensi sesuai bidangnya. 

Persyaratan kualifikasi administrasi/Iegalitas meliputi: 
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu 

Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili 
Tinggal; 

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; 

c. menandatangani Pakta Integritas; dan 
d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi: 

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam; 
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan; 
3) kepentingan pihak yang terkait; 
4) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang 

menjalani sanksi pidana; dan 
5) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang 

bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara 

6. Persyaratan 
Kualifikasi 
Teknis Peserta 

5. Persyarat.an 
Kualifikasi 
Administrasi/ 
Legalit.as 
Peserta 

B. PERSYARATAN KUAUFIKASI 

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus 
badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar 
tanggungan Negara. 

atau menjalankan badan usaha Penyedia. 
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a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : 
1) tanggal; 
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum 

dalam LOP; 
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan 
4) tanda tangan oleh : 

a) direktur utama/pimpinan perusahaan; 
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan 

perusahaan/yang nama penerima kuasanya 
tercantum dalarn akta pendirian/ anggaran dasar; 

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan 
perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam 
akta pendirian/ anggaran dasar, sepanjang pihak 
lain tersebut adalah pengurus/karyawan 
perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja 
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian 
wewenang yang sah dari direktur 
utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta 
pendirian/ anggaran dasar; atau 

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh 
kantor pusat. 

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan 
kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan). 

8.3 Dokumen Penawaran Teknis untuk peserta yang berbentuk 
badan usaha terdiri dari. 
a. Unsur pengala man perusahaan, yang terdiri dad sub unsur 

1) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis; 
2) Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama; 
3) Nilai pengalaman mengelola kontrak; dan 
4) Kemampuan menyediakan fasilitas utama (apabila 

diperlukan). 
b. Unsur proposal teknis, yang terdiri dari sub unsur : 

1) Pendekatan teknis dan metodologi: 
a) Pemahaman atas Iingkup pekerjaan yang tercantum 

dalam KAK; 
b) Kualitas metodologi yang menggarnbarkan: 

(1) Ketepatan Analisa yang disampaikan dan langkah 
pemecahan yang diusulkan 

(2) Jnovasi 
(3) Dukungan data 

2) Rencana kerja: 
a) Program kerja; 
b) jadwal kerja, dan 
c) jangka waktu pelaksanaan. 

c. Unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub unsur : 
1) Tingkat pendidikan; 
2) Pengalaman profesional; 
3) Sertifikasi profesional; (apabila diperlukan) 
4) Penguasaan bahasa asing; (apabila diperlukan) 
5) Penguasaan bahasa setempat (apabila diperlukan) 
6) Pengenalan Penguasaan situasi dan kondisi di lokasi 

pekerjaan setempat (apabila diperlukan). 

8.4 Dokumen Penawaran Harga berupa Rincian harga 
penawaran yang terdiri dari: 
a. Rekapitulasi penawaran biaya; 
b. Rincian biaya langung personel; 
c. Rincian biaya langsung non-personel. 

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta lntegritas dan 
Formulir lsian Kualifikasi harus diisi lengkap dan 
ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada 
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11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi : 
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan 

administrasi, apabila surat penawaran memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 

huruf a butir 4); 
2) mencantumkan penawaran harga; 
3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak 

kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; 
dan 

4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 
tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum 
dalam LDP. 

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, 
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung 
gaga], dan mengundang Pelaku Usaha lain. 

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan: 
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; 
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas 

dan Formulir Isian Kualifikasi, seseuai dengan 
persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6. 

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan 
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan 
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. 

11.3 Evaluasi Teknis : 
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi 

persyaratan administrasi dan kualifikasi. 
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang 

ditetapkan sebagaimana yang tercantum di KAK. 
c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem 

gugur (pass and fail). 

teknis dan harga. 
klarifikasi dan negosiasi c. 

Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang 
meliputi: 
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi; 
b. evaluasi teknis; dan 

11. Evaluasi dan 11.1 
Negosiasi 
Penawaran 

10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen 
penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan 
Langsung. 

10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen 
Penawaran, yang meliputi: 
a. Surat penawaran 
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); 
c. Dokumen penawaran teknis; 
d. Dokumen penawaran harga; 
e. Pakta Integritas; dan 
f.Formulir Isian Kualifikasi. 

10. Pembukaan 
Penawaran 

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EV ALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada 
Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan 
Langsung 

9. Penyampaian 
Dokumen 
Penawaran 

klausul 8.2 huruf a butir 4). 

E. PENYAMPAIAN DOJCUMEN PENAWARAN 

j -. - SOPPengad11an La;su~g~P.engailaan Jasa.Konsultanii Piroranfen , 
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13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepad.a calon Penyedia dan 
memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE. 

13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, 
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat 
Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK 
dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama 
terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung. 

13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengarnbilan 
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA 
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai 
kesepakatan. 

13.3 Dalam hal PPK menyetujui basil Pengadaan Langsung, maka 
PPK menerbitkan SPPBJ. 

13.1 Pejabat Pengad.aan menyampaikan laporan hasil Pengadaan 
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara 
Hasil Pengad.aan Langsung. 

13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas 
laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan: 
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sud.ah dilaksanakan 

sesuai prosedur; dan 
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan Kontrak. 

13. Penerbitan 
SPPBJ 

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK 

12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan 
Langsung. 

12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal 
sebagai berikut: 
a. tanggal dibuatnya Berita Acara; 
b. Nama dan alamat peserta; 
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi; 
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan 
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila 

ad.a). 

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal 
yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di KAK. 

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap 
Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada 
klausul 8.3. 

f.Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat 
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan 
mengundang Pelaku Usaha lain. 

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga: 
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi 

teknis dan harga. 
b, Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat 

Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi, 
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai 

kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan 
Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang 
mengundang Pelaku Usaha lain. 

12. Pernbuatan 
Derita Acara 
Hasil 
Pengadaan 
Langsung 

r- .. ··-···-- .. -- ...... ---·---- ...... ·-·-----·- .. -·--······ .... ·-·-·---···-- ....... ,. ... - ... - . ····-·-···-- 
! . . : SOP Pengat!aan LaniJsung ;' Pengadaan Jasa Kons'uhiinsl Perorangan • ·. • : 
L ~: --- .. ·.· .·· •. -· .. - : -·· : : - .. . 
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I 

I 
I 
I 

1: 
Ii 
I: 
I 
I. 
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II 
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I: 
1: 
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14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama 
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 
huruf a butir 4. 

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang 
meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf 
serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. 

14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada 
bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 

2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada 
bagian yang ditandatangani oleh PPK; 

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila 
diperlukan. 

14. Penandatangan 14 .1 
-anSPK 

r-·-····---·- .. ·. -. :-. - .. -·--·-··- .--··--···--.--·.--·-··----- .-----··-- ··---·---.- . 
! · · . -SOP Pengsdaen Langsung: Pengsilain Jasa Konsultansi Peroranjan - ·. 
! __ • ·• •.•. : .•. ., : •••• .•. ~~---o•· ~.· •• ,. , ••• • .,., ,.,.· •••• • .-., • ·• ~ : 
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Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA 
__ [Satuan Ke1ja/ Tahun Anggaran __ 
/d1i'si sumber dens dsn tshun anggaran yang sesusi dokumen 
anggamn] 

Masa berlaku surat penawaran: 
__ ( ) hari kalender 
Idiis! wsktu yang diperiuksn untuk proses Pengadaan 
Langsung ssmpsi dengan pensndstsngsnsn SPKJ 

Website Aplikasi SPSE _ 
/contoh: JpseJkpp.go.id] 

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah: _ 

Alamat Pejabat Pengadaan: _ 

Jenis Kontrak yang digunakan: _ 
/diisi dengan Kontmk Lumsum/Wsktu Penugasan] 

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: ------ 

Nama Pejabat Pengadaan: _ 
fdiisi nsms Pejabat Pengadam1, contoh : Pejabat Pengadaan 
sekretsrisr Utsme LKPP] 

Uraian singkat paket pengadaan: _ 
[diisi dengan ureisn secsm singhlt dsn jelas pekerjalln yang 
sksn dilskssnsksn] 

9. DOKUMEN 8.2.a 
PENAWARAN 
DAN 
KUALIFIKASI 

2. SUMBER DANA 

1.10 

1.8 

1.9 

1.6 

1.7 

1.4 

1.2 Nama paket pengadaan: _ 

1.3 

No. IKP lsian Ketentuan 
1.1 Kade RUP: ---- 

LEMBAR DATA PEMILIHAN 

BagianIKP 
1. LINGKUP 

PEKEigAAN 

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 

r-····-------- .. ···--··-·············-·-·--·----··-·-·····--·····--··-·-···---··--··---·-------· 
· .•·.· ; SiJP Pengatlaaitlangsung _: Pengat!aanJaseKonsultansi Perorangan · • 

L :. _:. .. .. .. . . . -· . . . .. . ······· : ..... -: . . . .. :: .. :. -- : ... : 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

1: 
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I 
I 
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II 
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II 
II 
II 



UKPBJ KABUPATEN ~ 

t Uraian Pendahuluan memual gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
2 Data pcnunjang terdiri dari data yang berkaitan dcngan pelaksanaan pekeriaan. 
s Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan kcluaran lain. 

15. Lingkup 
Kewenangan 
Penyedia Jasa 

14. Peralatan dan 
Material dari 
Penyedia Jasa 
Konsultansi 

13. Peralatan, 
Material, Personel 
dan Fasilitas dari 
Pejabat Pembuat 
Komitmen 

12. Keluaran3 

Ruang Lingkup 

11. Lingk:up Kegiatan 

10. Referensi Hukum 

8. Standar Teknis 

9. Studi-Studi 
Terdahulu 

---.--"'.- ......... ·-----·--·---- ... ,,,...., ........ _J_,.......,_,.. __ , __ .. .. _ 7. Data Dasar 

Data Penunjangz 

Satuan Kerja: _ 

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: _ 

pendanaan: sumber dari dibiayai ini Kegiatan 

6. Namadan 
Organisasi Pejabat 
Pembuat Komitmen 

5. Sumber Pendanaan 

4. Lokasi Kegiatan 

3. Sasaran 

1. Latar Belakang 

2. Maksud dan Tujuan 

Uraian Pendahuluant 

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

r .-·. --· :·-·· "" · .. ··········-··-- ...... ·•·• ... ···--····· ....•.. :··-· :··-· :·. ..... . ----·-···-·-· ! . · SOP P~ngsda~n Langsuilg :- Pengatfaan Jass lan$iJhansi Pero,wngan · . · . 
L .. · : : .. : .. , :.: · .: . ··-:.: ·.: -._ ~ . ·,: :.· ' · . .- _ _- .: . . - -- · · : .. 
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I 
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I 

I 
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I 
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4 Khusus untuk Metode Evaluasi Pa.gu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan. 

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka 
alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat 
Pembuat Komitmen berikut: 

------ , _..,...,. .. _, , , -.--_.-..._ .. __ .., ~ .. ,..- .. _.,._ .. _,,._ .. ,....,_ __ ~ -._· __ ._ .. 

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan 
berikut: 

24. Alih Fengetahuan 

23. Pedoman 
Pengumpulan 
Data Lapangan 

Laporan Akhir memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ ( ) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 
< ) buku laporan dan cakram padat (compact disc) 
(jika diperlukan). 

Ha} .. Hal Lain 

Laporan hams diserahkan selambat-larnbatnya: _ ( ) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak _ 
( ) buku la poran. 

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: 

Laporan Bulanan memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ ( ) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 
( ) buku laporan. 

Laporan Pendahuluan memuat: _ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: _ (.._ ___,) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (._ ) 
buku laporan. 

22. Laporan Akhir 

21. Laporan Antara 

20. Laporan Bulanan 

19. Laporan 
Pendahuluan 

Laporan 

,..,.,..,,.,.-.-=--c•.,,.., _ __.~, .. ~,--·,.......•- . .-----.,,.,.,,.._,,,,_,,_,,._ ... _.,,_.....~,.,.. ..... _,.,,,,.._....., __ ,._.,,,,,........, __ .....,_• 

·--·-··---- ·-·-- .. _,, ,.' __ .. .. .. .,.. ... ---·---_.... .. , ... ,....,,..,,..,. __ .. _ 
Tenaga Ahli: 

Jumlah 
Orang Bulan- 

Kualifikasi Posisi 

-~ • ..-,,u,,_,.......,., .. .,._.;_......,,.,,••-•.-·---••_,..,,.,.,..,..,.__,_.,._.,_,_..__.,.,.__..,.,...._., . ,_.._,....,,,..,.... __ ..,-.,,....., 

18. Jadwal Tahapan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

17. Personel 

16. Jangka Waktu 
Penyelesaia.n 
Kegiatan 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Nilai Tahun Insta.ns.i Pengguna Nama Paket Pekerjaan No. 

DAITAR PENGALAMAN KERJA SqENIS 
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR 

Form T~ 1 ini digunakan untuk mencantumkan pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) 
tahun terakhir. 

1. BENTUK DAITAR PENGALAMAN KERJA sqENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (Form 
T-1) 

Nama Lengkap 
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

.......................... 

Penyedia, 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan 
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalarn Dokumen Pengadaan Langsung. 

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap 
dokumen asli. 

hari kalender sejak Penawaran ini berlaku selama __ 
tanggal surat penawaran ini, 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekeriaan tersebut di atas. 

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama __ hari kalender, 

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _ 
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan 

[diisi nsms peke1jaan] sebesar Rp _ 

: Penawaran Pengadaan ------- /diisi name pckerfesn] Perihal 

di 

Kepada Yth.: 
Pejabat Pengadaan pada [K/L/PD] 

Nomor 
Lampiran 

/KopSuratJ 

D. BENTUK SURAT PENAWARAN 

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENA W ARAN 

r··. --- . ·--·····. --- -·- _.. .. .------ .. - . . . . 

t.__ · .. -· ~O~P.:~~ar a3.n Langsung;· rr: Jas9.~o~~~~nsi P8-!~~~g°.~ -~ . : : 
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[csntumksn dan felssksn modifikasi stsu inovssi yang peserm usulksn terhadsp 
Kerangka Acusn Ke1ja untuk meningkatkan kinerja dalam melskssnsksn pekezjaan 
Jasa konsultsnsi ini, misslnys menisdsksn kegia.tan yang dianggap tidsk perlu, stau 
mensmbshksn kegiatan lain, atau mengusulksn pentshspsn kegiata.n yang berbeds. 
Saran tersebut di atas hsrus disampaikan secsrs singkat dan psdst.] 

A. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA 

3. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN 
PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK (Form T-3) 

1. Penzzuna Iasa 

2. Nama Perusahaan : 

3. Nama Paket Pekeriaan . 
4. Linzkun Pekeriaan : 

5. Lokasi Keziatan . . 
6. Nilai Kontrak : 

7. No. Kontrak 

8. Waktu Pelaksanaan . . 
9. Posisi Penuzasan : 

10. Status Kepezawaian pada Perusahaan : 

11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : 

URAIAN PENGALAMAN KERJA 
SEPULUH TAHUN TERKAHIR 

Form T-2 ini digunakan untuk menguraikan masing-masing pengalaman yang 
dicantumkan dalam Form T-1. 

2. BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA Sf;JENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (Form 
T-2) 

Keteranga n isi kolom : 
1. Nomor urut 
2. Nama paket pekerjaan 
3.Tahun 
4. Nilai kontrak pekerjaan 
5. Nama instansi pengguna jasa 

1 2 3 4 5 

t. ··---···.--. -.-··. ···--·. ·-."····.··--·-· .-··- ". ·-. ---·.-··- .·-·-·--- . ---- ! ·. .· - SOP Pengsdaaillsligsung: Pengatfaan Jasa Konsu/tansi Perol'8ngan · · · 
l.: : · :·,· ·.··. :.·:.~ :·.:··········- · · .c , · ·.. . - ·-- ······-·-···-·-·-·· 
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Keterangan: 
1 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, 

laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat 
Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka keglatan seperti 

No. Kegiatan1 Bulan ke-i 
1 2 3 4 5 n 

1 
2 
3 
4 
5 

n 

JADW AL PELAKSANAAN PEKERJAAN 

5. BENTUKJADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (Form T-5) 

b) Rencsns Ke1j'a. Dslsm bab ini usulksn kegiata.n utsms dad peleksansan peke1faan, 
substansinya den jangka wsktu, pentshspsn dsn keterksitenny», taiget (termssuk 
persctufusn sementars dsri Pejabat Pembust Komitmen), dsn tanggal jstuh tempo 
penyerahan Isporsn-lsporsn. Program ke1ja yang diusulksn hsrus konsisten dengan 
pendekstsn teknis dsn metodologi, dsn menunfukksn pemshsmsn terhsdsp Kerangka 
Acusn Ke1ja dsn kemsmpusn untuk menerfemshksnnys ke dalam rencsns ke1ja. 
Dafiar hasil kerja, termssuk laporsn, gambar ke.!Ja, tabel, hsrus dicsntumksn. 
F'lvgram ke1j'a ini hsrus konsisten dengan Data Teknis-5 mengenai Jadwal 
Pctskssnssn Pekeljaan. 

a) Pendekatan Teknis dan MetodologL Dala.m bab ini jelaskan pemshsmsn peserts 
terhsdsp tufusn kegiatan, lingkup serts jasa konsultsnsi yang diperluksn, metodologi 
ke.1ja dsn ursian deti! mengenai kelusren. Peserta hsrus menyoroti permssslahsn 
yang sedang dicarikanjalan kclusrnys, dsn menjelaskan pendekstsn teknis yang sksn 
disdopsi untuk menyelesaikan permssslshsn. Peserta juga hsrus menjelaskan 
metodologi yang diusulksn den kcsesuaisn metodologi tersebut dengsn pendckstan 
yang digunakan. 

a) Pendekstsn Teknis dsn Metodofog4 
b) Renc11na Ke1fa, den 

/Pende.katan teknis, metodofogi dan pl'ogram ke1ja adalah kriteria pokok dad Penawaran 
Teknis. Peserta dissrsnksn untuk menyajikan deta11 penswersn teknis (misalnya 50 (Iim« 
puluh) hslsman, termssuk gambar kelja dsn diagram) yang dibagi menjadi dus bab 
berikut: 

4. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA (Form T-4) 

[tanggapi perihs! penyedissn peralatan/materia.l/personel/fasl7itas pendukung ofeh 
PPK sesusi dengsn Dokumen Se/eksi ini meliputi sntst» Jain (Jil<:a ada): dukungsn 
administras1~ ruang kelja, trsnsportssi Ioksl, persiuen, data, den fain-fain} 

B. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI 
PPK 

i··-. . .. ----·. ······. --·-. . ··········-·"- . ··-·--··.···--·--·· ·-·---·--·--·-- "" _ .. __ . -·-····. 
! : .. : .. :.~SfJP Pengadaan ~ng~vngf en~~'::~~ (~sa Konsulmnsi ~~~~g~~ .~ .. · .. : 

. ·-··· -·---··"·-······ ···,-··· ·-. 
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Pernyataan: 
Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 
a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya; 
b, Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam 

proposal penawaran, kecuali terdapat per.masalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa 
melaksanakan tugas; 

c. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan; 
d, Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja; 
e. Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP. 

7. Pengalaman Kerja! 
Tahun ini 
a. Nama Kegiatan 
b, Lokasi Kegiatan 
c. Pengguna Jasa 
d. Nama Perusahaan 
e. Uraian Tugas 
f. Waktu Pelaksanaan 
g. Posisi Penugasan 
h. Status Kepegawaian pada 

Perusahaan 
i. Surat Referensi dari 

Pengguna Jasa 
Tahun 
j. Nama Kegiatan 
k. Lokasi Kegiatan 
I. Pengguna Jasa 
m. Nama Perusahaan 
n. Uraian Togas 
o. Waktu Pelaksanaan 
p. Posisi Penugasan 
q. Status Kepegawaian pada 

Perusahaan 
r. Surat Referensi dari 

Pengguna Jasa 

1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna 
jasa yang bersangkutan. 

Penguasaan Bahasa : 
a. Bahasa Indonesia 
b. Bahasa lnggris 
c. Bahasa Setempat 

1.. Posisi yang diusulkan 
2. Nama Personel 
3. Tempat/Tanggal Lahir 
4. Pendidikan (Lembaga 

pendidikan, tempat dan tahun 
tamat belajar,dilampirkan 
rekaman ijazah) 

5. Pendidikan Non Formal 
6. 

Daftar Riwayat Hidup 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 6. BENTUKDAITARRIWAYAT HIDUPTENAGAAHLI (Form T-6) 

penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara 
terpisah berdasarkan tahapannya 

2 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok. 

r--·.. . ··-··. ---. ·----- ..... ·. - .... ·-. ·----. ··. ------··-· . ·- .-·-· . ·- . ..·------···-. . --··-- . l •. : .: ... :-:~o~'.e~gao9.an_ 'Cg~u?_: pr1.~d~~~ ~~~~ _1°.:suha~~~~e~~8.:~an·_: __ : 
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No. Uraian Total Harga 
(Ro) 

I Biaya Langsung Personel ··------------- 
II Biaya Langsung Non-Personel -------····-- .. -· ... ··--·--- 

1. BENTUK REKAPITULASI PENA W ARAN BIA YA (Form B-1) 

REKAPITULASI PENAWARAN BIAVA 

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA 

( ) 
lnama jelas] 

Yang membuat pernyataan, 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi 
untuk Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan usulan jadwal 

penugasan saya dari bulan tahun sampai dengan bulan tahun 
____ dengan posisi sebagai tenaga ahli ------- 

Nam a: _ 

Alamat =----------------- 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 7. BENTUKSURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN ( Form T-7) 

( ) 
f .nsms jelas/ 

Yang membuat pernyataan, 

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya 
diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah 
dipekerjakan. 

i < . - SOP Pengatlaan la;;;;ng.:·Pengat!aen Jasa:Konsulansi Perorongan • .·. . : 
L .. ., : - :·> .. : _.·.- .. ·· : .. _· . .-· .:.:_ · -·. · .. , ,.: .. , .. _:.:._: : ,._.:_:,._ .. : .. : .. - .: .. · .. s_ , : .. 
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Keterangan; 
Untuk Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan Biaya langsung non-personel dibayarkan berdasarkan 
jenis pengeluaran non-personel yang dapat berupa penggantian sesuai pengeluaran (at cosb, harga 
satuan, atau lumsum. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I Jenis Biaya Uraian Biaya Saluan Volume Biaya1 (Rp) Jumlah 
(Rp) 

I Biaya Laporan Laporan Pendahuluan ..... ------·----- ..... -, .. .... ~,,.- ... ---·--- ..... -- . 
Lanoran Antara .. ,_ ........... -~ ............ - ..... -...~ ......... ----· -···---- 

I Laporan Akhir - -· :.-·--· - - ------ 
La po ran Penyelengaraan 
Seminar .,.......,, .... - ..... ·----····----· ... . ......... _.,.,,.. . ..._ ...... ..._ ...... _ 

I Biava Iaporan Lainnva ., __ ,. .... _,..,....._,....,....,,,,,,__,.ww•-• ..... .,, ........ ---~ ..... ~--- 
Biaya Lainnya ...... -·--·--.- ..... - ... ,- ....... ·-··--·- .. ·-·--- ..... 

3. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL (Form B-3) 

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONEL 
(DIRECT REIMBURSEABLE COS'/) 

Nama Personel I Posisi I Orang 
I 

Remunerasi Jumlah 
Bulan (Rp) (Rp) 

Tena.~a. Ahli 

l I ·-··------·--'·- I -----.-.-- ..... -, ... _ ... _N_"_W_ 
Total Remunerasi ----- .. -- 

2. BENTUK RINCJAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (Form B-2) 

RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL 

- ... ...__.. ......... _._, .. --.-.---·- .... ---·-----------·-- .. ·-·----··----------·-------- 
Terbilang: 

Total 

PPN 10% 

Sub-total 

r-· .. -·-·--·--·- .. ·-·-··-··-··- .. -.------·-·· _. _._ .----·-··--·-······-·- .. ·• . . ···-·· .. -----------.--·. L. :. ::_~o~~~~~adaah Lan8.~ur·:_Pen! :d:~~ J.~~~-~~~ul~~st!~~~~~8.~-·~·--·-·· i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
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Itsnds tangan], 
nsms lengkap] 

[Nsms Penyedia} 

____ /tempat}, _/tanggal} [bulan} __ Itshun] 

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia 
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata 
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/ APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini; 

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan pada 
____ lisi sesuai dengsn K/L/PD} dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

Pekerjaan 

Ala mat 

_____ [dlis! nomor KTP/S/M/Paspo1'} No. Identitas 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nam a 

PAK.TA INTEGRITAS 

BAB VI. PAKTA INTEGRITAS 

r·- .. ---- .. ------·- ... - ... -··-··-··-··-·----- .. --··-- .. ·-··------·-·-·---·--·---·-····-····· 
j .• .· · SOP Pengatltiah Langsung ;' Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangair • : 
! --· · · · - : · · .. : . .. -· - .. . . . .. .. 

I 
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I 
I 

I 
I 
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Tahun. __ ~tanggal _ 

a. Nom01· Pokok Wajib Pajak 

b. Bukti laporan Pajak Tahun 
terakhir 

C. Data Keuangan 

4. Izin _ 
5. Masa berlaku izin 
6. lnstansi pemberi izin 

No Tanggal _ 

B. lzin Lainnya /apabila dipcrsyamtkan/ 

1. Nama 
2. Alamat seseuai kartu Identitas 
3. Alamat Domisili 
4. No. Telepon 
5. No. Fax 
6. E-Mail 

A. Data Administrasi 

5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan 
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 

6. data-data saya adalah sebagai berikut: 

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Dsemh /bagi pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara 
ditulis sebagai berikut : "Saya merupsksn pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Dsersh yang sedang cuti dilusr tanggungan Negara"]; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para 
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mempunyai 
kapasitas untuk menandatangani Kontrak; 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

Alamat 

Telepon/Fax 

Email 

No. ldentitas 

_____ /dli'si nama perorsngsnl 

____ /diisi dengan no. KTP/SIM/Paspo1'] 

Nama 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI 

BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI 

,-.- .--···········--·-··. -···· ..... ···---·--.--·· ..... :··- .. ··. -. -·-·-··.·· :··--·-··-· 
I · · • - SOP Pengadaanlangsunj: Pengatfaan Jasa Konsultansi Perorangan - . 
L:.• - --- : · .. - \·· · - -~,.:.:.: \. , .. :~ -----~··--·- .<.: : 

I 
I 
I 
I 
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(nama Jengkap peserta) 

Irekstksn meterai Rp6.0007- 

tsnds tangan/ 

ftempat/, ___Jtanggal} {bulan} __ Itshun] 

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab, Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang saya sampaikan 
tidak benar clan ada pernalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi 
administratif, sanksi Daftar Hitam Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara 
pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemberi Pekerjaan Kontrak Progres Terakhir 
Nama ringkasan 

Nilai Kontrak No. lingkup Lokasi Prcstasi Pekerjaan pckerjaan Nama Alamat/ No/ (Rcncana) Kerja Telepon Tanggal (%) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 

F. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

Pemberi Togas/ Tanggal Selesai 
Nama Ringkasan Pejabat Pembuat Kontrak Pckerjaan 

No. Paket Lingkup Lokasi Komitmen Berdasarkan 
Pekerjaan Pekerjaan 

Alamat/ No/ BA 
Nama Nilai Kontrak Se rah Telepon Tanggal Terima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E. Data Pengalarnan Pelcerjaan 

Kapasitas 
Jen is a tau Merk Tahun Kondisi Lokasi Bukti Status No. Fasilitas/Peralatan/ Jumlah output dan pembuatan (%) Sekarang Kepemilikan Perlengkapan pad.a ~aat tipe 

uu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan] 

f· -.--·- ·.·-··-··-···. ··-·-······. . .. . .--····. ··· . .--·· -·--. --~ .. ··-·. 
1 . · .. - SOP Pengatlaan l.in!Jsvng:- Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan · . ' 
L.... . . . -· · j ·.·. ·. ·... . . • .. : . .. .:.:.. : : . ..:, : ::. ,: .. : : _ 
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I 
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I 
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I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 



UKPBJ KABUPATEN ~ 

SATUAN KERJA: 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

Nama PPK: 

Nama Penyedia: 

NOMOR SURAT UNDANGAN FENCADAAN LANGSUNG 
: 

PAKET PENGADAAN : TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANG SUNG 
: 

NOMOR BERITA A CARA HAS IL PENGADAAN LANGSUNG 
: 

TANGGAL BERITA AC ARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG 

SUMBER DANA: /sebagai contoh, csntumksn "dibebankan stss DIPA/DPA 
Tshun Anggaran __ untuk mets anggara.n kegiatan 

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 
( rupiah). 

Jenis Kontrak: 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender 

Untuk clan atas narna Untuk dan atas nama Penyedia 
Pejabat Pembuat Komitmen 

ltsnds tangan dsn cap (jika sslinsn {tends tangan den cap (fika salinan as/i ini untuk 
asli ini untuk Penyedia msks rekstksn proyek/sstusn ke1ja Pejabat Pembust Komitmen 

metersi Rp 6.00~-)J msks rekstksn metcmi Kp 6.000,-)] 

Iasm« lengkapl lnsm« lengkapl 
liabatanJ 

SYARATUMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

1. LINGKUP PEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 
waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai 
SPK. 

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik 
Indonesia. 

[kop surst sstuan ke1ja. Peja.bat Pembuat Komitmen] 

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

r.-·.-.-······· ... ·-- .. ·-. , .. : : ... : .... -. -·. ··. ·- .. ·-··-·---·.-·. -.·· :··--··-·-·-·------·--·--·-·--- 
1.· .· . - S/JP Pengadaa!l Laiigsun§: Pen!)atfaait Jasa Konsuhansi Perorangan • · · ) 
I ·.s •.......•.. · .. : .. · · \ .• ·.· ·: :_ ; ..: •········ .: .•.. :. : ·.::,.~;- · •••. : _;_ c •...• ., .. .....•... :.~ •..•.• 
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10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, rnernbebaskan, dan menanggung tanpa 

batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses 
oemeriksaan hukum. dan biava vanz dikenakan terhadan PPK beserta instansinva 

9. ASURANSI 
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai 

dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya 

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, 
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain 
yang tidak dapat diduga; 

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam 

biaya SPK. 

8. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada 

tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam 

SPMK. 
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena 

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut 
kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas 
penyedia dengan adendum SPK. 

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau 
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal 
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (me1;gen atau akibat 
lainnya. 

6. PERPAJAKAN 
Penyedia berkewajiban untuk mernbayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan 
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. 
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK. 

S. HAK KEPEMILIKAN 
c. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau 

disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika 
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal 
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

d. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK 
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada 
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan 
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada 
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

4. BIAYASPK 
a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead 

serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). 
b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi 

penawaran biaya. 

3. PENYEDIAJASA KONSULTANSI MANDIRI 
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta 
pekerjaan yang dilakukan 
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14. SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan 

secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadan hasil 

13. W AKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai 

pelaksanaan pekeriaan pada tanggal mulai keria, dan melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 

b, Jika pekerjaan tidak selesai pad.a tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan 
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda 
keterlambatan. 

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK 
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal 
penyelesaian semua pekerjaan. 

(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut 
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita 
acara penyerahan akhir: 
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian 

pihak lain. 
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan 

berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan 
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban 
penanggungan dalam syarat ini. 

11. PENGA WASAN DAN PEMERIKSAAN 
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak 
lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan 

pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. 
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh 
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai 
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 

c. Laporan harian berisi: 
1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 
2) jenis,jumlah dan kondisi peralatan; 
3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang 

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan 
dan disetujui oleh wakil PPK. 

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman Iaporan harian dan berisi hasil 
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang 
perlu ditonjolkan. 

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil 
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang 
perlu ditonjolkan. 

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi 
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 
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17. PERPANJANGAN WAKTU 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui 

tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal 
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan 
Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis, 
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK. 

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia, 

18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar. 
b, Dalam hal SPK dihentikan. FPK waiib membavar kepada penvedia sesuai denzan 

16. PERISTIW A KOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Ke1ja dan/atau instruksi 

sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian 

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 
8) ketentuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/ atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk mernbayar 
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan 
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat 
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika 
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa 
Kompensasi. 

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ a tau perpanjangan waktu 
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan 
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa 
Korn pensasi. 

15. PERUBAHAN SPK 
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Pembahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi 

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, 
meliputi: 
t) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 
2) menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan; 
3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 
4) rnengubah jadwal peJaksanaan pekerjaan. 

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti 
Pelaksanaan Kontrak. 

pekerjaan. 
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas 

pekerjaan dan/ a tau tim teknis. 
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia 

wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeriaan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan SPK. 
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah 

pekerjaan selesai. 

I ·· '. -·-·.--·,"'"•"··---·---···-·····-···---. -··--···-··-·,··-···-······-··:····---··..... . ~·-····--- 
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prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan 

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan 
selanjutnya menjadi hak milik PPK; 

2) biaya langsung demobilisasi personel. 
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. 
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
I) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar 
oleh instansi yang berwenang; 

3) penyedia Ialai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 
mernperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam 

program mutu serta tanpa persetujuan PPK; 
6) penyedia berada dalam keadaan paitit; 
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali; 
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu 

yang ditetapkan oleh PPK; 
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan 

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) 
had; dan/atau 

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan 
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. 

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 
I) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan 

(a pabila diberikan); 
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/ atau 
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan 
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam 
pelaksanaan pengadaan, rnaka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

19. PEMBAYARAN 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 

ketentuan: 
I) penyedia telah rnengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulsnsn/sistem termin/pembsyaran 

secsrs sekaligusf, 
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ; 

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai I 00% (seratus 
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani. 

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan 
pembayaran dari penyedia harus sudah mengaiukan surat permintaan pembayaran 
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi 
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk 
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal 
yang sedang menjadi perselisihan. 

20. DENDA 
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 

karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk 
mernbayar denda kepada PPK sebesar 1 I I 000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak 
termasuk PPN) untuk setiap had keterlambatan. 

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan 
Penvedia. Pembavaran Denda tidak menzuranzi tanssunz iawab kontraktual 
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22. LARANGAN PEMBERJAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan 
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak 
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan 
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan 
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini 
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak 
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui 
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase a tau Pengadilan Negeri. 

Penyedia. 

,-------·-------·- ·- -- .. -- -- .. ----·--·---·---··-····--. ·-----··- .. ··-··------·--·· 
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----- [PA/KPA K/L/PDJ 
----- [APIP K/L/PD} 
_____ [Pejabat Pengadaan} 

Tembusan Yth. : 
4. 
5. 
6 . 
......... dst 

Iasms Jengkapl 
[jabatan] 
NIP: _ 

{tanda tangan} 

Satuan Kerja _ 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) ini Saudara 
diharuskan menandatangani SPK paling Iambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun 
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa. 

tanggal Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _ 

( ) kami nyatakan diterima/ disetujui. 

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan 

di _ 

Kepada Yth. 

Nomor: _ 
Lampiran : _ 

[kop surst K/L/PD} 

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA 

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN 

[
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/tanda tangan} 

lnama lengkapl 

Untuk dan atas nama [nsma Penyediaj 

Menerirna dan menyetujui: 

[nama lengkapl 
fjabatanf 
NIP: _ 

Itsnds tanganf 

Untuk dan atas nama _ 
Pejabat Penandatangan Kontrak 

~---,~----- 

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan 
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai 
SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK. 

5. 

Waktu penyelesaian: selama _ (._ ..__)) hari kalender dan pekerjaan harus 
sudah selesai pada tanggal _ 

4. 
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK; 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan rnemperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

1. Paket pengadaan: _ 

2. Tanggal mulai kerja: _ 

------- [nsms Penyediajasa Konsultsnsi] 
------- falamat Penyediajasa sonsultsnstl 
selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 

____ , bersama ini 

SURAT PERINTAH MULAI KEJgA (SPMK) 
Nomor: _ 

Paket Pekerjaan: _ 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
_______ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak} 
------- {iabatan Pejabat Penandatangan Kontrak} 
_______ [alamat sstusn ke1ja Pejabat Penandatangan Kontrak] 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; 
berdasarkan SPK nomor tanggal 
memerintahkan: 

[kop surst sstusn kerja K/L/PDJ 

B. BENTUK SURAT PERINTAH MUI.AI KERJA 

r
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UJU 
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 31 

Diundangkan di : Cikarang Pusat 
pada tanggal : 12 Maret 2020 ti\,~ RETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI J 

EKA SUPRIA ATMAJA 

t.t.d 

Ditetapkan di : Cikarang Pusat 
pada tanggal : 12 Maret 2020 

BUPATI BEKASI 

Demikian Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa melalui rnetode Pengadaan 
Iangsung ini disusun, semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya 
untuk keperluan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bekasi. 

Metode Pengadaan Langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 
bertujuan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). Sedangkan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode 
pemilihan untuk rnendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling 
banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah). 

Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Pengadaan Langsung merupakan 
salah satu metode dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode 
Pengadaan Langsung dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah diatur dalam 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 
melalui Penyedia, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan 
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan 
Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi dan 
Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem 
Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 29 
Tahun 2018 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik Versi 4.3. 

PENUTUP 
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